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WALIKO'TA K U P A N G  

P O V I N S I  NUSA 'TENGGARA ' T I M U R  

PERAT'URAN DAERAH  KOTA KUPANG 

NOMOR 2 T A H U N  20233 

TEN'TANG 

PENGELOLAAN BARANG M I L I K  DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KUPANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang _Milik Negara/Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 
3633); 

3.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Mi l ik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang 
Mil ik Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Negara Tahun 2016 Nomor 547); 
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Dengan Persetujuan B e r s a m a  

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH  KO'TA KUPANG 

dan 

WALIKOTA KU P A NG 

MEMU 'T USKAN :  

Menetapkan:  PERATURAN D A E R A H  ' TENTANG PENGELOLAAN BARANG 

MIL IK  DAERAH. 

BAB I  

KETEN'TUAN UM UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1.  Daerah adalah Daerah Kota Kupang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Darah sebagai unsur 

penyelenggara Kota Kupang. 
3.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang. 

5. Walikota adalah Walikota Kupang. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota · Kupang sebagai 
pengelola barang milik daerah. 
Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 
Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Walikota. 
Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi 
pengelolaan barang mil ik daerah. 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang 
mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejahat pengelola keuangan 
daerah. 
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
BMD. 
Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau 

, 

beberapa program. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Perda. 
Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna 
Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna 
Barang untuk menggunakan BMD yang berada da l a m  penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya. 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha B M D  pada Pengguna Barang. 
Pengurus B M D  yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat 
dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang d iserah i  tugas mengurus 
barang. 
Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi 
pengelolaan BMD, diserahi tugas menerima, menyimpan , menge luarkan , 
dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang. 
Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
BMD pada Pengguna Barang . 
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
BMD pada Pengelola Barang. 
Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
BMD pada Pengguna Barang. . 
Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 
suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu. 
Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah 
Daerah. 
Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian. 

27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan 
yang akan datang. · 

28. Rencana Kebutuhan BMD, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah 
dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 
29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi 
Perangkat Oaerah yang bersangkutan. 

30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau 
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 
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3 1 .  Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dan menerima imbalan uang tunai .  

32 .  Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka 
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut 
berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

33.  Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya d is ingkat KSP adalah 
pendayagunaan BM D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

34. Bangun Cuna Serah yang selanjutnya dis ingkat BGS adalah pemanfaatan 
BMD berupa tanah oleh p ihak la in dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak 
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

35 .  Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 
BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . 

37. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha mil ik 
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara 
infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

38 .  Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD .  
39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan 

menerima penggantian dalam bentuk uang. 
40 .  Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah 
daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan 
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan 
nilai seimbang. 

41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah 
daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

42. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD 
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 
daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau 
badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

43. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
BMD .  

44. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan 
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 
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Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan B M D  sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan hasi l  pendataan B M D .  
Dokumen kepemil ikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas BMD .  
Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.  

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang 
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data B M D  yang 
dimiliki oleh setiap Kuasa Pengguna Barang. 
Rumah Negara adalah bangunan yang dimi l ik i  Pemerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai 
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

52. Pihak lain adalah pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah. 

pemusnahan; 
penghapusan; 

m. 

I. 

j. 

k. penatausahaan; 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang 
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: 

n. BMD berupa rumah negara; dan 
o. ganti rugi dan sanksi. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. pejabat pengelola BMD; 
b. perencanaan kebutuhan BMD; 
c. pengadaan; 
d. penggunaan; 
e. pemanfaatan; 
f. pengamanan dan pemeliharaan; 
g. penilaian; 
h. pemindahtanganan; 
i. 

Pasal 3 

BMD meliputi: 
a. BMD yang d ibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 
b. B M D  yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
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Pasal 5 

( )  B M D  sebagaimana d i m a k s u d  dalam Pasal 3 huruf  a, di lengkapi dokumen 
Dengadaan, 

(2) 1 I D  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, di lengkapi dokumen 
perolehan. 

() BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud 
maupun t idak berwujud. 

Pasal 6 

BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, me l iputi:  
a. barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak; 
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan;  
d.  barang yang d iperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau 
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Pasal 7 

B M  D  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah, sumbangan 
atau yang sejenis dari negara atau lembaga internasional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

9 M D  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari: 
kontrak karya; 

a. 

kontrak bagi hasi l ;  
b. 

c. kontrak kerjasam@; 
perjanjian dengan negara la in atau lembaga internasional; dan/atau 
~eja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan 
frastruktur. 
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PEJAA'T PENGELOLA MD 

Baglan Kesatu 
Pemegang Kekuasann Pengelolaan BMD 

P,  Pasa l9  b  
Cegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung J a w ab :  

a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;  
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemirdahtanganan BMD; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharan BMD;  
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; 
e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetu)uan 

D P R D ;  
f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan B M D  

sesuai batas kewenangannya; 
g. menyetujui usul pemanfaatan BMD se lain tanah dan/atau bangunan; clan 
h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan 

infrastruktur. 

Bagian Kedua 
Pengelola Barang 

Pasal 10 

Sekretaris daerah sebagai Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: 
a. meneliti dan menyetujui RKBMD; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

BMD; 

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang 
memerlukan persetujuan Walikota; 

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 
penghapusan BMD; 

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh 
Walikota atau DPRD; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan 
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan Barang 

Pasal 11 
pe j a b a t  Penatausahaan Barang, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 

' , u n y a i  wewenang dan tanggungjawab: mem] ·J i  d  b  ·il . membantu m e n el i t i  Ian m e mb e r ik a n  pertimbangan persetujuan dalam 
? ,nyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang; 

[abantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 
~enyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada 
pengelola Barang; 
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c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD; 
d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang mi l ik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain 
tanah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan 
pihak lain ; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan BMD; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 

barang; 
j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang Pengguna; 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
l. membuat Kartu lnventaris Ruangan semesteran dan tahunan; 

m. memberi label BMD ; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan 
pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 
penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Pengguna Barang dan laporan BMD; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 
Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang 
ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

(4) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 

g Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul 
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan 
Walikota; 

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan 
BMD; 

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan 
pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi 
BMD; 

g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah 
diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan 

bo 2 t 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak Jain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta 
BMD yang berada pada Pengelola Barang; 

h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan BMD; dan 

j. menyusun laporan BMD .  

Bagian Keempat 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
Pasal 12 

Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota; mempunyai wewenang dan tanggung jawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat 

Daerah yang dipimpinnya; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam 

penguasaannya; 
d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

• menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada 
Walikota melalui Pengelola Barang; 

h, mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; 
I, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan 

BMD yang ada dalam penguasaannya; dan . 
J ,  menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan 

laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya 
kepada Pengelola Barang. 
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Pasal 13  

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung 
jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. , 

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang. 

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
berdasarkan pertimbangan: 
a. jumlah barang yang dikelola; 
b. beban kerja; 
c. lokasi; 
d. kompetensi; dan/atau 
e. rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. 

Bagian Kelima 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

Pasal 14 
(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang . 
(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang; berwenang 
dan bertanggung jawab: 
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada 

Pengguna Barang; 
b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh 

Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 
d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan 

BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan; 

e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan, 
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh 
pihak lain; 

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; 
g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan 

oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 
h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan 

menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan 
BMD dari gudang penyimpanan; 

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester 
dan setiap tahun; 

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 
perubahan kondisi fisik BMD ;  dan 

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh 
Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 
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Bagian Keenam 
Pengurus Barang Pengelola 

Pasal 15 

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat 
Penatausahaan Barang; berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang; 

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan 
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan B M D  
kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota; 

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan ,  
dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan 
oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BM D; 

e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan 
yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota 
melaluf Pengelola Barang; 

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD; 

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna Barang; 

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; clan 
i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 
bahan penyusunan Laporan BMD .  

(2) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang 
melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 
Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang 
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

(4) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD . 

Bagian Ketujuh 
Pengurus Barang Pengguna 

Pasal 16 

4  

() Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna 
Barang; berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran BMD; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
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(2) 

(3) 

(4) 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasl BMD;  
d. membantu mengamankan B M D  yang berada pada Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang mil ik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain 
tanah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan B M D  berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan 
pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan BMD; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan thunan; 
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 

barang; 
j .  mengajukan Surat Permintaan Harang kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang Pengguna; 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Harang 

yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan; 
m. memberi label BMD; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Harang atas perubahan kondisi fisik HMO berdasarkan 
pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen 
penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Pengguna Harang dan laporan HMO; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 
administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 
Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 
Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Harang Pengguna yang 
ditetapkan oleh Pengguna Barang. 
Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 
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(1) 

(2) 

a f a n  Kede la pan 
e m u s  Haran embantt  

Pasal 1 7  

Pengurus a r a n g  Pembantu  d i t e t apkan  oleh Walikota atas usul Kuasa 
Penguna Barang melalui  Penguna Harang; berwenang dan 
bertangungjawab: 
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan «dan penganggaran BM D; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status pengunaan B M D  

yang diperoleh dari  beban APBD dan perolehan la innya yang sah; 
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;  
d. membantu mengamankan B M D  yang berada pada Kuasa Pengguna 

Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan B M D  berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan DPRD dan B M D  selain tanah dan/atau 
bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan B M D  berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan BMD; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan 

barang; 
j .  mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna 

Barang; 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
I. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan; 
m. memberi label BMD; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan 
kondisi fisik BMD; 

o. melakukan stock opname barang persediaan; 

p. menyimpan dokumen, antara la in meliputi fotokopi/salinan dokumen 
kepemilikan barang mil ik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan 
dokumen penatausahaan ; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada 
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 
Pengguna. 

Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (3). 
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B A B  I V  
P E R E N C A N A A N  K E B U T U H A N  BARANG M I L I K  DAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 

r 
w  

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 18 

Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan 
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan 
barang m i l ik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna 
Barang. 
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
encerminkan kebutuhan riil BMD pada Perangkat Daerah sehingga dapat 
dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. 
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 
tahun setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dan mengacu 
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah 
satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran 
untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

Pasal 19 

Kecuali untuk penghapusan, perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada: 
a. standar barang; 
b. standar kebutuhan; dan/atau 
c. standar harga. 
Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa sampai dengan huruf 
c ditetapkan oleh Walikota. 
Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai 
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 
b dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait. 

Pasal 20 

pe guna Barang atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD 

et,_~n BMD sesuai standar barang dan standar kebutuhan penga' 
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Bagian Kedua 

Linkup Perencanaan Kebutuhan B M D  

Pasal 24 
Peron 
a. anaan kebutuhan B M D  meliput i  p e r e n c a n a a n :  

"gadaan BMD yang dituangkan dalam d o k u m e n  RKBMD Pengadaan; 
Pemeliharaan BMD yang d i t u a n g k a n  d a l a m  Dokumen R K B M D  

c  emeliharaan; 
Pemanfaatan B M D  yang dituangkan dalam Dokumen RKBMD Pemanfaatan; 

" P""indahtanganan BMD yang ituangkan datam Dokumen RKMD 
mndahtanganan; dan • Penghapusan BMD yang dituangkan da lam Dokumen RKBMD Penghapusan. 

Bagian Ketiga · . 
T · ata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD Pada Pengguna Barang 

Pasal 25 
(1) Tatacara penyusunan RKBMD Pengadaan BMD pada Pengguna Barang meliputi: 

a. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang 
milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya; 

b. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan 
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei; 

c. Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam minggu ketiga 
bulan Mei; 

d. Hasil penelaahan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf 
c ditandatangani Pengguna Barang; dan 

e. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan B M D  
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf d 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu 
keempat bulan Mei. 

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan oleh 
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan BMD pada tingkat 
Pengguna Barang. 

(3) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk 
melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
Pengadaan. 

(4) Penelaahan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 

enyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya 
[empertmbangkan: 

kesesuaian program perencanaan dan standar ssebagaimana dimaksud 
Aalam Pasal 19 ayat(1) ;  dan •  
ketersediaan BMD di l ingkungan Pengguna Barang. 

b. 

' \, 
I 

' , 1 , ,  
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' ) H ,  1M D  pada ttngkat Pengguna Baran 
Se,_ Penelaahan R K I M D  P e n a d a a n  I!! el«rang-kurannya momuat 
he,'Batmana dtmalsud pada a y a t  (2)  

'mas t  '  
a, Is! mengenal 

h a m a  
b,  uasa Pengguna Haran '  hama p c. 'engguna arang; • 

Program, d. 1 ,  'ga tan :  
' ! M a d a t a r  b a r . a n y  pada P e n y u n a  I a r a n y  «d a n / a ta u  daftar barang p a th  
w a s.  D  

f, ~ ' ·'  'enguna arang;  dan 
'encana kebutuhan pengadaan b a r a n g  yang disetujul .  

T Baglan Keempat 
ta Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan B M D  Pada Pengguna Baran 

.  Pasal 26 
() Ketent 1M D  P er  g a d  n  B M D  

an mengenai 'Tata cara penyusunan RKBI 'e n g au ta a  
" g a i m a n a  dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara 
~ ' k  tata cara penyusunan RKBMD Pemeliharaan B M D  pada Penguna arang. ' . (2) Dal 'i . £ ' m  al penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan BMD pada penggun 

arang, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan 
Penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
Demeliharaan. 

(3) Penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu 
pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi  
mengenai barang yang dipelihara. . 

$- (4) Hasil penelaahan sebagaimaria dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh 
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang mil ik 
daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat 
informasi mengenai: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 
c. nama barang yang dipelihara; 
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 

rencana kebutuhan pemeliharaan BMD yang disetujui: 
e. 

Pasal 27 

(1) 

(2) 

(3) 

Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
P eliharaan dan Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada em . 
Pengelola Barang. 

mpaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat 
Pe"?"~~r RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data 
pen6" ,bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). 
b a r a h ' a n  RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pmeliharaan sebagaimana 
Peny" %ada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
dimal ,j ;mg lambat minggu kesatu bulan Juni .  .  
Barang P 
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Bagian Ke l ima 
Tata Cara Penelaahan R K B M D  Pengadaan B M D  Pada Pengelola Barang 

Pasal 2O 

(1) Tata cara penelaahan R K B M D  Pengadaan B M D  pada Pengelola Barang 
meliputi: 
a. Pengelolan barang melakukan penelaahan R K B M D  Pengadaan B M D  

yang diterima dari pengguna barang sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 27 ayat (3) ;  

b. Penelaahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan jun i ;  
c. Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD ditandatangani oleh 

Pengelola Barang; 
d. Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasi l  

penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c). 
e. RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan 

oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu 
ketiga bulan Juni. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang dilakukan 
terhadap: 

a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang; 
b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; 

dan 
c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah 

sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat ( 4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis untuk 
penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengelola Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang 
Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. 

\ 

Bagian Keenam 
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada Pengelola Barang 

Pasal 29 

I 

% 
., 

4t 
' 

() 

(2) 

Ketentuan mengenai tata cara Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD pada 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku 
secara mutatis mutandis untuk tata cara penelaahan RKBM D 
Pemeliharaan pada Pengelola Barang. ' 
Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna 
Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi 
barang. 

'  .  : 
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(3) 

(4) 

(2) 

di» iksud dalam 
Ket KBMD sebagalmana Ima 1 

_ ' h tu a n  mengenal penelaahan I! nutandis untuk penelaahan at@' 
R.

asa\ 26 ayat ( 4) bcrlaku sccarn mut�1lls n . , 
KBMp 4,  Pe n e l o l a  Ba r ang. .:  ma 

D 
1v1 Pcmelihnrnnn DMD pnt n c u • 1 . 1  - •acrah schaga1rna al h barang ml · ba t  , , '  melaksanakan pene laahan ?  mengikutsertakan e j ab ?  

,'aksud pada ayat (1) ,  Pengelola Bar""",,,e io la  untuk menyiapkan 
enatausahaan Barang dan Pengurus Barang %' dan kelengkapan 

�an memberlkan pertimbangan terhadap kcbenaran 
sulan RKBMD Pemeliharaan. 

Pasal 30 

RKI barang mil ik daerah dari BMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan a ·  (1) h u r u f  e  Pe di· 1ks id dalam Pasal 28 ayat gguna Barang sebagaimana li m ak s uu  ·· ta h  Daerah oleh 
dan Pasal 29 ayat (1) ditetapkan menjadi RKBMD Pemern 
Pengelola Barang. , di aksud RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana um 
Pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. 

Bagian Ketujuh 
Penyusunan Perubahan RKBMD 

Pasal 31 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD . 
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) dilakukan 

sebelum penyusunan Perubahan APBD. · 
(3) Penyusunan dan penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud da lam Pasal 

25 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
penyusunan perubahan RKBMD . 

e Bagian Kedelapan 
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 

(1) 

(2) 

(3) 

() 

Pasal 32 

Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi 
darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new 
initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka 
rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah 
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana 
alam dan gangguan keamanan skala besar. • ·  
Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau R K B M D  
tahun berikutnya. ' 
Laporan sebas5pa ma}sud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola 
Barang sebaga1 a an pertimiangan tambahan dalam penelaah 

d. ·k l h an atas KBMD yang li sampa ikan  ol el  Pengguna Barang bersangkutan pada 
APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun 
anggaran berikutnya. 

! 
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BAB V 
PENGADAAN 

Pasal 33 

() 

(2) 

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 
transparan dan terbuka, bersaing, adil ,  dan akuntabel. 
Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan B M D  

kepada Walikota melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status 
penggunaannya. 

(2) Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. 

BAB VI 
PENGGUNAAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 35 

(1) Walikota menetapkan status penggunaan BMD untuk setiap tahun. 
(2) Kecuali tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu, Walikota clapat 

mendelegasikan penetapan status penggunaan atas BMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi BMD yang 
tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. 

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan o leh 
Walikota. 

Pasal 36 

(1) 

(2) 

(3) 

Penggunaan BMD meliputi: 
a. Penetapan status penggunaan BMD; 
b. Pengalihan status penggunaan BMD; 
c. Penggunaan sementara BMD; dan 
d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 

oleh pihak lain. . 
Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan 
b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan, 

umum Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. barang persediaan; 
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
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(1 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

c. barang yang darl awal p e n a t d a a n n y a  direneanaan untuk dlh lbahkan;  
dan 

d. Aset Tetap Renovasl ,  

l a s a l  7  

Penetapan s t a t u s  p e n y p ' u n a a n  M D  b e r u p a  t anah dan/atau bangunan 
di lakukan apabi la  d i p e r l u k a n  u n t u k  kepenti ngan penyelongaraan tuga' 
dan fungsi P e n g u n a  H a r a n g  t dan/atau Kuasa Penguna Baran yang 

bersangkutan. 
Pengguna Barang walb menyorahkan B M D  borupa tanah dan/atau 
bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsl Pengguna Barang kepada 
Walikota melalui Pengelola Barang. 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (Z), apabi la  
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. 
Walikota mencabut status penggunaan atas BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang sebagalmana dimaksud ayat (2). 
Dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Walikota, Pengguna Barang 
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas B M D  
berkenaan . 

Pasal 38 

(1) Walikota menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang 
karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain . 

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Walikota memperhatikan : ,  
a. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan dan menunjang 

tugas dan fungsl Pengguna Barang; 
b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

c. Japoran, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain . 
Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara la in 
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan olch Pengclola Barang atau Walikota dan laporan dari 
masyarakat. 
Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: ' 
a. penetapan status penggunaan; 
b. pemanfaatan; atau 

c. pemindahtanganan. 

'  
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Bagian Kedua 

Penetapan Status Penggunaan BMD 

Paragraf 1 
Penetapan Status Penggunaan BMD Oleh Walikota 

Pasal 39 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah 
kepada Walikota. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada 
tahun anggaran yang berkenaan. 

(3) Permohonan penctapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan secara tertulis paling lambat pada akhir tahun 
berkenaan. 

(4) Walikota menetapkan keputusan penetapan status penggunaan BMD 
untuk setiap tahun. 

Pasal 40 

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan .  secara tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disertai dokumen meliputi: 
a. dokumen untuk BMD berupa tanah yaitu Fotokopi sertifikat; 
b. dokumen untuk BMD berupa bangunan yang diperoleh dari APBD mel iput i :  

1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; dan 
2. fotokopi dokumen perolehan. 

c. dokumen untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari  
perolehan lainnya yang sah yaitu sekurang-kurangnya Berita Acara Serah 
Terima; 

d. dokumen untuk BMD berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari 
APBD meliputi : 
1. fotokopi sertifikat; 
2. fotokopi izin mendirikan bangunan; dan 
3. fotokopi dokumen perolehan. 

e. dokumen untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi: 
1. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau 
2. fotokopi dokumen perolehan. :  

f. Dokumen untuk BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk 
dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemer intah 
daerah meliputi: 
1. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; 
2. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa 

tanah; . 
3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk barang milik daerah berupa 

bangunan; dan/atau 
4. fotokopi dokumen perolehan. t .  

•  

¥  
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Pasal 41 
4 

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
a dan huruf d angka 1 apabila BMD berupa tanah belum memiliki fotokopi 

(; sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan: 
a. akta jual beli; 

b. girik; 
c. letter C; 
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; 
e. surat keterangan lurah, jika ada; 
f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau 
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
b, apabila BMD berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen 
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang 
yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(3) Dikecualikan dari. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
d apabila BMD berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD 
belum memiliki sertifikat, 1MB, dan dokumen perole_han dapat diganti 
dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa 
tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan 
fungsi Perangkat Daerah. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
e apabila BMD selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum 
memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti 
dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa 
BMD selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk 
penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
f angka 2 sampai dengan angka 4 apabila dokumennya belum ada, maka 
pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat 
pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa 
barang tersebut adalah BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan 
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal 
pemerintah daerah. 

(6) BMD yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus 
menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah 
ditetapkan status penggunaan barang milik daerah. 

Pasal 42 

() 

(2) 

(3) 

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan 
status penggunaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1). 
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. . 
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 

, ,  

' . .  · .  
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(4) 

(5) 

mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD;  
dan/atau 

b. melakukan pengecekan lapangan. 
Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta BMD selain tanah 
dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumcn 
lain yang sah. 

Pasal 43 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1), Walikota menetapkan status penggunaan BMD dengan Keputusan 
Walikota. 

(2) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Walikota melalui Pengelola 
Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai 
alasan. 

0 

(1 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Paragraf 2 
Penetapan Status Penggunaan B M D  Oleh Pengelola Harang 

Pasal 44 

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan 
kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2) dengan mekanisme: 
a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan barang milik, _daerah yang diperoleh dari beban APBD dan 
perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang. 

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan 
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. 

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara 
tertulis paling lambat pada akhir tahun berkenaan. 

Pengajuan permohonan pen eta pan status penggunaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41. ·  
Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian 
sebagaimana ketentuan Pasal 42. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 
Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 
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Baglan Ketiga 
Pengalihan Status Penggunaan BMD 

Pasal 45 

(1) BMD dapat di lakukan pengalihan status penggunaan. 
(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan: 
a. Inisiatif dari Walikota; dan 
b. Permohonan dari Pengguna Barang lama. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf  
a  dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna 
Barang. 

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf  
b dilakukan dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang la innya 
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan 
persetujuan Walikota. 

(5) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna 
Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(6) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD 
pengganti. 

Pasal 46 

(1) 

(2) 

(3) 

Pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 ayat 2 hurufb dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertu lis 
oleh Pengguna Barang kepada Walikota. 
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya; 
b. calon Pengguna Barang baru; dan 

c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan BMD .  
Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain 
meliputi: 
a. kode barang; 

b. kode register; 

c. nama barang; 
d. jumlah; 
e. jenis; 

f. nilai perolehan; 

g. nilai penyusutan; 

h. nilai buku; 

i. lokasi; 

j. luas; dan 

k. tahun perolehan. 
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(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan 
dengan: 

..... a. fotokopi daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan 
b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru 

untuk menerima pengalihan BMD dari Pengguna Barang lama. 

Pasal 47 

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan 
status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMD; 
dan 

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru. 

Pasal 48 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 
Walikota memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD 
dengan surat persetujuan Walikota. 

(2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya; 
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan 
c. kewajiban Pengguna Barang lama .  

(3) Kewajiban Pengguna Barang lama sebaga imana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c meliputi: 
a. melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru paling 

lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan al ih status penggunaan barang 
mil ik daerah yang dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima; dan 

b. melakukan penghapusan terhadap BMD yang telah dialihkan dari 
daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan 
penghapusan barang. 

(4) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Walikota menerbitkan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. 

Pasal 49 

(1) Berdasarkan Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (3) huruf a, Pengguna Barang lama melakukan usulan 
penghapusan kepada Pengelola Barang atas BMD yang dialihkan status 
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada 
Pengguna Barang. 

(2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 
(satu) minggu terhitung sejak tanggal Serita Acara Serah Terima. 

(3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Pengelola Barang. 
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Pasal 50 

(1) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan B M D  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaporkan kepada Walikota dengan 
tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu 
terhitung sejak tanggl keputusan penghapusan ditetapkan. 

(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan BMD melakukan pencatatan 
berdasarkan persetujuan Walikota, Berita Acara Serah Terima, dan 
keputusan penghapusan BMD.  

Bagian Keempat 
Penggunaan Sementara BMD 

Pasal 51 

(1) HMO yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Harang 
dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka 
waktu tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 
Walikota, tanpa harus mengubah status penggunaan BMD tersebut. 

(2) Penggunaan sementara HMD sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) dapat 
dilakukan untuk jangka waktu: 
a. paling lama 5 (lima) tahun clan dapat diperpanjang untuk BMD berupa 

tanah dan/atau bangunan; 
b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk HMO selain 

tanah dan/atau bangunan. 
(3) Dalam hal Penggunaan sementara BMD dalam jangka waktu kurang dari 

6 (enam) bulan, maka penggunan BMD clilakukan tanpa persetujuan 
Walikota. 

(4) Penggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna 
Barang sementara. 

(5) Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan 
sementara dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
yang menggunakan sementara BMD .  

Pasal 52 

( 

(2) 

Permohonan penggunaan sementara BMD diajukan secara tertulis kepada 
Walikota, paling sedikit memuat: 
a. data BM D yang akan digunakan sementara; 
b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMD ;  dan 

c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara BMD. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 
dokumen: 
a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMD; dan 

b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara BMD dari Pengguna 
Barang yang akan menggunakan sementara BMD kepada Pengguna 
Barang. 
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+ (1) 

• (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

• •  

Pasal 53 

P e n g e l .  . _  Sen,, 'l a  Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan 
P%,''''ra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1). 
k _ ' H i a n  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
p_'&kapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
,_,"" hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
a ncukupi, Pengelola Barang dapat: · mem; · ,k  Inta keterangan kepada Pengguna Barang yang m e n g a ) u ra n  
.[{"," 3honan penggnaan sementara BMD; an 

nta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang 
aka Be,__ menggunakan sementara BMD. . ~  

yy_ , , a r k a n  hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pada ayat () 
~' I o t a  memberikan persetujuan atas penggunaan sementara BMD. 

ersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
menerbitkan surat persetujuan Walikota yang memuat: 
:· data BMD yang akan digunakan sementara; ' 

· Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD; 
c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD 

untuk memelihara dan mengamankan BMD yang digunakan 
sementara; 

d. jangka waktu penggunaan sementara; 
e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan 
f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti perjanjian. 
Dalam hal Walikot~ tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (1), Walikota menerbitkan surat penolakan kepada 
Pengguna Barang disertai alasan. 

• Pasal 54 

Dalam hal jangka waktu penggunaan sementara atas BMD telah berakhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), maka: 
a. Pengguna Barang sementara mengembalikan BMD kepada Pengguna 

Barang; atau ' 
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang 

yang menggunakan sementara BMD. ' 
Mekanisme pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 berlaku mutatis mutandis 
terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan kepada pengguna 
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

Pasal 55 

gu
na Barang Sementara dapat mengajukan permohonan Peng; . jangan waktu penggunaan sementara atas BMD sebagaimana 

peg"??~,a atam Pasa1 51 ayat(2) .  • 
d i m ], ~ a a n  waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
PerP""" , Barang kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
Peng6 ,@tu penggunaan sementara BMD berakhir. jangka wa 

· '  
f  

1  
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(3) 

w T 1 A (  Ir  .=  

Mete. ,t, e l i t la n,  persetujuan, dan , ' h isme pengajuan permohonan, pene ' p, l  52 sampai 
;;""tpan oleh waiota sebagatmana d t m a k s u d  dalam ' , ng a j u a n  
P  l\gan Pasal 54 bcrlnl<u mutntls mutondls pa<fa rnckanlsm, h PWagl1'kota 

ermo) A penetapan ol e  t e j , ' o n a n ,  penel i t ian ,  persetujuan « a n  
adap perpanjangan penggunaan sementara BMD.  

.. ·  

c  

P,  Bagian Kelima ~.  .:  

enetapan Status Penggunaan B M D  Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain 
(1) BM. Pasal 56 an 

D yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna B a r an 6  
(  Pat digunakan untuk d ioperasikan oleh pihak lain.  

.  Fenggunaan B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
Tangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat 
Paerah yang bersangkutan. ' 

) Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
Perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain. 

(4) Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan 
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang 
mengoperasikan BMD. 

(5) Pihak lain yang mengoperasikan BMD dilarang melakukan pengalihan atas 
pengoperasian BMD tersebut kepada pihak lainnya dan/atau 
memindahtangankan BMD bersangkutan. 

(6) Walikota dapat menarik penetapan status BMD untuk dioperasikan o leh 
pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali 
untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau pihak lainnya. 

Pasal 57 

(1) Permohonan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak la in 
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada 
Walikota. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. data BMD; 
b. pihak lain yang akan menggunakan BMD untuk dioperasikan; 
c. jangka waktu penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain; 
d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan BMD yang dioperasikan 

oleh pihak lain ; dan 
e. materi yang diatur dalam perjanjian. • ' .  
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada a y a t  (1) harus 
dilampirkan dokumen: · "  '  

fotokopi keputusan penetapan status penggun~an BMD; 
a. 

fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan 
~engoperasikan BMD kepada Pengguna Barang; dan 
fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan 

" MD kepada Pengguna Barang. . ' 
Surat pernyataan dari pihak la in sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

f c merupakan pernyataan plhak lain yang memuat: huru - d i  :.  lk " 
gMD yang akan ioperas ionalkan dalam rangka pelayanan umum 
gesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja; 
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b. 

a c. 

t d. 

• I • 

menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama 
jangka waktu pengoperasian BMD; 
tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan BMD 
selama jangka waktu pengoperasian BMD; dan 
mengembalikan BMD kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu 
pengoperasian BMD telah selesai. 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1 

(2) 

Pasal 58 

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan 
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (1). 
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) be lum 
mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 

permohonan penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain; 
b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan 

mengoperasikan BMD; 
c. mencari informasi dari sumber lainnya; dan . 
d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan ana l i s i s  

biaya dan manfaat. . · '  .  
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dal~m pada ayat (2),  
Walikota menetapkan penggunaan B M D  untuk dioperasikan oleh p i h a k  
lain dengan keputusan Walikota. . 
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang sekurang 
kurangnya memuat: 
a. data BMD; 
b. jangka waktu penggunaan B M D  untuk dioperasionalkan pihak lain; 

c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD; 
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD termasuk memelihara 

dan mengamankan BMD yang dioperasikan; dan 
e. kewajiban Pengguna Barang. 
Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e 
meliputi: ' 
a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain 

dengan perjanjian; dan 
b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BM D yang 

dioperasikan oleh pihak lain. 
Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Walikota menerbitkan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 

Pasal 59 

Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak 
lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna 
Barang dengan pihak lain. ' 
Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang. 
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(3) 

_ (4) 

t 

Penandatanganan perjanjian sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah adanya Keputusan Wallkota. 
Perjanjian penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya memuat; 

a. data BMD yang menjadi objek; 
b. Pengguna Barang; 
c. pihak lain yang mengoperasikan BMD;  
d. peruntukan pengoperasian BMD; 
e. jangka waktu pengoperasian BMD;  
f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan plhak lain yang 

mengoperasikan BMD, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk 
melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD; 

g. pengakhiran pengoperasian BMD;  dan 
h. penyelesaian perselisihan . 

Pasal 60 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk 
dioperasikan oleh pihak lain . 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna 
Barang kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 
penggunaan BMD berakhir. 

(3) Ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 berlaku mutatis mutandis 
pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan 
jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain . 

Pasal 61 

c Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan BM D 
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Pasal 62 

(1) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila: 
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh 

pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 
b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; 
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila: 
a. pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi kewajibannya 

yang tertuang dalam perjanjian; atau 
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan BMD 

untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam 
perjanjian. 
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(3) 

(4) 

(5) 

Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian BMD yang didasarkan 
pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang 
meminta persetujuan Walikota. 
Pada saat jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak 
lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan BMD mengembalikan 
BMD terse but kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Teri ma. 
Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan BMD untuk 
dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara 
Serah Terima, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Teri ma. 

BAB VII 

PEMANFAATAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 63 

• 

(1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh :  
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk BMD yang 

berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BM D  

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan 
memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 

(3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(4) Pemanfaatan B M D  dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. 

Pasal 64 

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang 
menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. 

(2) Biaya persiapan pemanfaataan BMD sampai dengan penunjukkan mitra 
Pemanfaatan dibebankan pada APBD .  

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah 
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum 
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. 

(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka selain 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah 
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening 
Kas Umum Daerah. 
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(2) 

(3) 

() 

(5) 

Pasal 65 
Bente 
a. Pemanfaatan MD meliputi :  
< ·  Sew. 

' Psi raat 
G. KSp, " 
• B GS atau BsG; dan 
e. KSP 

Obyek p A i la k  ik  untuk sebagian atau k e s ),  emanfaatan BMD dapat d la k u a n  

a.  s�u·uhannyn moHputi: 
, \ah dan/atau bangunan; dan 

elain tanah dan/atau bangunan. !  

;" hal objek pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau 
_,'&nan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka luas tanah 

}Platau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah 
,""ah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan. 

MD yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau 
digadaikan. 
BMD yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan, 
sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Mitra Pemanfaatan 

Pasal 66 

(1) Mitra Pemanfaatan meliputi: 
a. penyewa, untuk pemanfaatan BM D dalam bentuk Sewa; 
b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai; 
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP; 
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG; 

dan 
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI. 

(2) Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggung jawab: 
a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk 

pemanfaatan; 
b. menyerahkan basil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk 

pemanfaatan; ' 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan 

pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD; 
d. mengembalikan.BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan 
e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan ' dalam perjanjian 

pemanfaatan BMD. 

Bagian Ketiga 
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan BMD 

Pasal 67 

;ihan mitra didasarkan pada prinsip: 
(l) pem1 1 . dilaksanakan secara terbuka; • 

"~elcurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
b. 
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t 

l 

c 

C. n d. ,"Peroleh manfaat yang optimal bagi daerah integritas, handal  ~ " a n a k a n  oleh panitla pemil ihan yang memiliki an kompeten: 
• teru ~ i " "  
f,  s... aminlstrasi; dan 

'  rtihb (3) M, ,  Pelaporan. 
_ ''aPemanfaatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggung jawab: 
" ·  melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk 
• """an6aaen; e be n t  yerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai etentuan 0 

Pemanfaatan; 
melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan 

d. �ccrnnanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan B M D ; ,  
gembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; an 

€ · memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 
pemanfaatan BMD .  

Bagian Ketiga 
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan BMD 

Pasal 67 

(2) P e milihan mitra didasarkan pada prinsip: 
a. dilaksanakan secara terbuka; 
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
c. memperoleh manfaat yang optima l bagi daerah ;  
d. dilaksanakan oleh panitia pem i l ihan yang memiliki integritas, h a n d a l  

dan kompeten; 
e. tertib administrasi; dan 
f. tertib pelaporan. 

(3) Pelaksana pemil ihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang 
atau BGS/BSG terdir i  atas : 
a. pengelola Barang; dan 
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 

(4) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang 
terdlrl atas: 
a. pengguna Barang; dan 
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang. 

(5) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender. 
(6) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang 

bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan 
Langsung. 

Pasal 68 

(1) 
alam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, maka tugas dan 

,angan Pengelola Barang/Pengguna Barang meliputi: 
ewe ilih menetapkan rencana umum p e m il i h a n ,  antara lain persyaratan peserta 
" alon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan; 
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· ,  

4  

O. menetapkan rencana pelaksanaan pemil ihan, meliputi: 
1 .  kemampuan keuangan; 
2. spesifikasi teknis; dan 

• 3. rancangan perjanjian. 
c. menetapkan panitia pemil ihan; 
d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dar i  

panitia pemilihan; 
e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panit ia 

pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 
f. membatalkan Tender, dalam hal :  

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari 
dokumen pemilihan ; 

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme 
yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar; 

g. menetapkan mitra; 
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; 

dan 
i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Walikota. 

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat: 
a. menetapkan T im pendukung; dan/atau 
b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku 

Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 dan Pasal 12. 

Pasal 69 

(1) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 
Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, 
yang terdiri atas: 
a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari 

Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan 
mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola Barang; 

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari 
Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan 
mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna Barang; dan 

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari 
Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan 
mitra BGS/BSG. 

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh: 
a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP 

BMD pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan 
b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP 

BMD pada Pengguna Barang. 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam 
keanggotaan panitia pemilihan . 
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' Pasal 70 
Pant. 

'lpemilihan harus memenuhi persyaratan, mcl iput l :  
"emiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas; 
~,-,"";"""" tanggung Jawab dan pongetahuan tel«ts untuk molalksanaka 

�-. :elllilikl pengetnhunn yang mcmodnl tll b lc.Jang pongplolaan MD; 
e .  ampu mongnmbll ko11utusan dnn bortlndok logns; 

· tidal f. ,, enjabat sebagai pengelola keuangan; 
erstatus pegawai negeri sip i l  pemerintah daerah dengan golongan pa l i ng  

rendah 1/b "" · 
&. t i a """  atau yang setara; 
h. �e:.

1
s_ekdang mcnjalanl hukuman dlsiplln; dan 1 1  k  n setiap tu,, '' k i k e m a m p u a n  kerja secara berkelompok dalam m el ak s a n a K a!  '  gas/pekerjaannya. 

Pasal 71 

' 

(1) 

(2) 

(3) 

Tugas dan kewenangan panitia pemil ihan meliputi: 
a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan 

menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk 
mendapatkan penetapan; 

b. menetapkan dokumen pemilihan; , 
c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional  

dan website pemerintah daerah; 
d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mltra; 
e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk; 
f. menyatakan tender gagal; 

g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; 

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau 
pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; 

i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi 
Iangsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna 
Barang; 

j. menyimpan dokumen asli pemilihan ; 

k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil  
pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan ' 

l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi 
perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal 
diperlukan. 

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan dari Walikota untuk BMD yang usulan manfaatannya atas persetujuan Walikota. 
5 b a h a n  spesifikasi tekis dan perubahan materi perjanjian 

bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilaksanakan setelah 
~ d a p a t  persetujuan dari Pengelola Barang untuk BMD yang usulan 
pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang. 
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(2) 

(1) 

(2) 

() 

Pasal 72 

Dalam hal pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, cal on 
mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG harus memenuhi persyaratan 
kualifikasi meliputi: 
a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi: 

1. berbentuk badan hukum; 
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 
3. membuat surat Pakta Integritas; 
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen 

pendukungnya;dan 
5. memiliki domisili tetap dan ala mat yang jelas. 

b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 
1. cakap menurut hukum; 
2 .  tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

Pemerintah; 
3 .  memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan 

manajerial; dan 
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memi l ik i  
hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim 
pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga 
dilarang menjadi calon mitra. 

Pasal 73 

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan 
dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi: 
a. honorarium panitia pemilihan mitra; 
b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang; 
c. biaya penggandaan dokumen; dan 
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

pemilihan mitra. 
Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

Bagian Keempat 
Tender 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

Pasal 74 

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD kepada 
mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMD yang efisien, 
efektif, dan optimal. 
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(2) Tahapan tender meliputi: 

1 
a. pengumuman; 

b. pengambilan dokumen pemilihan; 
c. pemasukan dokumen penawaran; 

o d. pembukaan dokumen penawaran; 

e. penelitian kualifikasi; 
f. pemanggilan peserta calon mitra; 
g. pelaksanaan tender; dan 
h. pengusulan calon mitra. 

Paragraf 2 
Pengumuman 

Pasal 75 

I 

$ 

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media 
massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional 
dan website pemerintah daerah. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
sedikit 2 (dua) kali. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
b. identitas BMD objek pemanfaatan; 
c. bentuk pemanfaatan; 
d. peruntukan objek pemanfaatan; dan 
e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan. 

Paragraf 3 
Pengambilan Dokumen Pemilihan 

Pasal 76 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung 
kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu 
dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan 
pengambilan dokumen pemilihan . 

Paragraf 4 
Pemasukan Dokumen Penawaran 

Pasal 77 

L 

y¥ 

, '  

() 

(2) 

Peserta calon mitra dapat memasukan dokumen penawaran secara 
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website 
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. 
Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang memasukan 
dokumen penawaran. 
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[IKE ' 

.  () 

(2) 

(1) 

(2) 

r 5 P a r a g r ? ' ' n a w a r a n  Dokumen Pembukaan 
Pasal 78 di hadapan 

d'lakul<an sccara terbuka c.h1lam 
n l ditentukan t  Pembukaan dokumen penawar?' ,, tempat yang 

d wnktu an Peserta calon mitra p a da  ;e  acara yang 

dokumen pemilihan. ~%  ituangkan dalam P"]", ~~er peserta Pembukaan dokumen penawa"??", 4an 2 (dua) orang s ak s i  d .  ·t· pem1ll an tandatangani oleh p a n i. i a  
calon mitra yang hadir. 

Paragraf 6 
Penelitian Kualifikasi 

Pasal 79 
: ·ha d.  peserta litian kualifikasi t e rh a ta p  '  Panitia pemilihan melaksanakan penelt nawaran secara lengkap, 

calon mitra yang telah mengajukan d o k u m e " ~ r t r a  yang memenuhi  kt ntuk mempero e benar, dan tepat wal tu ur + ku t i  tender pemanfaatan. 
kualifikasi dan persyaratan untuk m e n s ! ' a l a m  berita acara yang Hasil penelitian kualifikasi d i tuangkan 
ditandatangani oleh panitia pemilihan. 

Paragraf 7 
Pemanggilan Peserta Calon Mitra 

Pasal 80 

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra y a n g  dinyatakan 
lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertu.is 
dan/atau surat elektronik (e-mail). 

Paragraf 8 
Pelaksanaan Tender 

Pasal 81 

() 

(2) 

(3) 

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD 
berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra 
yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1). 
Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang 
terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. 
Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender. 
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Paragraf 9 
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

Pasal 82 

I 

(1) 

(2) 

(3) 

Pengusulan pemenang tender scbagai calon mitra pemanfaatan 
disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender. 
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen 
pemilihan. 
Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai 
mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan. 

Paragraf 10 
Tender Gagal 

Pasal 83 

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gaga} apabila: 
a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; 
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; 
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; atau 
d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila tender gagal, maka peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi. 

Paragraf 11 
Tender Ulang 

Pasal 84 

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila: 
a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 

(1); atau 
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta. 

(2) Dalam hal tender ulang, maka panitia pemilihan segera melakukan 
pengumuman ulang di media massa nasional dan website pemerintah 
daerah. 

(3) Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) calon mitra dalam tender ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses dilanjutkan dengan 
mekanisme tender. 

Paragraf 12 

Seleksi Langsung 

Pasal 85 

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (2), calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri 
atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang 
gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung. 
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' 

(2) 

(3) 

(0 

(1 

(2) 

(3) 

(+) 

elej . 4 n l t ra  yan monglkutl t e n , , _ ' h a n g s u n  dll akukan dengan 2 (dua)  c a l o n  m  
Taj, ""  " " h a n y  sch.apatana dtaloud pad ayat ( )  

" P a n  seleksi languny mel ip ut l :  
'  D e n .1  

b  ' bukaan d o k m e n  penawaran;  
•  n e g o s 4,  4  ' S h a s t ;  dan • pen 4o l  r,  /Ponguna BHarant. ,' 'RHsulrm cnlon mllrn lrnpntln l'onwJ O II lit 011

0 ' 0  
aha, 4 p, l 7 4  ayat (2) ber laku  se,,""I tender sebagaimana dimalsud d a l a m  'asal ' 

ra mutatis mutandis t e r h a d a p  tahapan seleksl languny. 

Pasal 86 

"egosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan « d o  
onsep 
S materi perjanjian. ,  
")ln negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  untuk pomanfaatam 
' ? / B s G ,  negostast juga dilakukan terhadap pors1 baglan p e m e r i n t a l  

aerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan. 
Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau B G S / B S G ,  termasuk p e r u b a h a n  
Yang mengakibatkan pehurunan kontribusi tetap dan pembag ian  
keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk 
Pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan. 
Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasi l  negosisl 
dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pan it ia  
pemilihan dan peserta calon mitra. 

Pasal 87 

r 
c 

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi 
melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi setiap peserta calon 
mitra. 

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan has i l  
negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat 
ditetapkan sebagai mitra. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar 
pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan . 

Paragraf 13 
Penunjukkan Langsung 

Pasal 88 

(1) 

(2) 

(3) 

Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran 
hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan 
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 

njukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang Penu A ·b: »  di· ks d mengikuti tender ul a n g  sebaga imana  li m ak s ue  pada ayat (1). ': 
tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Proses .t,  it: di ·ha d  berlaku secara mutatis m ut a n di s  t e r h a da p  proses dalam tahapan 

penunjukan langsung­ 
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Pasal 09 

�ahapan \lcnnnjuklrnn lnngimn1t dun proses dalam tahapan penunjukkan 
gsun, ( 2 ) d  ayat (3), berlaku 

hue, '8 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 1an y' '[ p  r  

'  ,  ""S mutandis terhadap penunjukkan l a n g s u n g  pada KSP atas BMI yang 
Sfat khusus sebaaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5). 

Bagian Kel ima 

Sewa 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

(1 

(2) 

Pasal 90 

Sewa BMD dilakukan dengan tujuan: 
a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan 

penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas 
dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau . 

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah. 
Sewa barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan 
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal 91 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

" • 
, ,  - 
,, r 

BMD yang dapat disewa meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 

Barang kepada Walikota; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 
Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 
Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari 
Pengelola Barang. 
Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 

Badan Usaha Mil ik Negara; 
a. 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan hukum lainnya. 
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) huruf c, antara lain meliputi: 
a. perorangan; 

ersekutuan perdata; 
b. P' [ 

P
ersekutuan 1rma; 

c . 
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Paragraf 2 
Jangka Waktu Sewa 

Pasal 92 
hangka tt ·h i'  ·+ k  t a n g g a l  ' °'  w ak tu  sewa BMD paling lama 5 (l ima) tahun t e rh i t u n g  sea 

r:nand,\t41ngmrnn perjanjinn dan dnpat diperpanjang. . 
''ka waktu sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih 

ari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 
a. KSP; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa 
lebih dari 5 (lima) tahun; atau 

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
Jangka waktu sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan 
oleh pihak yang berkompeten. 
Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung 
berdasarkan periodesitas Sewa dengan pengelompokan meliputi: 
a. per tahun; 
b. per bulan; 
c. per hari; dan 
d. per jam. 

(5) Jangka waktu sewa BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

(6) Lingkup pemanfaatan BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat 
dilaksanakan melalui sewa sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(3) 

() 

( 

,. � 

(1 

(2) 

(3) 

Paragraf 3 

Formula Tarif/Besaran Sewa 

Pasal 93 

Formula tarif/besaran sewa BMD ditetapkan oleh Walikota untuk BMD: 
berupa tanah dan/atau bangunan; dan 

a. 
b. berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada 

ebijakan pengelolaan BMD. 

B aran sewa, sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) adalah besaran nilai 
es· di' k ·· a l  sewa BMD yang li tentu:an .  nommn tk , e  

ran sewa atas BMD untu KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal Besa. . at (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang 
9? ' t a n  waktu sewa lebih dari 5 (ima) tahun sebagaimana dimaksud 
m"" pasal 92 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai 
{"j,,omtan dari masing-masing jenis intrastruktur mel put: 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a. p u t,  membayar (ability to pay) · ertimbangan daya b e l l / k e m a m p u a n  

,"""Yarakait; « tan/itau to pay) masyarakat. nauan membayar (willingness 'o ' 

Pasal 94 

Formula tarif sewa BMD merupakan hasil perkal ian dari: 
a. tarif pokok sewa; dan 
b, faktor penyesuai sewa. 
Tat. d ( 1 ) h  ·uf b, dibedakan pokok sewa sebagaimana dimaksud p a la  ayat urt ' 
untuk BMD:  
a. berupa tanah; 
b. berupa bangunan; 
c. berupa sebagian tanah dan bangunan; dan 
d. selain tanah dan/atau bangunan. . 
Tarif pokok sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf 
b dan huruf c dapat termasuk formula sewa BMD berupa prasarana 
bangunan. 
Tarif pokok sew a BMD ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 95 

(1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 94 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari: 
a. faktor variabel sewa tanah; 
b. luas tanah; dan 
c. nilai tanah. 

(2) Besaran faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditetapkan oleh Walikota. 

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 
berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. 

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai 
wajar atas tanah. 

Pasal 96 

4  l 

.» 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dihitung dalam 
meter persegi. 
Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) adalah sebesar luas bagian 
tanah yang disewakan. 
Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak 
terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang 
diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. 
Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dihitung dalam 
rupiah per meter perseg1. 
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(1) 
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

() 

Pasal 97 

h ra i m a n a  dimaksu 
Tarr rt  a bangunan s e b a a  
ad .  Pokok sewa untuk B M D  berP' ,, h a s l l  perkallan dari :  l a m  Pasal 94 ayat (2) huruf b merupakan  
:· faktor varlabcl sewa bangunan;  

·  luas bangunan; dan 
�- nllal bangunan. b· ,unan maka tarif 

lam hal sewa bangunan termasuk prasarana "_,arana bangunan.  
Pokok sewa banyunan aitambahkan tarif polo! "",[' ~da a ya t ( 1 ) h u r u f  Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimal p 

tetapkan oleh Walikota. ad at (1) huruf b merupakan as bangunan sebagaimana dimaksud p a la  aya1 
luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter p"F'_r e merupakan 
Ni lai  bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
nilai wajar atas bangunan. 

Pasal 98 
Da l.  h  :b  'ian dari bangunan, a am hal bangunan yang disewakan uanya se agt f 
maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huru 
b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan. __ ,  
Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki 
dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan 
jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dart 
pemanfaatan tersebut. 
Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c 
dihitung dalam rup iah per meter persegi. 

Pasal 99 

Tarif pokok sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c merupakan hasil 
penjumlahan dari: 
a. tarif pokok sewa tanah; dan 
b. tarif pokok sewa bangunan. 
Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penghitungan tarif pokok sewa tanah. 
ketentuan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 berlaku mutatis mutandis terhadap 
penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b. 

Pasal 100 

Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 97 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari: 
a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan · 
b. nilai prasarana bangunan. 
Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaim 4; 
ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan f a . _ ' a  l imaksud pada a or variabel sewa bangunan. 
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- ·C}\ALIA 

¢  

t  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

c k e , ±  atan keagamaan; 
d. k, 

tan kemanusfaan ;  j,  pemer in tahan ;  d a n  e.  k s,  4  r a a n  k e g i a t a n  
l•. �n,-'l.m 1wm111j .111,: pl'IIYL' en,:1 . •  ' '  ·  

1  ke a  h i  k r i t e r i a  s o s i a l .  'gtatan la innya yan memenu I  ·  

Paragraf 5 
Perjanjian Sewa 

Pasal 1 0 3  

P ..  :. ·wa yang ditandatang;ani enyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian se 
oleh penyewa dan:  s:  dan 
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; 
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. 
Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah 
memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 
e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu sewa; 
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan us aha dan 

kategori bentuk kelembagaan penyewa; 
g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. ha) lain yang dianggap perlu. 
Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa 
ditanggung penyewa. 

Paragraf 6 
Pembayaran Sewa 

Pasal 1 0 4  

Hasil sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib 
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 
Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling 
Jambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD.  
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara 
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah. 
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) 
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah it d o k  ·  .  .  s a au  [o u m e n  
Pada lam pl ran yang menjadi bagian tidak terpisahkan darip •  .. erjanjian sewa, 
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(1) 

(2) 

(3) 

(9) 

(5) 

(6) 

(7) 

Pasal 105 

Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 
(2), penyetoran uang sewa B M D  untuk KSPI  dapat di lakukan secara 
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. 
Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan kepada Walikota. 
Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. 
Penyetoran uang sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memperhitungkan ni lai  sekarang dari setiap tahap 
pembayaran berdasarkan besaran sewa BMD. 
Perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 4) sesuai ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 101 dan 
dapat meminta masukan dari penilai. 
Penyetoran uang sewa BMD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang 
cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus clan 
dibuktikan dengan surat pernyataan. 
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani 
oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengena i  
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk 
membayar lunas secara bertahap. 

Paragraf 7 

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

Pasal 106 

(1) Jangka waktu sewa BMD dapat diperpanjang berdasarkan permohonan 
perpanjangan jangka waktu sewa dari penyewa dengan persetujuan: 
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketentuan: 
a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan 

perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan 
paling lam bat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan 
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 
sewa; 

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus 
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa 

pertama kali. 
Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa 
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(s) 
aimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan 

p _ '& e n  mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru. 
4,'''@Pan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksu 

am Pasal 92 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. kar akt  .  
b. akter ist ik  jenis infrastruktur; 

· kebutuhan penyediaan infrastruktur; 
C. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan 

Perundang-undangan; dan 
d. pertimbangan lain dari Walikota. 

Paragraf 8 
Pengakhiran Sewa 

Pasal 1 0 7  

Sewa berakhir apabila: 
a. berakhirnya jangka waktu sewa; 
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan 

pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang; 
c. Walikota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian; dan 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 108 

. , 

+« 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhirnya sewa dalam 
keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan 
peruntukannya. 
Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Berita Acara Serah Terima. 
Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan BM D 
yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima 
guna memastikan kelayakan kondisi BMD. 
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi. 

Paragraf 9 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang 

Pasal 109 

Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen 
pendukung. 
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 

data calon penyewa; a. 
latar belakang permohonan; 

b. 

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan 
d. peruntukan Sewa. 
pokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
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y 

t 

(+ 

. 

(s) 

(6) 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

a. Pernyataan/persetujuan dari pemil ik/pengurus, perwakilan 
pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon 
Denyewa berbentuk hukum/badan usaha; 

b., Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan 
memelihara B M D  serta menglkuti ketentuan yang berlaku selama 
jangka waktu sewa; dan 

c. data BMD yang diajukan untuk di lakukan sewa. 
Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. fotokopi kartu tanda penduduk; 
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; 
c. fotokopi surat izin usaha perdagangan; dan 
d. data lainnya. 
Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 
dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a. 
Data BM D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: 
a. foto atau gambar BMD, berupa: 

1.  gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang 
akan disewa; dan 

2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. 
b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau 
c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. 

Pasal 110 

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 untuk 
menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon 
penyewa. 
Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang 
dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan 
BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan. 
Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang 
ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan penilaian objek sewa guna 
memperoleh nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
disewakan. 
Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasa l  
94 dalam perhitungan besaran sewa. 
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan o leh 
Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. · 
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD .  

Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu 
yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan 
didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan 
BMD serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
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' a' 

'. I 

• 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pen, e l:  ermohonan BMD kepada Walikota gelola Barang mengajukan u s ul a n  p  
ntuk mendapat persetujuan. 

Pasal 1 1 1  

Walikota memberlkan persetujuan atas pcrmohonan Scwa yangk dlajutan 
dengan mempertimbangkan hasl l  penelitian dan kajlan :el a y a l ca n  
Penyewaan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 110 ayat (8) y-4c 

pabila Walikota tidak menyetujui permohonan tersebut, 'a h il o t  
m  i ha k  engajukan permintaan enerbitkan surat penolakan kepada p il iak  yang m 
Sewa dengan disertai alasan. ·b itkan 
Apabila Walikota menyetujui permohonan tersebut, Walikota m e n e rb i  
Surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan. 
Surat persetujuan penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling rendah memuat: 
a. data BM D yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data sewa, antara la in :  

1. besaran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu. 

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMD 
berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan 
berdasarkan formula tarif sewa. 
Dalam hal terdapat usulan nila i sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan 
formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat 
persetujuan sewa adalah sebesar usu lan besaran sewa dari calon penyewa. 

Paragraf 10 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Harang 

Pasal 112 

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa 
untuk mempersiapkan usulan sewa. 
Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 dan Pasal 110 berlaku mutatis mutandis terhadap 
pengajuan permohonan sewa oleh cal on penyewa pada Pengguna Bara ng. 
Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap BMD berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang 
akan disewakan. 
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota, 

untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan. 
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I 

+, 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

b. , a dan dapat melibatkan penilai yan 
d llll Y,rng dltel.1pl<,lll olch Wolllcul,\ ., m i l i k  daerah berupa sel am itetapkan oleh Walikota,  untuk b a r a n g  T  

Ber�"'""" tlnn/ntnu hnngunnn. 1  n hasll pcnlla lan sebagaimana 
;, 'Sarkan hasil penelt t ian kelayakan « '  g.  g  mengajukan usu lan  

maksud 4.  t (4),  Pengguna iaran D e ,  '4 p a d a  ayat (3) dan aya h ,1 ;  B: r a n g  untuk mendapat ' m o h o n a n  sewa B M D  kepada Pengel o la  ia r a1  Dersetujuan. 
Pasal 1 1 3  

�sutan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (6) 
arus disertai: 

a. data BMD yang diusulkan; 
b. usulan jangka waktu sewa; 
c. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif / be saran sew a; 
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan 
e. surat pernyataan dari calon penyewa. 
Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon 
Denyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai 
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. 
Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, berisi pernyataan bahwa: 
a. BMD yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja; dan 
b. penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah/unit kerja. 
Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, berisi pernyataan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga 
dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama 
jangka waktu sewa. 

Pasal 114 

() 

(2) 

(3) 

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang 
diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 
(6). 
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
Pengelola Barang dapat memmta keterangan kepada Pengguna Barang 
yang mengajukan sewa. 
Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian 
guna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang 
memiliki keyakinan yang memadai bahwa: 
a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan 

kondisi peruntukan sewa; atau 
b. estimasi perhitungan ta5'{ sewa dengan menggunakan formula 

sewa dianggap sangat jaul e rb e d a  dengan kondisi pasar. . 
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' \ . 

(49 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Hasil penilaian berupa n i la i  wajar atas ni la i  sewa pasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dalam penghitungan besaran sewa. 
Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan BMD berupa 
selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelit ian 
atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang. 
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan berpedoman pada standar peni laian dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan o leh 
Pengelola Barang dalam · rnelakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa. 
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.  

Pasal 1 1 5  

(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa 
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 2  
ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (7). 

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada 
Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan 
penyewaan. 

Pasal 116 

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang 
diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 2  ayat 
(5), Pengelola Barang memberitahukan kepacla pihak yang mengajukan 
permintaan sewa dengan disertai alasan. 

(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), 
Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik 
daerah. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat: 
a. data BMD yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data sewa, antara lain meliputi : 

1. besaran tarif sewa; dan 

2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 
Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Harang tidak disertai 
data calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon 
penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. 
Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMD 

berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan 
berdasarkan formula tarif sewa. 
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(6) 

0) 

(1) 

(2) 

(3) 

wa dan/atau 
Iu l e a n  oleh calon p o n y 0 '  '  ,  a '  

'
) 1',,b11., \\Nul,m nl ll\ l  1'uwn yr1111t tll 1 1 j  I  •  II 1wrhlt11nuon !.lcbagulmnn 
en %,  [)  b e a r  dar l  has1 an da lam 

I i  Ht,\tnl\ "•"""''' lt•hl , ,, H1 ,,,w,, y,111 1 ,  dlcanlllrn 
im, ' J b e s a r a n  SU' '«  '  dan/atau sud pada ayat (5) ,  m a k a  "" j r u p a  se baplan tanal Sur. '' J [ M D  er a  '  ';  yewa 

, · !  persetujuan sewa un t u k  .  s e w a  dari calon pen' • 
Pan J,  b e s a r a n  St' ' , ' n a n  adalah sebesar u s u l a n  
''WP/atau Penguna barang.  ,,  «urat persetujuan sewa BMD Besa. an d a a m  S!  «  

b  •• '"' scwa ynnt, dlc;nnltllll • · 1 I ni ln l  scwa. er I ]  an berdasaran pa selain tanah dan/atau bangune 

Pasal 117 

P rd: s a r k a n  persetujuan Pengelola "&guna Barang melaksanakan sewa b e r , a  it  (2) paling lambat 1 
arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. " ,_ ,  pengelola Barang­ 

�atu) bulan sejak dikcluarkannya persetuJuan sew a O ; g tidak diserta i  
alam hal usuian sewa yang di~jukan oleh Penggun " 4 6  ayat (4), 

data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam P ; elaksanaan 
P, : ,f  i  mengena1 p ·a < engguna Barang mengupayakan agar intormas1 d. h  
Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan m u« a  
dan jelas oleh para calon penyewa. da l:  waktu 
Dal am hal terdapat usulan sewa dari beberapa cal on penyewa a am 
Yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan 

• lih. BMD serta mempertimbangkan aspek pengamanan dan p e m el l a r a a n  
pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan. 

Paragraf 11 
Pemeliharaan Sewa 

Pasal 1 1 8  

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa. 
(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD 
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan ba ik 
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai 
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa. 

(5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force majeur), 
perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang dan Penyewa. 

Paragraf 1 2  
Perubahan Bentuk BMD 

Pasal 119 

(1) Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan: 
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan 
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I 

(2) 

(3) 

b, p. p r a d a  pada Pengguna Baran% 
l:> • �engolola hnrnnu, untuk 13 M  D  ynng 101  

'1 cJ cJ,.. ay-1t (1) dilaksanal<an 
rut ,  "  [ i n a k s u p au t  '«  

t,, 'D a h a n  bentuk B M D  sebagaimana ' .  
·npa 4  e . r  bangunan.  d t (2) 

D ' llcnguhnh konstruksi uosai '  d '  aksud pa a aya ala , ;M D  ebagaimana um · d i  , '' ' I  hal perubahan bentuk BI sen ditambahkan menjau 
B'�:ngakibatk:rn adanya pcnamba_ han, bag1an ysang h Terima pada saat 

MD de B ·i t  Acara »era 
b an disertakan dalam er a e r a k :  a Kh i r n y a  jangka waktu sewa. 

Paragraf 13 
Ganti Rugi 

Pasal 120 

alam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama Jangk: kt k: ti ugi sesuai ketentuan a w a. t u  sewa penyewa wajib melaku kan gan r beratu, " ran perundang-undangan. 

Paragraf 14 

Denda Sanksi 

Pasal 121 

(1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: 
a. penyewa belum menyerahkan BMD yang disewa pada saat berakhirnya 

jangka waktu sewa; 
b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat ( 4) be lum 

dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya 
jangka waktu sewa; clan/ atau 

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 belum selesai 
dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa .  

(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian BMD belum 
dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi  
administratif berupa surat peringatan. 

(3) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian BMD belum 
dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi 
administratif berupa denda, sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Baglan Keenam 
In[am Pakal 
Paragraf 1 

Pr ins lp  Umum 

Pasal 122 

Pin; er t l m b a n g a n :  
r pakai dilaksanakan dengan per e da l  dilakukan penggunaan 
mengopuma1an BMD yang belum a ,tu'~,na Barang; dan 

, 'tuk penyelenggaraan tugas dan fungs! crintahan daerah. 
P .  Jllenunjang pelaksanaan penycl.cnggaraan pcmfc t atas objek pin  j a m  

e m ;· : .  J  ik;  p e m a nf a at .a n  jam pakai dilarang untuk m e l ak ul :a n  Pakat, 

Paragraf 2 
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai 

Pasal 123 d:  emerintah 

""am »aka1 BM anaksanalap antara pemerintab P}?",[j"N''stgearaa aerah atau antar pemerintah daerah dalam r a n g Ka  
Demerintahan. 
Pelaksanaan pinjam pakai BMD dilakukan oleh: 4 
a. Pengelola Barang, untuk MD yang berada pada Pengelola Barang; Ia 

b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. 
• [P Barang Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barangy engguna • 

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah m e n d a p a t Ka n  
persetujuan Walikota. 

f7 

(1) 

(2) 

(D 

(2) 

(3) 

Paragraf 3 
Objek Pinjam Pakai 

Pasal 124 

Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa: tanah dan/atau bangunan dan  
selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ 
Pengguna Barang. 
Objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
untuk sebagian atau keseluruhannya. 

Paragraf 4 
Jangka Waktu Pinjam Pakai 

Pasal 125 

Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang 1 ( satu) kali. 
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1). 
Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan 
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka 
waktu pinjam pakai berakhir. 
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- 

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai 
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (33), proses pinjam pakai dilakukan 
dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru. 

Paragraf 5 
Perubahan Bentuk BMD 

Pasal 126 

)  

e "  

' I  

lr  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah 
bentuk BMD, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau 
penurU:nan nilai BMD. 
Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perubahan bentuk BMD: 
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar 

BMD; atau 
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD .  
Usulan perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,  
dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk o leh 
peminjam pakai kepada: 
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Penge lola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untuk B M D  yang berada pada Pengguna Barang. 

Perubahan bentuk B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota. 

Paragraf 6 
Perjanj ian Pinjam Pakai 

Pasal 1 2 7  

L 

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 
ditandatangani oleh: 
a. Peminjam pakai dan Walikota, untuk BM D yang bcrada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BM D yang berada pad a 

Pengguna Barang. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu peminjaman; 
f. hak dan kewajiban para pihak; dan 

g. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang. 

Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Ta. Paragraf7 p d  Pengelola Baran£ 
a c,  n.  •  B M D  'a a  a r a  P e l a k s a n a a n  Pin[am aka 

,J  

( Pasal 120 
?) c, . i a m  pakai alon h n a n  persetujuan pin) 

hep.,, !mtnjam palat mengaJulan per""",',, ,emuat 
. ,N " " " s o t oi s  uaran yang pat io r e " " " ,[",' j a r  palab 
b, , '' ' 'm b a n g a n  yang mendasari p e r m oh o n a  ,  
C  

dcntftns pcmlnjam pnkal· , 
·  tu • ' 

d . Juan penggunaan objek pinjam pakai; 
•  r i no s.  d i bu tu ih k a n ;  dan 

e. , 'C l a n  data objek pinjam pakai yang lib »ut u  "  
(  •  Ja11 I  ?) A p , ' G a  waktu pinjam pakai. ta bangunan atau ab »i l a  bi  t  ah dan/atau  .  Seb; Ob j e k  pinjam pakai berupa .an »bjek pinjam pakai 

s, Blan tanah dan/atau bangunan, rincian data 'i, 1as dan lokasi 
,_ 'gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termas\ 
anah dan/ pabj. 'atau bangunan. ,, ih dan/atau bangunan, 

r i k, ," a  objek pinjam pakai berupa selain m a " ~  da ayat(1) huruf 
~ ''an data objek pinjam pakai sebagaimana d i m ak s ue  pa 
,' Sermasuk nama dan jumlah BMD. si m  pakai 

engelola Barang melakukan penelitian atas permohonan p1)a 
s e b a ge '  P%, amana dimaksud pada ayat (1). , so. i»  dimaksud pada nelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana 
ayat (2) meliputi: 
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD; 
b. tujuan penggunaan objek p injam pakai; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai. 
Berdasarkan hasil penelitian scbaga imana dimaks�d pad:3- _ _  ayat ( 4li 
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pak 
kepada Walikota. 

Pasal 129 

Hasil Penelitian sebagaimana d imaksud pada ayat (3) menjadi dasar 
pertimbangan Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas 
permohonan pinjam pakai. 
Pemberian persetujuan/peno lakan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertimbangkan BMD:  
a. yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan 

untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan 
b. yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. 
Apabila Walikota · menyetujui permohonan pinjam pakai, Walikota 
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. 
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 
memuat: 
a. identitas peminjam pakai; 
b. data objek pinjam pakai; 
c. jangka waktu pinjam pakai; dan 
d. kewajiban peminjam pakai. 
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(s 

(1 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
i '  ,  

'  
t 

d  

() 

(2) 

(3) 

(1) 

cal, Wal ikot 
Dab, r m o h o n a n  p i n j a m  pa pakal 
Pen,[";',alikota udak menyetu iu ! " "  '~i t e p a d ~  calon pemlnjam I  
des, Htkan surat penolakan p i n j a m  P  'gan d; 1  

sertai alasan. 

Pasal 130 
Pela a l  m  perjanjian pinjam pala 
ya,, paan pinjam palat B M D  dituangkan ! " "" ""'  ~teat. 
«,' tandaiangani'oteh waliota dan P e m l ' ' a r e n a k l a n j u t  deny ;a" 
pe["""Han sebagaimana dimaksud pada ¥ " _ g% r a n g  kepada pemi njam erah · d ·· Penge lola  ·a  Pak. an objek pinjam pakai tar Te r ima. 

i yang dituangkan dalam Berita Acara Seral C' 

Pasal 131  

Sela ;. e.  ke  i wajib memel ihara dan 
, ," a  Jangka waktu pinjam pakai, peminjam p a K ?'  dibebankan pada 
~ P & a m a n k a n  objek pinjam pakai dengan biaya yan£ 

eminjam k '  Se b  P ak a i .  akai harus eb e l u m  jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam p 
emberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri ata 
memperpanjang pinjam pakai. , ,  ,  ~  ·a i u k a n  
Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai m e n ? ' ,  
Permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada P e n g e l ol a  
Barang. 
Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan 
perpanjangan p in jam pakai  kepada Wal ikota .  
Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan p in jam pakcal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d i lampir i  dengan:  
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dar i  Walikota; 
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai mas ih 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah la innya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pin jam 
pakai tidak mengganggu pe laksanaan tugas dan f u n g i  

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Pasal 132  

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa 
pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada 
Pengelola Barang. 
Peminjam pakai dalam mengakhiri p in jam pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan da lam Berita Acara Serah Terima. 
Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota. 

Paragraf 8 

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD Pada Pengguna Barang 
Pasal 133 

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada 
Pengguna Barang. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

' 

I 

+ 

) 
+ (1) 

(2) 

(3) 

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pengelola 
Barang dengan melampirkan: 
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; 

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam 
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD 

yang memiliki kartu identitas barang. 
Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang paling 
rendah memuat: 
a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; 
b. identitas peminjam pakai; 
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; 
d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan 

lokasi tanah dan/atau bangunan; dan 
e. jangka waktu pinjam pakai. 
Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan 
pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .  
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD; 

b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai. 
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan 
persetujuan pinjam pakai o leh Walikota . 

Pasal 134  

Pemberian persetu juan/pcno lakan o lch Walikota atas permohonan p in jam 
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. BMD yang d imohon dalam kond is i  bc lum atau tidak digunakan untuk 

tugas dan fungsi pemerintah daerah; 
b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai. 
Dalam hal Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Walikota menerbitkan surat 
persetujuan pinjam pakai yang paling rendah memuat : 
a. identitas peminjam pakai; 

b. data BMD objek pinjam pakai; 
' 

c. jangka waktu pinjam pakai; dan 

d. kewajiban peminjam pakai. 

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Walikota melalui  
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 
alasannya. 

g Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


r 
t 

­ 

(1) 
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Pasal 1 3 5  

Pelaksanaan pi njam pakai  B M D  yang berada pada Pengguna Baraig 
dituangkan dalam perjanjianpinjam pakai antara Pengelola Barang dengan 
peminjam pakai. 
Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna 
Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima. 
Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan 
mengamankan objek pinjam pakai sebagaimand dimaksud pada ayat (2) 
dengan biaya yang d ibcbankan pada pem injam pakai. 
Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 
memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau 
memperpanjang pinjam pakai. 
Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna 
Barang. 
Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan 
perpanjangan pinjam pakai kepada Walikota melalui Pengelola Barang. 
Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri derigan: 
a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Walikota; 
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai mas ih 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam 
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi  
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang . 

Pasal 136 

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa 
pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada 
Pengguna Barang. 

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Pengelola Barang. 
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Bagian Ketujuh 
KSP 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

Pasal 137 

( KsP s, 
a, 'D dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: 

'engoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/ata 
· men' () gp 'gkatkan penerimaan pendapatan daerah. atas BM i da k  dia atau tidak c u k u p  Cersea; ID dilaksanakan apabila t i dal  terse - operasional, 

P e n ,, ,' ''  dana dalam APBD untuk memenuhi iaya [D rang 
di.,j''araan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMI y 

(3) _ J a s a m a k a n.  .  Mitra KSp , '  ;  BMD yang bersifat kh ditetapkan melalui tender, kecuali untu 
(9) p~,',' dapat dilakukan penunjukan langsung. fii 

ye_ Yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mem 
arakteristik: 

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara 
udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk, 

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan 
perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau 

d. barang lain yang ditetapkan Walikota. 
(SJ Penunjukan Iangsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Harang atau 
Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang 
memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 
waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian 
keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah. 

(7) Perhitungan besaran kontr ibus i pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus 
memperhatikan perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek KSP dan 
manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra 
da lam KSP. 

Pasal 138 

() 

(2) 

(3) 

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan 
atau menggadaikan BMD yang menjadi objek KSP. 
Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna 
Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD. 
Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan 
biaya pelaksanaan KSP menjadi be ban mitra KSP. 
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(4) 

(s) 

Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan 
pada mitra KSP dan tidak dipcrhitungkan dalam pembagian keuntungan. 
Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk B M D  pada Pengguna Barang. 

Paragraf 2 

Pihak Pelaksana KSP 

Pasal 139 

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP meliputi: 
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk BMD yang 

berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD 

yang berada pada Pengguna Barang. 
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan 

setelah mendapat pertimbangan dari Walikota. 
(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi: 

a. Sadan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Mil ik Daerah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali perorangan. 

Paragraf 3 

Objek KSP 

Pasal 140 

(1) Objek KSP meliput i  B M D  berupa:  

a. tanah dan/atau bangunan ;  dan  
b. selain tanah dan/atau bangunan ,  yang berada pada Pengelola Barang 

/Pengguna Barang. 

(2) Objek KSP B M D  berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dapat d i lakukan untuk sebagian atau 
keseluruhannya. 

Paragraf 4 
Hasil KSP 

Pasal 141 

(1) Hasil  KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan 
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 

(2) Sarana dan fasilitas has il KSP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), antara 
lain meliputi: 
a. peralatan dan mesin; 

b. jalan, irigasi, dan jaringan; 

c. aset tetap lainnya; dan 
d. aset lainnya. 
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· ,  

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari 
pelaksanaan KSP. 
Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat 
berakhirnya perjanjian. 
Hasil KSP B M D  dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi: 
a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP 

BMD; dan 
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD. 

(6) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 
a. kontribusi tetap; dan 
b. pembagian keuntungan. 

Pasal 142 

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan 
dan/atau penambahan hasil KSP dengan cara addendum perjanjian. 

(2) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan. 

(3) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil 
perhitungan. 

( 4) Tim sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 4) ditetapkan: 
a. Walikota, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; a tau 
b. Pengelola Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan. 

(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah 
memperoleh persetujuan Walikota. 

Paragraf 5 
Jangka Waktu KSP 

Pasal 143 

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 
ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan 
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak 
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan 
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun 
sebelum jangka waktu berakhir. 

(1) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan 

dan perjanjian KSP. 
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Paragraf 6 
Perjanjian KSP 

Pasal 144 

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Walikota atau 
Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan 
pelaksanaan KSP oleh Walikota. 
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra 
KSP dan: 
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Perjanjian sebaga imana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. objek KSP; 

hasil KSP berupa barang, jika ada; 
peruntukan KSP; 
jangka waktu KSP; 
besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme 
pembayarannya; 
hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
ketentuan mengenai berakhirnya KSP; 

j.  sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan . 

(3) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
bentuk Akta Notaris. 

(4) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 

(5) Bukti setor pembayaran kontr ibus i tetap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP . 

Paragraf 7 

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 
Pasal 145 

(1) Mitra KSP wajib menyetorkan: 

a. kontribusi tetap; dan 

b. pembagian keuntungan KSP. 
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun 

selama jangka waktu KSP. 
(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan penerimaan daerah. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 
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(5) 

(6) 

Dalam KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi 
tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan. 
Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa 
bangunan beserta fasilitasnya scbagaimana dimaksud ayat (5) bukan 
merupakan objek KSP. 

Pasal 146 

· ,  

•  

(1) Bcsaran ni la i  bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi 
tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 145 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total 
pener imaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa 
KSP. 
Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD. 
Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD 
berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Walikota, 
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. 
Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD 
berupa se lain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan 
Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau 
mempertimbangkan hasil penilaian .  

Pasa l 147 

(1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasi l  perkalian dari: 
a. besaran persentase kontribusi tctap ; dan 
b. nilai wajar BMD yang menjadi  objek KSP. 

(2) Besaran persentase kontr ibus i  tctap scbaga imana d imaksud pada ayat (1) 
huruf a ditentukan oleh Walikota dar i  hasi l  perhitungan T im berdasarkan 
dan/atau mempertimbangkan has i l  pen i l a ian .  

(3) Nilai  wajar B M D  dalam rangka KSP scbaga imana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berdasarkan :  
a. hasil pcnilaian oleh Penilai Pemerintah atau Peni la i  Publik yang 

ditetapkan o leh Walikota, untuk B M D  berupa tanah dan/atau 
bangunan ;  

b. hasil penila ian oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat 
melibatkan Penilai yang d itetapkan Walikota, untuk BMD selain tanah 
dan/atau bangunan .  

(4) Apabila terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka dalam rangka 
pemanfaatan BMD digunakan nila i wajar hasil penilaian sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) huruf a. 

(5) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung 
berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan 
estimasi tingkat inflasi. 

(6) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan 
dituangkan dalam perjanjian KSP. 

(2) 

(4) 

(3) 

e ­  
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(6) 

() 

(2) 

(3) 

Pasal 148 
.  

·  b: gkan: Per,; k u k a n  denganmempertimian ' a . ' ' P g a n  pembagtan keuntungan d i l ak u  
lai investasi pemerintah daerah; 

b. n i l s +  a1 investasi mitra KSP; dan 
c, Ti : 

P. hisiko yang ditanggung mitra KSP. di ksud pada ayat (1) e rl i tu,  baga imana  Ima die. 'gan pembagian keuntungan s e ' a  ;r  an Tim berdasarkan 
d entukan oleh Walikota dari hasil per itung an/ : ;l ­ 

p, 'tau mempertimbangkan hasil p e n il a 1 a '  ,%,  a  dimaksud pada 
ayesaran nilai investasi pemerintah daerah se �gaiman nJ·a· di' obJ'ek KSP. a t ( 1 ) h  { ·  ·  BMD yang me 
B uruf a didasarkan pada n ii a l  waJar d' k d pada ayat (1) esara r , :  ;,  .  'SP ·baga imana  li m al :s u  
h  

n  n i a i  investasi mitra K' se a I KSP uruf b · d da um  proposa · 
Be. didasarkan pada estimasi investasi 1a 1a  ibali oleh Walikota 

an pembagian keuntungan dapat ditinjau "" sP lebih rendah 
al a m  hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra 

(dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. d: r i  R • 7  d. it (1), didasarkan tar ealisasi investasi sebagaimana dimaksud p a la  ayal h 

hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. 

Pasal 149 

KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan BMD. 
KSP operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan 
penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain. . 
Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD, bagian keuntungan 
yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Walikota berdasarkan 
persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP 
terkait pelaksanaan KSP. 
Apabila mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi 
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasi l  perhitungan Tim KSP 
sebagaimana dimaksud da lam Pasal 142 ayat (4) .  
Penetapan kontribusi tetap dan pembag ian keuntungan sebaga imana 
dimaksud pada ayat (4) d idasarkan pada kond is i  keuangan Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah dan has i l  anal is is kelayakan bisnis KSP. 
Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan o leh Walikota. 

Paragraf 8 

Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 
Pasal 150 

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum 
Dae rah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lam bat 2 ( dua) hari kerja 
sebelum penandatanganan perjanjian KSP. 

Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas 
Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang 
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan 
berakhirnya perjanjian KSP. 
Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor. • 
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() pasal 151  .b e lumnya harus 
p, 'Sp tahun s eb e  ;uai 

e m b , .  laksanaan K! bat dilakukan seS!  ise,'e!an  keuntungan hasi l  ' , e r a h  pal ing lam! dilakukan setiaP 
de,,, ' ke rekenin Kas Umun , perjanjian dan 'gan n d a a m  'ah,, 'anggal yang ditetapkan janj lan KSP. da ayat (1) 
p, '' sampai dengan berakhtrnya per)' ,tmana dimaksud pa 

embas '' an sebagal w; l l k o t a  dila., ''aran pembagian keuntun~ ersetufuan al ' 
ukan oleh mitra KSP berdasarkan P 

Paragraf 
Berakhirnya KSP 

Pasal 1 5 2  

t  

�- 

l/ 

() 
SP berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu KSP 
perjanjian; 

b. pengakhiran perjanjian KSP secara 
Pengelola Barang; 

c. berakhirnya perjanjian KSP; dan 
d. k ·undang-undangan. · etentuan Jain sesuai peraturan per ) h f b, dapat 

(2) P, . k d da ayat (1 uru , engakhiran KSP sebagaimana d i m al s u e  pa 
dilakukan dalam hal mitra KSP: ~.  t ahun berturut-turut; 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 33 (tiga) a ( · )  tahun 
b . . k tungan selama 3 tiga . tidak membayar pembagian :eun 

berturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau , da huruf 
c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pa 

a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP. ,jet: 
(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ol t 

a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. PengeJoJa Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang . 

(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara 
tertulis. 

Pasal 153 

(1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra 
harus melaporkan akan mengakhiri KSP. 

(2) Berdasarkan Japoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau 
Pengelola Barang meminta auditor independen/ aparat pengawasan intern 
pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP. 

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Walikota, 
Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang. 

(4) Walikota, Penge1o1a Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan 
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP. 

(SJ Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan melaporkannya kepada Walikota, Pengelola Barang, dan/atau 
Pengguna Barang. 
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Pasal 154 

(1) 

· ( 2 )  

(3) 

(4) 

Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya 
jangka waktu KSP. 
Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
Berita Acara Serah Terima. 
Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah 
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra 
KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit. 
Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan 
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Walikota paling lambat 1 (satu) .bulan setelah penyerahan. 

Pasal 1 5 5  

(5) 

(2) 

(3) 

(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Walikota atau Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 
KSP. 
Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
diterbitkan teguran tertulis pertama, Walikota atau Pengelola Barang 
menerbitkan teguran tertulis kedua. 
Apabila mitra KSP tidak me laksanakan teguran kedua sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Walikota atau Pengelola Barang 
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang mcrupakan teguran terakhir. 
Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Walikota atau Pengelola Barang 
menerbitkan surat pengakhiran KSP. 
Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Walikota atau Pengelola 
Barang dalam jangka waktu pa l ing lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

'} 

Paragraf 10 
Tata Cara Pelaksanaan KSP BMD Yang Berada Pada Pengelola Barang 

Pasal 156 

(1) Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang 
meliputi: 
a. inisiatif a tau permohonan; 

b. penelitian administrasi; 

c. pembentukan Tim dan penilaian; · 

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi 
tetap dan persentase pembagian keuntungan; 

e. pemilihan mitra; 

f. penerbitan keputusan; 

g. penandatanganan perjanjian; dan 

h. pelaksanaan. 

h 
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) 

Ks atas D M D  yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan 
bordasarkan: 
a. I n i s t a ti r  Wallkota;  atau 
b. permohonan darl plhak la ln ,  
I n t s t a t t f  Wallkota sebapalmana dimaksud pada ayat. (2) huruf a, dituangkan 
dalam bontuk rokomendas l  KSP B M D ,  
Inlstatlf Wallkota sebagalmana dimaksud pada ayat (33) dapat berasal dari  
rencana kebutuhan yang disampalkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa 
Penguna Barang, .  
Permohonan dari PIhak Lain s e b a g a i m a n a  dimaksud pada ayat (2) huruf b 
d i u s u l k a n  kepada Wallkota, pal ing rendah memuat: 
a. latar belakang p e r m o h o n a n ;  
b. rencana peruntukan KSP; 

c. jangka waktu KSP;  dan 

d. usulan besaran p e n e r i m a a n  daerah dari KSP. 
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 

a. data B M D  yang direncanakan untuk dilakukan KSP; 
b. data pemohon KSP; 
c. proposal rencana usaha KSP; dan 
d. informasi la innya berkaitan dengan usulan KSP meliputi: 

1 .  Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 
2. bukti kepemil ikan atau dokumen yang dipersamakan. 

(7) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak 
diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan BMD.  

Pasal 157  

(1) Pengelola Barang melakukan pene l i t i an  administrasi  atas dokumen BMD 
yang akan di lakukan KSP, mel iput i  dokumen :  
a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan; 
b. dokumen pengelolaan B M D ;  dan 
c. dokumen penatausahaan B M D .  

(2) Dalam Hal hasi l  penelitian administras i  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyatakan bahwa B M D  dapat d i lakukan KSP, maka Walikota: 

a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan Penilai  melalui  Pengelola Barang untuk melakukan 

penilaian B M D  yang akan di lakukan KSP guna mengetahui nilai wajar 
atas B M D  bersangkutan. 

(3) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 
ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Walikota dan bukan 
dalam rangka mengoperasionalkan BMD ;  

b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan 
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; 

c. menyiapkan perjanjian KSP; 
d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima objek KSP dari Pengelola Barang 

kepada mitra KSP; dan 
e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. 
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(3) 

(4 

Bera. Ksr sebayatmana ttalau! P"!" 
a , ' 9 a r k a n  keputusan pelaksans"·!!', ' t  datam Pasal 1 · 4  a y · ! (  
,' '  (1), para pihak s e b a g a t m a n s _ «! " " " "" ;' ' t  tambat 1  (atu) tal menand, sp i l a k u i a n  '  '  se 'er,,, 'atangani Perjanjian l' an  pelaksanaan K i l' .  
, C u n g  sejak tanggal berlaku keputu·' '' ,4  keputusan pwlakamaa pabi, • ' '  )  t ahun  se] ' "" "  [ l g "  dalam jangka waktu 1 (sat) e n andatanganan p e r ) a n 4 1· !  
e, tetapkan tidak ditindaklanjuti  d e n g a n P '' ' t a l s u d  pada ayat ( )  P, , ·qp  e hagaimana t  "w d i , , '  ·eputusan pelaksanaan SI se ti' 

s_''takan tidak berlaku. imaksud pada ayat ( ' ) ,  
_,j'datanganan perjanjtan s e b a g a i m ·" ! ' ', ,  p embayaran kontr ibut 
,""<ukan  setelah miitra KP menunjukkan b u '  ""  

ap tahun pertama. 

(1) 

(2) 

Pasal 161 
i s.  itentukan dalam 
Mitra KSP harus melaksanakan SP sebagaimana ' 

Perjanj¥· K 
A ian {SP. raslonalkan I M D ,  Pabila KSP di lakukan bukan dalam rangka m e n g o P ' ' ' g p  wajib:  
maka pada saat pembangunan seles.ai  d i laks.an.akan,  " ! ' ' n y a  yang a. m ) I  S P  beserta 1as1 ·' '  '  ·  enyerahkan bangunan hasil • es ,, ia  k e u n t u n n  

merupakan bagian dari kontribusi tetap dan p e m b a U "  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 5  ayat (5 ) ;  sesuai  

b. dapat langsung mengoperasionalkan has i l  KSP yang dibanwu! 
dengan perjanjian KSP. 

c. 

e. 

Paragraf 1 1  
Tata Cara Pelaksanaan KSP B M D  Yang Berada Pada Pengguna Baran{ 

Pasal 162  
Tahapan pelaksanaan KSP atas B M D  yang berada pada Pengguna Baran 
meliputi: 
a. perm oho nan; 
b. penelitian administrasi ;  

pembentukan Tim dan pen i l a i an ;  

d. perhitungan besaran kontr ibus i  dan pe r sen ta se  pembagian keuntungan; 
persetujuan; 

4 

tJ 

' )  

4  
V  

f.  pemilihan mitra; 
g. penerbitan keputusan; 
h. penandatanganan perjanjian; dan 
i. pelaksanaan. 

Pasal 163  

() 

(2) 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a diajukan 
oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola 
Barang. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 
c. jangka waktu KSP; dan 

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: 
a. data calon mitra KSP; 

b. proposal rencana usaha I<SP; 

c. data BMD yang akan dijadikan objek KSP; dan 
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf d menegaskan bahwa: 
a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah; dan 

b. Pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi SKPD. 

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui 
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
137 ayat (3), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon 
mitra KSP. 

(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 
a. nama; 
b. alamat; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat lzin 

Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP 

yang berbentuk badan hukum/badan usaha .  

Pasa l  164 

(1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud da lam Pasal 
163 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan pan i t ia  

»  pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan has i l  
penila ian. 

(2) Apabila Pengelola Barang t idak menyetujui permohonan KSP tersebut, 
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai 
dengan alasan . 

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pengelola Barang dengan menerb itkan surat persetujuan .  

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit  
memuat: 
a. objek KSP; 

b. peruntukan KSP; 
c. nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran ni la i  investas i 

pemerintah; 
d. minimal besaran kontribusi tetap; 
e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan 
f. jangka waktu KSP. 

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), 
Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. 
Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) 
menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. 
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t 

(6) 

(7) 

Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku 
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. 
Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi 
tetap tahun pertama. 

Pasal 165 

Ketentuan pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 161 berlaku 
secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan KSP BMD yang berada pada 
Pengguna Barang. 

Paragraf 12 
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Barang Dan 

Pengguna Barang 

Pasal 166 

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas BMD yang berada pada 
Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Walikota paling lam bat 
2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP. 
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :  
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 

(lima) tahun terakhir. 
Walikota meneliti permohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), serta 
mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah 
berlangsung. 
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(3), 
Walikota menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka 
Walikota: 
a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik 

daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan 
persentase pembagian keuntungan KSP. 

(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain 
meliputi: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan 
basil Penilaian; dan 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 167 

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktul 
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3), 
Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak 
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan 
pelaksanaan KSP. 
Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan 
hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pengelola Barang. 
Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5) menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pengelola 
Barang. 
Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSP tidak dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat penolakan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai 
dengan alasan. 
Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSP dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.  
Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan ' j a n g k a  waktu K S P  
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun p e r j a n j i a n  
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis y a n g  
diperlukan. 
Perpanjangan jangka waktu K S P  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  pada ayat (6) 
berlaku pada saat p e n a n d a t a n g a n a n  p e r j a n j i a n  KSP antara W a l i k o t a  
dengan mitra K S P  d i l a k u k an .  

Pasal 168 

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas B M D  yang berada pada 
Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang. 
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) di lampirkan:  
a. proposal perpanjangan SP; 
b. data dan kond is i  objek KSP ;  dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 

(lima) tahun terakhir. 
Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. 
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, 
maka Pengelola Barang: 

a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan Penilai. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 169 

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (5) huruf a · 
antara lain meliputi: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan 
basil penilaian; 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang. 
Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. · 
Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu 
KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai 
dengan alasan. 
Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu 
KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. 
Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan 
jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. 

!  
Pasal 170 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (5) huruf b bertugas 
melakukan penghitungan nila i  B M D  yang akan dijadikan objek KSP, 

•  besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP. 
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  menyampaikan laporan 
penilaian yang merupakan hasi l  pe laksanaan tugas kepada Pengelola 
Barang. 
Dalam hal menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 
pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagalmana dlmaksud 
dalam Pasal 168, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai  atau pihak 
yang berkompeten untuk me lakukan analisis kelayakan perpanjangan 
pelaksanaan KSP. 
Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan 
perjanjian KSP antara Pengelola Harang dengan mitra KSP dilakukan. 
Dalam ha) Walikota atau Pengelola Harang tidak menyetujui permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP heserta sarana berikut 
fasilitasnya diserahkan kepada Walikota atau Pengelola Barang pada saat 
berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP. 
Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan Serita Acara Serah Terima antara 
mitra KSP dengan: 

a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk BMD daerah yang berada pada Pengguna 

Barang. 
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(2) 

Bagian Kedelapan 
BGS dan BSG 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

() Pasal 1 7 1  
BGS/BS p ·timbangan: 
a. p, MD dilaksanakan dengan per dan fasilitas bag 

.P engguna Barang memerlukan bangun� kepentingan pelayanan 
u�nyeJenggaraan pemerintahan daerah untu dan fungsi; dan 

b. e." dalam rangka penyelenggaraan t8_,~a dalam APBD untuk 
4 a k  tersedia atau tidak cukup tersedia 

B_,'yediaan bangunan dan fasilitas tersebut A. -i  hasil pelaksanaan 
Bcs;[?3?" «an ssriieasya yae mega E},}?"&eunan atas nama Peme;,, Barus dilengkapi dengan Izin M e n di r a  ,  
Bia, tah daerah. elola Barang atau s_ ' a  persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Peng ,, BGS/BSG enggun. unjukan mitra 

dib, a Barang sampai dengan pen / e b a n k a  d:  ,  Biay. « p a la  APBD. h d i te tz  »kannya mitra Bas7Persiipan BGs/BsG yang tar sere!_,'[~,[', miera yang 
b SG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG men) ersangkutan. h 
p, · . d era enerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan « 
�ang Wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. oleh 

GS/BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 

Pasal 172 

Penetapan status Penggunaan B M D  sebagai hasil dari pelaksanaan 
BGS/BSG dilaksanakan oleh Walikota, da lam rangka penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Perangakat Daerah terkait. 
Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra sct:elah 
berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah 
selesainya pembangunan untuk BSG. 

Pasal 173  

(2) 

(3) 

(+) 

(5) 

V 
(6) 

«f 

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 
pengoperasian: 
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap 

tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan; 
b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan . 
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 

1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 
3. hasil BSG. 
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(2) 

P f  

P i h k  P e l a k « a n  

() i h a k  y a n g  d a p a t  m e l a k u l a n  B G 5 / D S G  a d a l a h  Pengelola B a r a n g .  
(2) Pihak yang d a p a t  menjadi  m i t r a  B G 5 / B S G  m e l i p u t i :  

a. Badan U s a h a  Mi l ik  Negara;  
b. Badan Usaha  M i l i k  Daerah;  

c. Swasta kecuali perorangan;  dan/atau 
d. Badan Hukum lainnya.  

(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan 
hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama 
mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG. 

Paragraf 3 
Objek B G S / B S G  

Pasal 175 

(1)  Objek BGS/BSG meliputi BMD berupa: 
a. tan ah yang berada pada .Pengelola Barang; atau 
b. tanah yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah 
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang 
yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu 
diserahkan kepada Walikota. 

3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas 
dan fungsinya. 

4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan 
pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan 
hasil BGS/BSG. 
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Paragraf 6 

Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG 

Pasal 179 

'( Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender. 
(2) Tender sebagafmana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89. 

(3) Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Walikota. 

Paragraf 7 

Jangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 180 

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 
ditandatangani. 

(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan 
perpanjangan. 

e 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Paragraf 8 
Perjanjian BGS/BSG 

Pasal 181 

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan da lam pcrjanj ian. 
Perjanjian BGS/BSG sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ditandatangani 
antara Walikota dengan mitra BGS/BSG. 
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  pal ing rendah memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat da lam  perjanj ian;  
c. objek BGS/BSG ;  
d. hasil BGS/BSG; 
e. peruntukan BGS/BSG; 
f. jangka waktu BGS/BSG; 

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; 
h. besaran hasil BGS/BSG yang d igunakan langsung untuk tugas dan 

fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

j. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; 
k. sanksi; 

I. penyelesaian perselisihan; dan 
m. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam bentuk Akta Notaris. 
Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama 
kepada pemerintah daerah. 
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(6) 
Puke; ~, tahunan pertama sebagaimana 
i m a " o r  pembayaran k o n t r i b u s '_ , ,  satu dokumen pada lampiran 
Va, d pada ayat (5) merupakan s al a'  _ , 7 .  BGS/BSG. 

& menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian 

Gontrr,,, Paragraf9 ' UntukTugas 
p_ 'i Tahunan, Hasil BGS/BSG Yang Digunakan Langsun8 @n Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya 

Pasal 182 

( Mire% ~~ , stc ran ke Rekening 
s. Wajib membayarkontribusi tahunan melalui penyetor ks 1aan 

s Un. .. d ah dari p el a s a n  BGsys" Daerah sebagai penerimaan 1aer 
() B e s a r ar ,  ,  As id adz ayat (1) dihitung ole, ,'' Contribusi tahunan sebagaimana d i m ak s ue  p a a  a  

G3) pa. 'im yang dibentuk oleh Walikota. 
Saran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besara Persenta k ; 1. +  . :.  BMD yang akan d i ],  'se contribusi tahunan dengan n il a i  wajar 

(4) 'akukan BGS/BG. 
Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

gs ') ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perhitungan Penilai. 
Nilai wajar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 
berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik 

(s }g ditetapkan oleh Walikota. 
Dalam hal nilai BMD berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaiman 
dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang mil ik  daerah menggunakan n i la i  
wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

() 

2) 

Pasal 183  

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat 
setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 182 ayat (4). 

(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi .  

(3) Besaran kontribusi tahunan ditctapkan dalam persetujuan pelaksanaan 
BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian. 

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang d iajukan oleh ca lon 
mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh 
Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam 
persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam 
perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon 
mitra BGS/BSG. 

Pasal 184 

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah 
oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja 
sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG. 
Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum 
Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam 

perjanjian. 
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(3) 

(4) 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan 
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir. 
Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor. 

Pasal 185 

Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling rendah 10% 
(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh 
Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. 
Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil perhitungan 
yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota. 
Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang·  .  digu'nakan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yang 
ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. ' 
Penetapan penggunaan BMD hasil BGS/BSG yang digunakan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota. 

Paragraf 10 
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 186 

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal :  
a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian BGS/BSG ;  
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak o leh Walikota; 
c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sep ihak oleh Walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat di lakukan dalam hal mitra 
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ,  antara lain mel iputi :  
a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi  tahunan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut; 
b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontr ibusi  tahunan sebanyak 3 (tiga) 

kali berturut-turut; atau 
c. mitra BGS/BSG belum memu la i  pembangunan ·  dan/atau t idak 

menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali da lam 
keadaanforce majeure. · 

(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan oleh Walikota secara tertulis. 

Pasal 187 

(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf b, dilaksanakan 
dengan tahapan: 
a. Walikota menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra 

BGS/BSG; 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis 
pertama, Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua; 

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran 
tertulis kedua, Walikota menerbitkan teguran tertulis ketiga yang 
merupakan teguran terakhir; dan 

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran 
tertulis ketiga, Walikota menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG. 

Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra 
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Walikota. 
Walikota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk 
melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra 
BGS/BSG. 
Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa: 
a. kesesuaian jumlah clan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan 

diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; 
b. kesesuaian bangunan dan fasilitas basil BGS/BSG antara yang akan 

diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan 
c. laporan pelaksanaan BGS/BSG. 
Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada 
Walikota dengan tembusan kepada mitra BGS/BS. 
Mitra BGS/BSG menindaklanjut i  seluruh hasi l  audit yang disampaikan 
oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada 
Walikota. 
Serah terima objek BGS/BSG di lakukan pdling lambat pada saat 
berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima. 
Mitra tetap berkewajiban menindaklanjut i  has i l  audit dalam hal terdapat 
hasil audit yang belum selesai  d i t indaklanjut i  oleh mitra setclah 
dilakukannya serah terima sebaga imana d imaksud pada ayat (7). 
Pengakhiran sepihak BGS/BSG t idak menghi langkan kewajiban mitra 
BGS/BSG untuk memenuh i  kewajibannya sebagaimana tertuang dalam 
perjanjian BGS/BSG. 

Paragraf 11 
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas BMD Berupa Tanah Yang Berada Pada 

Pengelola Barang 

Pasal 188 

(1) Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada 
Pengelola Barang, meliputi: 
a. inisiatif atau permohonan; 
b. penelitian administrasi; 
c. pembentukan Tim dan Penilaian; 
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porhitungan besaran penorimaan daerah berupa kontribusi tahunan 
dan persontase hasl l  GS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas 
dan fungsl pemorintahan ;  
pemil than mitra ;  

pwnerbltan keputusan; 
• penandatanganan perjanj ian ;  dan 

h. pelaksanaan,  
(2) BGS/BSG atas B M D  yang berada pada Pengelola Barang dapat 

di lakukan berdasarkan: 
a. in is lat if  Walikota; atau 

d. 

+ \ %  

...  c. 

� 
f. 

, }  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

b. permohonan dari  pihak la in .  
I n i s iat i f  Walikota atas BGS/BSG B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD. 
In is lat i f  Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari 
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. 
Permohonan dari pihak lain sebagainfana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
d iusulkan kepada Walikota yang memuat: 

a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waktu BGS/BSG; dan 

d. usulan besaran kontribusi tahunan. 
Pormohonan scbagalmana dlmaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan: 

a. data BMD yang d ia jukan untuk di lakukan BGS/BSG; 
b. data pemohon BGS/BSG; 
c. proposal rencana usaha BGS/BSG;  
d. in formasi la innya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain 

meliputi in formasi  mengena i :  
1 .  Rencana U m u m  Tata Ruang Wi layah dan penataan kota; dan 

2. bukti kepemil ikan atau dokumen yang dipersamakan. 

Pasal 189 

(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasi l  BGS/BSG yang 
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dih itung oleh 
Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempert imbangkan n i la i  wajar 
B M D  dan ana l is is  dari Peni la i .  

(2) Penghitungan hasi l  BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan 
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG .  

(3) Apabila diperlukan, Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan 
Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan 
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan. 

(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung 
untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah 
dalam pelaksanaan pemilihan mitra. · 

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung 
untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) ditetapkan Walikota. 
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t.  

Pasal 190 

(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan 
fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian 
BGS/BSG. 

(2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan gedung 
dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: 
a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana 
ditentukan dalam perjanjian BG/BGS; 

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun 
sesuai dengan perjanjian BGS; dan 

c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Walikota. 
(3) Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan BMD. 

Pasal 191 
Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP BMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 156 sampai dengan Pasal 161 berlaku secara mutatis mutandis untuk 
pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang. 

Paragraf 12 .  

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas BMD Berupa Tanah Yang Berada Pada 
Pengguna Barang 

Pasal 192 

(1) BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan 
BGS/BSG berdasarkan: 
a. inisiatif Pengguna Barang ; atau 
b. permohonan dari p ihak la i n .  

(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG BMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, d i sampa ikan dalam bentuk surat 
permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang d itujukan kepada Walikota. 

(3) Permohonan dari pihak la in  sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf b, 
disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG 
yang ditujukan kepada Pengguna Barang.  

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara la in 
meliputi: 
a. latar belakang permohonan ;  
b. rencana peruntukan BGS/BSG ;  
c. jangka waktu BGS/BSG; 

d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

tugas dan fungsi pemerintahan .  

(D) 

Pasal 193 

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG 

terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

ayat (3) kepada Walikota, yang memuat: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waktu BGS/BSG; 
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 
e. usulan persentase hasi l  BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

tugas dan fungsi pemerintahan. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai: 
a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG; 
b. data pemohon BGS/BSG ;  
c. p r o p o sa l B G S / B S G ;  
d. data BMD yang akan dilakukan BGS/BSG; dan 
e. lnformasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG. 
Data B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menegaskan 
bahwa: 
a. BMD yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang digunakan d a l a m  

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok Perangkat 
Daerah/unit kerja; dan 

b. pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak akan mengganggu pe laksanaan 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara la in informasi  mengenai :  
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan 
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang d ipersamakan. 
Apabila permohonan BGS/BSG yang dia jukan o leh Pengguna Barang 
bukan berdasarkan permohonan dari  pemohon BGS/BSG, maka 
permohonan BGS/BSG kepada Wal ikota t idak pcrlu d iserta i  data pemohon 
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 
Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang me lakukan penel it ian administrasi 
atas BMD yang akan di lakukan BGS/BSG.  
Pengelola Barang menyampaikan has i l  pene l i t ian  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) kepada Walikota. 

Pasal 194 

(1) Berdasarkan hasil penelitian admin istras i  sebagaimana dimaksud d a lam 
Pasal 193 ayat (7), Walikota dapat memberikan persetujuan atau 
penolakan terhadap permohonan BGS/BSG .  

(2) Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Walikota 
menerbitkan surat penolakan yang d isampa ikan kepada Pengguna Barang 
dengan disertai alasan. 

(3) Apabila Walikota menyetujui permohonan BGS/BSG, Walikota 
menerbitkan surat persetujuan yang memuat persetujuan Walikota dan 
kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan BMD yang akan 
dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada Walikota. 

(4) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Walikota sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 
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(1) 

(2) 

Pasal 195 

Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun·  
di atas objek BGS/BSG ditentukan Walikota berdasarkan pertimbangan 
bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang. 
Ketentuan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 

sampai dengan Pasal 161  berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
pelaksanaan BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengguna 
Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota. 

Bagian Kesembilan 
KSPI 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

Pasal 196 

(1) KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan : 
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur 

guna mendukung tugas dan fungsi pernerintahan; 
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 

penyediaan infrastruktur; dan 
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 
(2) Jenis Infrastruktur yang termasuk da lam daftar pr ior itas program 

penyediaan infrastruktur sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf c 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .  

Pasal  197  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI ada lah :  
a. dilarang menjam inkan, menggada ikan ,  atau mem indahtangankan 

barang milik daerah yang menjadi objek KSPI ;  

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan 

c. dapat dibebankan pembag ian kelebihan keuntungan sepanjang 
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan 
pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada 
pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai 
perjanjian. 
Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi BMD 
sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian. 
Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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• 

« 

Paragrat 2 

Pih.ak el.ks.na PI Ats M D  

l) Pihak yang dapat melaksanakan PI meliput i :  
a. Pengelola Barang. untuk B M D  yang berada pada Penelo la  Barang; tau 
b. Pengguna arang untuk B M D  yang;  berada pada Pengguna B a r a n .  

[2  SPl atas BMD dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha, 
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (22) adalah badan usaha 

yang berbentuk: 
a. Perseran Terbatas; 
b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milk Daerah; dan/atau 

d. Koperasi. 

Paragraf 3 
PJPK KSPI Atas BMD 

Pasal 199 

(1) PJPK KSPI atas B M D  adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 
sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah 
dengan badan usaha. 

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai P]PK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perturan perundang­ 
undangan. 

Paragraf 4 
Objek KSPI  

Pasal 200 

(1) Objek KSPI  mel iputi B M D :  
a. yang berada pada Pengelola Barang ;  atau 
b. yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Objek KSPI atas BMD meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

Paragraf 5 
Jangka Waktu KSPI 

Pasal 201 

(1) Jangka waktu KSPI atas BMD ditetapkan · oleh Walikota untuk jangka 
waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian 
ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
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(2) 

(3) 

(4) 

langka Waktu KS;I atas BMD dan perpanjangan sebagaimana dimaks 
Pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian KSPI atas BMD. 
erpanjangan j a ng k a  waktu KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pad@ 
;a+j»an'.'i's%can%an apabia ear@pvczgmegg"_{Rt"as erpanjangan j a ng k a  waktu KSPI atas BMD sebagaimana limak 5u ·vat (3) iiajuirermohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah 

Government force majeuure terjadi. 
Paragraf 6 

Hasil KSPI Atas BMD 

Pasal 202 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

.......... 

.J 

� 

% (SJ 

; 
,, 

d 

Hasil dari KSPI atas BMD meliputi: 
a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yan£ 

dibangun oleh mitra KSPI; dan . .  o 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari ya08 
ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada aya° 
(1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus 
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 
Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 
ditetapkan oleh Walikota. 
Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dilakukan dengan 
mempertimbangkan hasi l  ka j ian  dar i  Tim KSPI  yang dibentuk oleh 
Walikota. 
Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  di lakukan dengan mempert imbangkan antara lain 
meliputi : 
a. nilai investasi pemerintah dacrah;  
b. ni1a i  investasi mitra KSPI ;  
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI ;  dan 
d. karakteristik infrastruktur. 

Paragraf 7 

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMD Dal am Rangka Penyediaan Infrastrukur 

Pasal 203 

() Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMD berupa: 
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; 
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas 
infrastruktur; dan/atau 

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau 
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas 
infrastruktur lainnya. 
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· -  

6") sure 
Pern dimaksud pada ayat (4) huruf b paling Tenda Vataan sebagaimana 

memuat: 
a, 

~ d a t a  dan informasi mengenai P J P K  KSPI; 
· dasar penunjukan/penetapan; . .  
[{'?"?"s mil ik daerah yang direneanakan untuk dijail«an sebagai objek 

d. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan 
e. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan 

Peraturan perundang-undangan. 
Pasal 205 

(1) w 'alikota melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang 
iajukan oleh PJPK. 

() Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud 
Pada ayat (1) menunjukkan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Walikota: 
a. membentuk Tim KSPI; dan 
b. menugaskan Penilai untuk meJakukan penilaian barang milik daerah 

yang akan dilakukan KSPI gun a mengetahui nilai ;wajar atas B M  D  

bersangkutan. 
(3) Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah gasal 

dan beranggotakan antara Jain : 
a. Pengelola Barang; 
b. Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan 
c. Perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD.  
Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. melakukan kajian atas BMD yang diusulkan menjadi objek KSPI; 
b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf b; dan 
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. 
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksarlaan tugas Tim KSP I 
dibebankan pada APBD. 
Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang 
berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas. 

Pasal 206 

r" 

�- (4) 

" 

' , 

·- 

(5) 

(6) 

r" 

M 

Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 202 ayat (3) sampai dengan ayat (5). 
Walikota menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian 
kelebihan keuntungan (c/awback) dengan mempertimbangkan perhitungan 
Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan 
KSPI. 

(3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan 
keuntungan (clawback) yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender. 
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Pasal 207 

Walikota 

t 

$ ¥ 

(1) 
) 

I 
, 

' .  

(  (2) 
.. 

(3) 

(4) 

Walko ta menerbiean Keputusan KSP1 apabtla permaohonan KS',}!786P 
I tk. b: k hasil pelaksanaan tugas mm ' a y ak ,  dengan mempert imbangkan (1 )  1lit dah 
Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat [1 p al i n g  rent 
memuat: 
a. data BMD yang menjadi objek KSPI; · 
b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur; 
c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback); 

d. jangka waktu KSPI atas BMD; dan 
e. penunjukan PJPK KSPI atas BMD. 
Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat () 
disampaikan kepada Pengelola Barang. 
Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, 
memberitahukan kepada pemohon disertai alasannya. : 

Pasal 209 

Pasal 208 

Walikota menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada P]PK 
penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa) 2078 ayat (1). 
Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Walikota dan 
PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD. 
Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas B M D  
dan bukan sebagai pengalihan kepemi l ikan BMD .  

PJPK penyediaan· infrastruktur atas B M D  menetapkan mitra KSPI 
berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesua l  dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan d i  bidang kerja sama pemerintah da lam 
penyediaan infrastruktur. 
Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas 
BMD kepada Walikota paling lama 1 (satu) bu lan terhitung sejak tanggal 
ditetapkan. 

Pasal 210 

(2) 

() 

(2) 

«' (3) 

I 

' ' y  

Y  

I  
c  

(1 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan 
mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender. 
Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI. ' 
Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dpada ayat (1), PJPK 

Penyediaan Infrastruktur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI 
kepada mitra KSPI. 
Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani 
oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI. 

I  

+, f  
l  

•  O  
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- 

Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan BMD dan bukan sebagai 
pengalihan kepemll ikan barang mi l ik daerah. 

Pasal 211  

PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan 
penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
210 ayat (1) dan penyerahan BMD kepada mitra KSPI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3) kepada Walikota dengan melampirkan. 
salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima. 

(2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum 
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 
ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh 
mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas BMD. 

Pasal 212 

(5) 
? 

« +  

»  
)  

•  

4  

(1) 

(1) 

ct 

«r 

·t· 

f' 

I 
L, 

Perjanjian KSPI atas BMD paling rendah memuat: 
a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak; 
c. BMD yang menjad i objek pemanfaatan ; 

d. peruntukan pemanfaatan ; 

e. hak dan kewajiban; 

f. jangka waktu pemanfaatan; 

g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; 

h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; 
i. sanksi; dan 

j. penyelesaian perselisihan. 
(2) Perjanjian KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam bentuk Akta Notaris. 

Pasal 213 

(1) 

(2) 

(3) 

Mitra KSPI atas BMD wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan 
atas: 
a. BMD yang menjadi objek KSPI; dan 
b. barang hasil KSPI atas BMD berdasarkan perjanjian. 
Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD yang menjadi 
objek dan hasil KSPI atas BMD .  
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang menjadi objek KSPI dan hasil 
KSPI atas BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 

K Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


(1) 

(2) 

(3) 

P d d ayat Cl) harus sudah selcsai erbaikan BMD sebagaimana dimaksue p a « a  ;  , e  le KSPI  d i l l s  d  saat  berakhirnya jangka  waktu ':  i al s a n a k a n  paling lambat p au ta  s;  ·b;  :,  dimaksud Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebaga imana  
Pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI .  

Pasal 2 1 4  

· d i  b; k  KSPI se la in  Mitra KSPI dilarang mendayagunakan BMD yang m e n j a di  ob e K  

ntuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. ~ .  obiek K S P I .  
Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD J  

Pasal 2 1 5  

Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah 
paling lambat 3 1  maret. 
Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjan)an 
KSPI, disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah pal ing 
lambat 1 0  (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. 
Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan 
oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang 
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI  dimulai. 

Pasal 2 1 6  

­  
(4) 

r) 4 (5) 
) 

4 

( 

(2) 

t-' 

,I 

'I 

(3) 

(1) KSPI atas BMD berakhir da lam h a l :  
a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BM D; 

b. pengakhiran perjanjian KSPI atas B M D  secara sep ihak oleh Walikota; 
atau 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pengakhiran perjanjian KSPI sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf  
b, dapat dilakukan dalam hal  mitra KSPI  atas B M D :  

a. tidak m e m b a y a r  p e m b a g i a n  k e l e b i h a n  k e u n t u n g a n  d a r i  K S P I  atas B M D  
yang d i t e n t u k a n  p a d a  s a a t  p e r j a n j i a n  d i m u l a i  (clawback); atau 

b. tidak m e m e n u h i  kewajiban se lain  dar i  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  
huruf a sebagaimana tertuang d a l a m  p e r j a n j i a n .  

Pengakhiran KSPI sebagaimana d imaks ud pada ayat (2) d a p a t  d i l a k u k a n  
oleh Walikota berdasarkan hasil p e r ti m b a n g a n  Penge l o la B a r a n g  d a n / a t a u  
Pengguna Harang secara tertulis. 

Pasal 2 1 7  

(2) 

(D) 

(2) 

Pengakhiran perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat 
(1) huruf b, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada 
mitra KSPI oleh Walikota. 

Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
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Segura , in  ·b it k  te  te tertulis pertama diterbitkan, Walikota m e n e rb i tk a n  teguran 
63) ,"''us kedua. 

_,tPbila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana 
,"aksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
~f;'''an tertulis kedua diterbitkan, Walikota menerbitkan teguran tertulis 

(4) ,, 'S@yang merupakan teguran terakhir. 
_,'Pabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 
""aksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

ran  tertulis ketiga diterbitkan, Walikota menerbitkan surat 
(s) PShgakhiran KSPI. 

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) 
? ' t a  surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan 

(6) 'SPada PJPk. 
:,11tra KSPJ harus menyerahkan objek KSPI kepada Walikota dengan 
["Usan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas B M D  

'agaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 
(Ciga puluh) hari terhitung sejak tanggal menerima surat pengakhiran Perjanjian KSPI. 

( 

(2) 

+ 
I 

• (3) 

(4) 

(5) 

PasaJ 2 1 8  

Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lam bat 2 (dua) 
tahun sebelum jangka waktu KSPJ berakhir kepada PJPK. 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan 
PJPK, auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah 
melakukan audit atas pelaksanaan KSPI atas BMD.  
Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasi l  audit kepada PJPK 
penyediaan infrastruktur atas BM D. 
PJPK menyampaikan hasi l  audit  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada mitra KSPI. 
Mitra KSPI menindaklanjuti hasil aud i t  sebaga imana  dimaksud pada ayat 
(4) dan melaporkannya kepada P] PK. 

Pasal 2 1 9  

( )  

(2) 

(3) 

(4) 

Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada saat 
berakhirnya KSPI kepada PJ PK da Jam keadaan baik dan la yak d igunakan 
secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya . 
Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD, mitra KSPI wajib 
menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan 
dalam Berita Acara Serah Terima. 
Dalam hal masih terdapat hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasa l  
2 1 8  ayat (4) yang beJum seJesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI setelah 
dilakukan serah terima, maka Mitra KSPI tetap berkewajiban 
menindaklanjutinya sampai dengan selesai. 
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' 

(2) 

Panal 220 

PJP¢ a olaporkan kopnda Wallkota;  
' P o r a k h t r n y a  KSPIobagalmana dtmalaud dalam Paal 216 ayat (1); 

·  hasil aud i t  sebagalmana dlmalsud da lam Pasal 218 ayat (3); dan 
c. I asil audit  ya ng he lum  dlselesallan sehaa imana  dimaksud dalam 

Pasal 219  ayat (4)  PJp a  · r 1.  

G  menyerahkan kepada Walikota: 
a. objek KSPI sebaalmana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1); dan 
b. hasil  KSPI scbaaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2). 

Paragraf 9 
Penatausahaan 

Pasal 221 

4  

r 

(l) 

(2) 

() 

(2) 

;engclola Barang melakukan pcnatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas 
MD yang berada pada Pengelola Barang. 

Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas 
BMD yang berada pada Pengguna Barang. 

Pasal 222 

Mitra KSPI melaporkan secara tertulis has i l  penyetoran pendapatan daerah 
atas KSPI kepada Walikota sesuai perjanjian dengan di lampiri  bukti 
penyetoran pendapatan daerah. 
Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)  
merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI. 

Paragraf 10  

Sanksi  Dan Denda 

Pasal 223 

(1) 

(2) 

(3) 

(9) 

Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan 
pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian 
keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, maka mitra 
KSPI atas BMD wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah 
perjanjian. 
Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah. 
Dalam hal barang miJik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara 
dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, maka mitra KSPI 
memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai 
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas BMD. 

$  

K Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


(5) Dalam hal B M D  yang menjadi objek KSPI  h i lang selama pelaksanaan masa 
KSPI akibat kesalahan atau ke la la i an  mitra KSPI ,  maka mitra KSPI wajib 
mengganti objek dan has i l  K S P I  dengan barang yang sama atau barang 
yang sejenis dan setara. 

(6) Penggantian B M D  sebagaimana d imaksud pada ayat (1) harus sudah 
selesai di laksanakan pa l ing lambat pada saat berakhirnya KSPI. 

Pasal 224 

(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 223 ayat (3) sampai  dengan ayat (6) tidak dapat dilakukan, 
maka mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian 
tersebut secara tunai .  

(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh PJPK. 

(3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) 
bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

Pasal 225 

Mitra KSPI dikenakan sanksi administratif borupa surat teguran dalam ha l :  

a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana 
dimaksud dalam 223 ayat (3) sampai dengan ayat (6) pada saat berakhirnya 
KSPI; atau 

b. belum menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil 
pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI. 

Pasal 226 

(1) 

(2) 

(3) 

Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau ·penyerahan B M D  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 belum dilakukan terhitung 1 
(satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 225, maka mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa 
surat peringatan. 
Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD belum 
dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mitra KSPI dikenakan sanksi 
administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. 
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi mitra 
KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Paragraf 1 1  

Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas B M D  Pada Pengguna Barang 

Pasal 227 

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dalam Pasal 204 sampai dengan 
Pasal 220 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan 
KSPI pada Pengguna Barang. 

Pasal 228 

Walikota melakukan penelitian administrasi terhadap BM D yang be rad a pad a 
Pengguna Barang dengan dilamp iri surat pernyataan dari Pengguna Barang 
bahwa BMD yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau t idak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang .  

BAB VIII 

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bag ian Pertama 
Pengamanan 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

·" 
" (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 229 

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang 
wajib melakukan pengamanan B M D  yang berada dalam penguasaannya.  
Pengamanan BMD sebagaimana d imaksud pada ayat (1),  mel iputi :  
a. pengamanan fisik; 
b. pengamanan administrasi; dan 
c. pengamanan hukum. 
Pengelola Barang wajib menyimpan bukti kepemi l ikan BMD dengan tertib 
dan aman. 
Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi  atau pertanggungan da lam 
rangka pengamanan BMD tcrtentu dengan mcmpert imbangkan 
kemam puan keuangan daerah. 

Paragraf 2 

Tata Cara Pengamanan Tanah 

Pasal 230 

(1) Cara pengamanan fisik tanah meliputi : 
a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; 
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan 
c. melakukan penjagaan. 
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(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah 
dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan. 
Cara pengamanan administrasi tanah mel iputi :  
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen 

bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.  
b. melengkapi bukti kepemil ikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 
c. membuat kartu identitas barang; 
d. melaksanakan inventarisasi/sensus BMD sekali dalam 5 (lima) tahun 

serta melaporkan hasilnya; dan 
e. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna. 
Pengamanan hukum dilakukan terhadap: 

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan 
b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama 

pemerintah daerah. 
Dalam hal pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka 
pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok 
penanda batas tanah. 
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dibuat dengan ketentuan mel iput i :  
a. berbahan material yang tidak mudah rusak; 
b. diberi tulisan tanda kepemilikan ;  
c .  gambar lambang pemerintah daerah;  dan 
d. informasi  la in yang dianggap per lu .  

'  4 

7 
(1) 

(2) 

Pasal 2 3 1  

Cara pengamanan hukum terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  230 ayat (4) huruf a meliput i :  
a. apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal kepem ilikan , antara 

lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen sctara 
lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan 
sertifikat atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan 
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 

b. apabila BMD tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, maka 
Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Harang  
mengupayakan untuk mem pero leh  dokumen awal kepemilikan seperti 
riwayat tanah. 

Pengamanan hukum terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
230 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan 
permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor 
pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah. 
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Paragraf 3 

Tata Cara Pengamanan Gedun Dan/atau Bangunan 

(1) Cara penamanan fisik ge«dung dan/atau bangunan meliputi: 
a. membangun paar pembatas edung dan/atau bangunan;  

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;  

c. melakukan tindakan ant is ipas i  untuk mencegah/menanggulangi 
terjadinya kebakaran; 

d.gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang 
berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan 
langsung kepada masyarakat dapat memasang; Closed-Circuit Television 
(CCTV); dan/atau 

e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan 
peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung 
dan/atau bangunan tersebut. 

(2) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. 

(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi: 

a. fungsi penggunaan bangunan; 
b. lokasi bangunan; dan 

c. unsur nilai strategis bangunan. 
(4) Cara pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan meliputi: 

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatatisahakan secara tertib 
dan teratur terhadap: 
a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan; 

b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan; 

c. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/ atau bangunan; 

d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 

e. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan; 

f. Berita Acara Serah Terima; dan 

g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. 

(5) Cara pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan meliputi: 

a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, bagi bangunan 
yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan 

b. mengusulkan penetapan status penggunaan . 
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Paragraf 4 

Tata Cara Pengamanan Kendaraan  D I n a s  

Pasal 233 
t  

(1) Pengamanan fisik kendaraan d inas d l l akukan  terhadap:  

a. Kendaraan Pe roranan Dinas, mel iput l  kendaraan bermotor yang 

digunakan bagi pemangku Jabatan Wal lkota dan Wakl l  Wal lkota;  
b. Kendaraan Dinas Jabatan,  mel iput i  kendaraan yang dlsed lakan dan 

dipergunakan pejabat untuk keglatan operas ional  perkantoran; dan 
c. Kendaraan Dinas Operasional ,  mel iput i  kendaraan yang disediakan 

dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan,  dan 
pelayanan umum. 

(2) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan d inas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a di lakukan dengan membuat Berita Acara 
Serah Terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas,  
dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan d inas .  

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beris i  
klausa : 
a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, 

meliputi: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode 
barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang 
melekat pada kendaraan tersebut; 

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan se luruh 
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakh i r n y a  
jangka waktu p e n g g u n a a n  atau masa j a b a t a n  telah b e r a k h i r  k e p a d a  
Pengguna Barang/Kuasa P e n g g u n a  B a r a n g  yang m e l a k u k a n  
penatausahaan kendaraan p e r o r a n g a n  d i n a s ;  

d. pengembalian kendaraan p e r o r a n g a n  d i n a s  diserahkan pada s a a t  
berakhirnya masa jabatan s e s u a i  yang tertera dalam berita acara serah 
terima kendaraan. 

(4) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara 
penyerahan. 

(5) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab 
penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang­ 
undangan . 

Pasal 234 

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat 

Berita Acara Serah Terima kendaraan antara: 
a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan 

kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; 
b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang 

menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan 
c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang 

menggunakan kendaraan dinas jabatan .  
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i  

r  
l  

(2) 
trrita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ausa a. antara lain: Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan: nomor 

Polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian 
.{"";};et pa yam moteiapa«aa ego"";;P,, s,  . . _ ·Y a t a a n  tanggung jawab atas k e n ia r a a n  mnas Iengan s er u r u  

T is iko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; 
C· Dernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya 

Jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan 
d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat 

berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah 
t . (3) p, rima kendaraan. 

engembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara 
() {'Perahan kembal1. 

ehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab 
Penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 235 

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf c dilakukan dengan membuat 
Surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional 
dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. 
Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat antara Iain :  
a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan 

perlengkapan kendaraan tersebut; 
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan 

seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; 
c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah 

jangka waktu penggunaan berakh ir ; 
d. pengembalian kendaraan dinas operas iona l  dituangkan dalam beritu 

acara penyerahan kembali; dan 
e. menyimpan kendaraan d inas operasiona l pada tempat yang 

ditentukan. 
(3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau 

kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung 
jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab 
kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 236 

(1) 

(2) 

(DJ Cara pengamanan administrasi kendaraan dinas meliputi: menghimpun, 
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas 
dokumen: 

bukti pemilik kendaraan bermotor; a. 
b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan; 

Berita Acara Serah Terima; 
c. 

d. kartu pemeliharaan; 
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e. data daftar barang;dan 
f. dokumen terkait lainnya yang d iper lukan .  

(2) Cara pengamanan hukum Kendaraan Dinas mel iputi :  
a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemil ikan kendaraan 

bermotor; dan 
b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada 

pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan d inas 
bermotor. 

Paragraf 5 
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara 

Pasal 237 

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang 
menelantarkan rumah negara. 

(2) Cara pengamanan fisik rumah negara meliputi : 
a. pemasangan patok; dan/atau 
b. pemasangan papan nama. 

(3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi unsur, antara lain :  
a. logo pemerintah daerah; dan 
b. nama pemerintah daerah. 

Pasal 238 

(1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan materia l yang tidak mudah 
rusak, dengan ukuran panjang dan t inggi d isesuaikan dengan kondisi 
setempat. 

(2) Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah 
daerah. 

Pasal 239 

(1) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa rumah negara dilakukan dengan 
membuat Berita Acara Serah Ter ima rumah negara . 

(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh: 
a . Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang 
jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau 
pemegang jabatan tertentu; 

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 
penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang 
menggunakan rumah negara jabatan Pengelola. Barang; 

c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah 
negara jabatan Pengguna Barang; 

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan 
rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan 
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e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab 
rumah negara yang da lam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa 
Pengelola Barang. 

(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
antara la in :  
a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan 

jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang 
sarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut 
dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya; 

b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh r is iko 
yang melekat atas rumah negara tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya 
jangka waktu Surat Izin Penghunian atau masa jabatan telah berakhir 
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 

d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat 
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat lz in Penghun ian 
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 

e. Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkap i  
sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima dan d iserahkan 
kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat 
Izin Penghunian kepada Penge lo la Barang/Pengguna Barang/l<uasa 
Pengguna Barang; dan 

f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

Pasal  240 

Kewajiban penghuni rumah negara, antara la in :  
a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, 

termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara 
bersangkutan; dan 

b. menyerahkan rumah ncgara da lam kondisi  baik kepada pejabat yang 
berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat l z in  
Penghunian .  

(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk: 
a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari 

pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; 
b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan 

perun tukkannya; 
c. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian 

maupun keseluruhannya, kepada pihak lain ; 
d. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, 

kepada pihak Jain;  
e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai 

agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; 
dan 

f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi setiap 
suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Dipindai dengan Cam Scanner 

.,. .... 

(1) 
w 

A 
, 

A 

t 

' 

https://v3.camscanner.com/user/download


(1 

(2) 

(3) 

(4) 

(s) 

a l  7 4 I  

! ' e n e t a p a n  S t a t us  P o n u n a a n  [ M D )  h r p  r u m » h r  n o r  a  d t u t a p n  oleh 
Waltot 
lak p o n h n t a n  rmah n o r  h r l a l u  u h m l m a n  ditutapan «dlm 
biurat in P o n h n f a n ,  l e m l t  l t a n t u i e n  Iln dnham uputtsan 

!" " e a b u t a n  S u r a t  zln o n h m n t a n ,  e  
rat Pin P o n h u n f a n  u m n t u l  mah nvarn pulunpan I  dtutapan o o h  

!engel ola a r a n .  
Surat  I z i n  P o n p h u n l a n  u n t u l  r m a h  n o r  olonan 4 dan p u o n h  
d l t e t,  4  "  g , _ '· D a n  oloh Pongun Iarnnj,  ~  '  ta  a ta t  (4 

r a t  l z ln  Penhunlnn ohapatmana d t m n l u d  pad ayat ('%) an y 
Dal in  rondah ha rt monenntmlan 
a. Nama pegawal/nama po[hat ,  Momor I n d u l  awal, dan jabatan talon 

D e n h u n l  r u m a h  n e a r ;  
b. masa berlaku penphunlan ;  
C. pernyataan hahwa ponphunf  heredha memenuhf ewaj/ban /n, 

melekat pada rumah n e a r a ;  4,  

d, menerbltkan pencabutan Surat. Pzln P e n h u n f a n  terhadap pen)u n i ,  
yang di lakukan :  
1 .  pal ing l ambat  1  (satu) Du lan  te rhltun, efak saat mcnin;pal dun#a ,  

bag ponghunl  yang men/ny;al dunia ;  
2. pa l ing lambat 1 (atu) Du l an  t e r h i t u n  ncfak kwputu:an 

pemberhentan, b a l  p e n h u n i  yang berhenti atan kwmauan s c n d i r i  
atau yang d l k e n a k a n  h u k u m a n  dis ip l in  perhberhent#an; 

3 .  paling lambat  2 ( d u a )  minggu terhitung sejak saat terbukti adanya 
pelanggaran, bag\ penghuni  yang melanggar larangan penghunian  
rumah negara yang dihuninya;  dan 

4. p a l i n g  lambat 6  (enam) b u l a n  sebelum tangal pensiun, b a g i  
penghuni yang memasukl usla pens iun .  

Pasal 242 

() 

(2) 

(1) 

P e n g h u n i  rumah negara golongan I  yang tidak lag) menduduki  jabatan 
harus menyerahkan rumah negara. 
Penghuni rumah negara golongan I I  dan golongan I tidak lagi menghuni  
atau menempati rumah negara karena:  
a. dipindahtugaskan; 
b. izin penghuniannya berdasarkan Surat /zin Penghunian telah beralhir; 
c. berhenti atas kemauan sendiri; 
d. berhenti karena pensiun; atau 

e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. 

Pasal 243 

Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara 
Golongan II  dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib 
menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan 

terhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat lzin 
Penghunian. 
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) 
: 

(2) 

(3) 

Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan I dilakukan 
oleh Pengelola Barang. 
Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II dan Golongan 
III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara 
bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang. 

Pasal 244 

(1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I, 
rumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka Pengelola 
Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian 
dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Walikota. 

(2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat 
Daerah/unit kerja Perangkat Daerah terkait. 

Pasal 245 

Paragraf 6 
Tata Cara Pengamanan B M D  Berupa Barang Persediaan 

Cara pengamanan administrasi BMD berupa rumah negara meliputi :  
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib clan 
teratur atas dokumen, antara lain :  
a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; 

b. Surat lzin Penghunian; 

keputusan Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I ,  

golongan II atau golongan III; 
gambar //egger bangunan ; 
data daftar barang; dan 

keputusan pencabutan Surat Iz in Penghunian .  

c. 

+ 
d. 

e . 
.,., 

f. 

• 
; 

Pasal 246 

(1) 

(2) 

Cara pengamanan fisik barang persediaan meliput i :  
a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jen is 

barang; 
b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat 

penyimpanan, jika diperlukan; 
c. menyediakan tern pat penyimpanan barang; 
d. melindungi gudang/tempat penyimpanan; 
e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan; 
f. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan 

g. melakukan pengamanan persediaan. 
Cara pengamanan administrasi barang persediaan meliputi menghimpun , 
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas 
dokumen: 
a. buku persediaan; 
b. kartu barang; 
c. Berita Acara Serah Terima; 

d. berita acara pemeriksaan fisik barang; 
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• 
I 

(1) 

(2) 

(3) 

; surae Perintah Pcnyalurnn Oarang; 
laporan persediaan Pengguna B a r a n g / K u a s a  Pengguna B a r a n g  
semesteran/tahunan; 

&. dokumen p e n d u k u n g  terkait l a i n n y a  yang d i p e r l u k a n .  
Cara pengamanan hukum barang persediaan m e l i p u t i :  pemprosesan 
untutan ganti rugi yang d i k e n a k a n  pada p i h a k  yang bertanggungjawab 
atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian,  sesuai ketentuan 
Deraturan perundang-undangan. 

Paragraf 7 

;ata Ca_ra Pengamanan BMD Sela in Tanah, Gedung Dan/Atau Bangunan,  
amah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita 

Acara Serah Terima 

Pasal 247 

Pengamanan fisik BMD berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan , 
rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita 
acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang 
sudah ditentukan di lingkungan kantor. 
Cara pengamanan administrasi barang mil ik daerah brupa selain tanah, 
gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang 
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan 
menghimpun, mencatat, menyimpan , dan menatausahakan secara tertib 
dan teratur atas dokumen : 
a. faktur pembelian; 
b. Berita Acara Serah terima; dan 
c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan .  
Pengamanan hukum barang milik daerah berupa sela in tanah, gedung 
dan/atau bangunan , rumah negara, dan barang persediaan yang 
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan 
melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak­ 
pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

� 

f 
4 

) 
t  (3) 

� 

(1) 

Paragraf 8 
Tata Cara Pengamanan BMD Berupa Barang Tak Berwujud 

Pasal -248 

Cara pengamanan fisik BMD berupa barang tak berwujud meliputi: 
membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang 

a. 

berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi ; 
b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang 

dianggap strategis oleh Pemerintah Daerah. 
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) 

(2) �ara pengamanan admlnstrasi banrng mlllk  ducrah borupn barong tol< 
erwujud meliputi i :  

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara 

tertib dan teratur terhadap dokumen: 
1. Berita Acara Serah 'Terima; 
2. l isensi; dan 
3. dokumen pendukung terkait la innya yang diper lukan.  

b. mengajukan hak cipta dan l i sens i  kepada instansi  atau pihak yan 

memiliki kewenangan. 

Bagian Kedua 
Pemeliharaan 

Paragraf 1 
Prins ip Umum 

(DJ 

(2) 

(3) 

Pasal 249 

Barang yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMF  dalam penguasaan 
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Baran 

bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam 

penguasaannya. 
Pemeliharaan BMD sebagaimana dimakud pada ayat (2) bertujuan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan 
baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasi l  
guna. 
Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran be lan ja  
pemeliharaan BMD dalam jumlah yang cukup. 
Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan 
pada APBD .  
DaJam haJ BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya 
pemeJiharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari m itra 
pemanfaatan BMD .  

Paragraf 2 

Tata Cara Pemeliharaan BMD 

Pasal 250 

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 berpedoman pada 
daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagai bagian dari daftar kebutuhan 
BMD. 
Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 
yang berada dalam kewenangannya. 
Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pengguna 
Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per 
semester terhadap: 
a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan 
b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. 
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� 

(+) 

Y 

(s) 

(6) 

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunuk meneliti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyusun daftar hasil 
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 
Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi 
pemeliharaan BMD. 
Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan 
Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala. 

Pasal 251  

r  
I  

(1) Dalam rangka tertib pemeli,haraan, pengurus barang/pengurus barang 
pembantu melakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan setiap 
jenis BMD. 

(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. nama barang; 

b. spesifikasinya; 

c. tanggal pemeliharaan; 

d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan; 
e. barang atau bahan yang dipergunakan; 

f. biaya pemeliharaan; 

g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan ;  dan 

h. hal lain yang diperlukan. 

BAB IX 
PENILAIAN 

Pasal 252 

• •  
'  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

() 

(2) 

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemer intah 
daerah, pemanfaatan, atau pem indahtanganan. 
Penilaian BMD sebaga imana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: 
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan 

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah 
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
Biaya penilaian BMD dibebankan pada APBD. 

Pasal 253 

Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka 
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah; atau 
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota. 

Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b adalah Penilai 
selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan 
menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. 

g Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


f 

enilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
endapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

(4 Pangan. . �1Ja_i Wajar scbagaimana dimaksucl pada ayat (3) yang diperoleh dari hasi l  
cni laian menjadi tanggung jawab Peni la i .  

(3) 

() 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 254 
Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang di tetapkan 
oleh Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Walikota. 
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga 
Yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. 
Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah 
atau Penilai Publik. Pen;l. :  .  k l a i a n  BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untu 
mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 
Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMD 
hanya merupakan nilai taksiran. 
Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Walikota. 

Pasal 255 
� 

() 
- 

II 

$ 

(2) 

4 

(3) 

Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat melakukan penilaian kembali 
dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca 
Pemerintah Daerah. 
Penilaian kembali, sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah proses 
revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar 
penilaian. 
Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman 
pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional berupa kebijakan 
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah 
Daerah. ' 

BAB X 
PEMINDAHTANGANAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 256 

( 
BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan 

D ah dapat dipindahtangankan. aer . 
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() 

(5) 

(6) 

Tanah danu/atau B a u m a n  w l a l a m a  l t m a l e n d  la l a i  I ' a n l  'h'/ a y a l  
() hurut e, el~putt: 
a, tanah dam/atau h a m m u m a n  amt mw ru pa l t a n  t n l u r l  r m a l  

negara/daerah ;olom;an A l t  
b. tanah yang meruplan t a n n h  l e a v l I m  'a mt m n o n u u r t t t  p o r o m w m n n n n  

awalya untuk p w m b a m u m a n  p w t t m m a l a n  p w j t a w a l  n o o r l  l p l l  
pemerintah daoral y am b w r a m y \ u t a n ,  

Tanah dan/atau bang;unan s e b a a i m a n a  d ima l ead d a l a m  l ' a n a l  /'/ a y a l  
.) hurut d, meliputi tanah d a n / a t a u  b a m y u n a n  y a n y ;  t d l y u n a l a n  n t u l  
kegiatan yang menyang;kut k e p e n t t n a n  h a n g » a  t lan  n e a r' a ,  m a n y + a l t  
luas, rakyat banyak/bersama, d a n /a t a u  k e p e n t l n y t a n  pwmhanypnan,  

termasuk diantaranya kegiatan p w m e r \ n t a h  d a o r a h  d a l a m  I 4 n i p  
hubungan persahabatan antara nepara/daerah d e n p a n  warn l a l n  t a t  
masyarakat/lembaga internas tional 
Kategori bldang keglatan sebagaimana d t m a k u d  pada ayat ( 5 )  anta ra I a l n  
meliputi: 
a. jalan umum termasuk akses j a l a n  sesuai p e r a t u r a n  p w r u n t l a n y a n ;  

b. saluran air minum/air b e r s i h  dan/atau saluran p w m b u a n a n  a l r ;  
c. waduk, bendungan d a n  b a n u n a n  p e n g a t r a n  l a i n n y a ,  t e rminul  

saluran irigasi; 
rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat ;  
sarana prasarana p e r h u b u n a n ;  
tempat ibadah; 
sekolah atau lembaga pend id ikan  n o n  komers ia l  

pasar umum; 
fasilitas pemakaman umum; 
fasi l itas keselamatan umum, anta ra l a i n  tanggul penan g gu lan gan  
bahaya banjir, Lahar dan l a i n - l a i n  bencana ;  
sarana dan prasarana pos dan te lekomunikas i ;  
sarana dan prasarana olah raga untuk  u m u m ;  

stasiun penyiaran radio dan  te lev i s i  beser ta  sarana pendukungnya  
untuk lembaga penyiaran pub l i k ;  
kantor pemerintah, pemerintah daerah;  
fasilitas Tentara Nasional Indones ia  dan Kepol is ian Negara R e p u b l i k  
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
perumahan; 

tempat pembuangan sampah untuk umum; 

cagar alam dan cagar budaya; 

promosi budaya nasional; 

pertamanan untuk umum; 

panti sosial; 
lembaga pemasyarakatan; dan 
pembangkit, turbin, transmisi, dan distr ibusi tenaga l istrik termasuk 
instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat terpisahkan. 

D i p i n d a i  dengan Cam Scanner 
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(2) 

(3) 

B li uti :  entuk pemindahtanganan B M D  m el i p!  '  
a. penjualan; 
b. " ·  tukar menukar; 
d. hibah; atau 
O. penyertaan modal pemerintah daerah. » da h t a n g a n a n  
Ke e ,  ;  b  k  hibah, dalam p e m i n ta  ecuali pemindahtanganan B M D  bentu ' ,, ,  ,  
BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan ni la i  wajar. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Pemindahtanganan 

f- 

(1) 

(2) 

Pasal 257  

Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan 
DPRD untuk: 
a. tanah dan/atau bangunan; atau 
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). . 
Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, 
apabila: '  
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 

bersangku tan; 
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum ;  atau 
e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan, yang j ika status kepemilikannya dipertahankan 
tidak layak secara ekonomis. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 258 

Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang 
wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat 
(2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan 
dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan 
wilayah. 
Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu 
dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah 
dan/atau bangunan tersebut. 
Bangunan yang harus dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
257 ayat (2) huruf b, meliputi bangunan yang berdiri di atas tanah terse but 
akan dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas 
tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah 
disediakan dalam dokumen penganggaran . 
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Pasal 259 

(3) 

(2) 

(4) 

(1) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang 
setelah mendapat persetujuan Walikota. 
Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berni la i  
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (l ima mi l iar  rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 
Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernila i  
lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima mi1iar rupiah) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD .  
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan : 
a. nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar 

menukar dan penyertaan modal ; dan 

b. merupakan nilai  perolehan untuk pem indahtanganan da lam bentuk 
hibah . 

(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diajukan oleh Walikota. 

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan per tiap usulan . 

V 

Bagian Ketiga 
Penjualan 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

Pasal 260 

(1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pert imbangan:  

a. untuk optimalisasi B M D  yang berlebih atau tidak 
d igunakan/dimanfaatkan;  

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabi la dijual;  
dan/atau 

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a  meliputi B M D  yang 

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak la in .  

Pasal 261 

() 

(2) 

(3) 

Penjualan BMD dilakukan secara le lang , kecuali dalam hal tertentu. 

Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjualan BMD 
yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 
harga tertinggi. 
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang . 
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' 
(6) 

� () 
J 

4 

$ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

t (5) adalah 
Nila;  ,,  a l m a n a  dimaksud pada ayat 
h., limit/batasan terendah sob . arga ; I  H l e l a g  Lo h  Walikota 
N·1  <::>• n1 nltnnl lrnn,111• Y""l' n <llll <..  t  (6) ditetapkan o e ai I :  •  d  ada aya " sej, 'mit sebagaimana dimaksuu  P 

aku penjual. 

Pasal 2633 

B M p  many tidak laku dijual pada lelang 
, Perupa tanah dan/atau bangunan y ' ,~  kali 
;',""3a, diatutan lelang ulag scbanyak 1 4 " " " . d  pada ayat (1) dapat 
,,"" Pelaksanaan lelang u lang sebaga imana 1mma 
"";'kan peni la ian ulang. BMD sebagaimana dimaksu 

al a m  hal setelah pelaksanaan lelang ulang, sdaklanjut i  dengan 
Pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang m e " ' ' ~ a n  modal atau 
Penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, pen¥ 
Pemanfaatan. >'  • •  dimaksud pada 
Fengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana 
ayat (3) atas BMD setelah mendapat persetujuan Walikota. 

Pasal 264 

BMD B ,  :  t id ak  laku dijual pada erupa selain tanah dan/atau bangunan yang :u ta  

lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali. A. sa t  

Felaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d a p a t  
dilakukan penilaian ulang. , 
Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pad 
ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan 
Penjualan tanpa lelang, tukar menukar,  h ibah,  atau penyertaan modal. 
Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) atas BMD selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat 
persetujuan Walikota untuk set iap kegiatan bersangkutan. 
Dalam hal penjualan tanpa le lang,  tukar menukar, hibah, atau penyertaan 
modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t idak dapat dilaksanakan, 
maka dapat dilakukan pemusnahan. 

Pasal 265 

(1) Hasil penjualan B M D  wajib disetorkan se luruhnya ke rekening Kas Umum 
Daerah. 

(2) Dalam hal BMD berada pada Sadan Layanan Umum Daerah maka: 
a. Pendapatan daerah dari penjualan BMD  dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi 
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang 
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Sadan Layanan Umum Daerah. 

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka 
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum 
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening Kas Umum Daerah . 
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Paragraf 2 
Objek Penjualan 

Pasal 266 

(1) Objek penjualan B M D  yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna 
Barang, meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; 
b. selain tanah dan/atau banguan. 

(2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: 
a. Teknis; 
b. ekonomis; dan 
c. yuridis. 

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata 

ruang wilayah; 
b. lokasi dan/atau Iuas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah; 

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya 
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri 
pemerintah daerah yang bersangkutan; 

d. bangunan berdiri di atas tanah mi l ik  p ihak la in ;  atau 
e. BMD yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status 

penggunaan atau pemanfaatan .  
(4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b harus memenuh i  persyaratan: 
a. teknis: 

b. ekonomis; dan 
c. memenuhi persyaratan yur idis .  

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: 
a. BMD yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak 

ekonomis apabila diperbaiki; 
b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lag i akibat modernisasi; 
c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami 

perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, 
hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau 

d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami 
pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau 
susut dalam penyimpanan atau pengangkutan . 
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Pasal 267 

'enjua]. ,, ran menurut awal perencanaan 
Peng,," BMD berupa tanah kavling Y ' _, ,  perumahan pegawai negeri 

• Pen, 'annya diperuntukkan bagi pembangun dimaksud dalam Pasal 266 
(3,'Ptah daerah yang bersangkutan sebagaimana uruf c, h, ta n  persyaratan: l 
a. • arus memenuhi persyaratal de bukti perencanaan awa 

Pengajuan permohonan penjualan diserta'}"""" digunakan untuk 
Yang menyatakan bahwa tanah t e r s eb u  · t a h  daerah yang 
Pe ..... b · egeri pemerma j,, ' ' ' a n g u n a n  perumahan pegawar n 

b. ,h'angkutan; dan d tiap pegawai negeri sipil njualan dilaksanakan langsung k e p a la  se 
Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 268 

•  I  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Fenjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat 
dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling 
smgkat 7 (tujuh) tahun. , ,  
Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuau 

dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 
b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesual 

dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. 
Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa 
kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan 
kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun. 
Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan 
tertulis dari instansi yang berkompeten 

Paragraf 3 
Tata Cara Penjualan B M D  Pada Penge lo la Barang 

Pasal 269 

(1) Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang 
di1akukan berdasarkan: 
a. Inisiatif Walikota; a tau 
b. Permohonan pihak lain. 

(2) Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dengan membuat 
perencanaan penjualan yang meliputi : 
a. data BMD; 
b. pertimbangan penjua)an; dan 
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola 

Barang. 
Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota 
disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .  
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

() 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

P a s a l  2 7 0  

Walikota melakukan p e n e l t i a n  atas  u s u l a n  penjua lan  sebaaimana 
dimaksud d a l a m  Pasal  269 ayat ( 3 ) .  

Dalam melakukan p e n e i t f a n  s e b a g a l m a n a  dimaksud p a «d a  ayat ( I ) ,  
Walikota membentuk Tim. 
P e n e l i t i a n  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  (Z) m e l i p u t i :  

a. p e n e l i t i a n  d a t a  a d m i n i s t r a t i f  untuk mene l l t l :  

l .  status dan bukti k e p e m i l i k a n ,  gambar s i tuas i  termasuk lokas i  
tanah, luas ,  ni la i  perolehan tanah, dan data ident itas barang, untuk 
data B M D  berupa tanah; 

2. tahun perolehan, jenis konstruksi ,  luas ,  n i l a i  perolehan bangunan ,  
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data B M D  berupa 
bangunan; dan 

3. tahun perolehan, jumlah,  n i l a i  perolehan, n i la i  buku, dan data 
identitas barang, untuk data B M D  berupa selain tanah dan/atau 
bangunan. 

b. penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan di jua l  
dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan oleh T im 
dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Walikota melalui Pengelola Barang. 
Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 
penilaian atas BMD yang akan dijual. 

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai 
dasar penetapan nilai limit penjualan BMD. 

Pasal 271 

Pengelola Harang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD 
kepada Walikota. 
Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan 
persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan 
persetujuan penjualan kepada DPRD .  
Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap: 
a. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 

ayat (1) huruf a; 
b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

257 ayat (1) huruf b. 
Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas 
waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu 
harus dilakukan penilaian ulang. 
Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) lebih 
tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya 
yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Walikota tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan 
BMD kepada DPRD .  
Walikota melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepada DPRD. 
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(1) 

(2) 

Tat. Paragraf 5 
a Car. d. " · b:  N  "  r::  Penjualan Kendan.wn Pcrorangan Dlnas  l<cpa. a_ PeJa at egara, 

antan Pejabat Negara Dan Pegawai Aparatur S ip i l  Negara 
Pasal 275 

Syarat le ·J l ·  1e l,  ep4_ daraan perorangan dinas yang dapat di jual  tanpa m el al u i  1el a n g  
a.  '  pejabat negara dan mantan pejabat negara, meliputi:  

·  telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 
l. terhitung mulai tanggal, bulan,  tahun perolehannya, untuk 

Perolehan dalam kondisi  baru; atau 
· terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 

b. s,a!Solehan selain tersebut pada angka 1.  
al  tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. 

�Yarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang 
_PP@da pegawai aparatur sipil negara adalah telah berusia paling singkat 

Cima)tahun: 
· terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan 

dalam kondisi baru; atau 
b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan 

selain tersebut pada huruf a. 

Pasal 276 

() 

(3) 

(2) 

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada: 
a. pejabat negara; 
b. mantan pejabat negara; atau 
c. pegawai aparatur sipil negara. 
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. Walikota; dan 
b. Wakil Walikota. 
Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
meliputi: 
a. Mantan Walikota; dan 
b. Mantan Wakil Walikota. 

(4) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 

· Pasal 277 

(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas 
tanpa melalui lelang meliputi: 
a. tel ah memiliki masa kerja a tau masa pengabdian selama 4 ( em pat) 

tahun atau Iebih secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada 
instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda, terhitung mulai 
tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; 

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 
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J 

A 

1 
ejabat y, ohonan penjualan kendaraan perorangan din. 'egara mengajukan perm Pejabat Negara. 

(3) Tu," Pada tahun terakhtr periode jab ~ a r a  sebagaimana dimaksud 
pa,," terakhir periode jabatan Pejab' h , ,  jabatan Pejabat Negara a ayat (1) adalah tahun terakhir p au la  p e r 1 ou e  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kendaraan di 1s  yang dijual tanpa melalui lelang p al i n g  
b  perorangan ma p . b t N gara untuk anyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang 'e j ab at  reg  '  

Ciap penjualan yang dilakukan. 

Pasal 278 

(1) M. · dinas antan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan 
Canpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan: , 

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) 
tahun atau lebih secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada 
:.  ·d. ·h i tun g  mulai lnstansi yang sama atau pada instansi yang b e r b eu la ,  ter. 1 n . a 
Canggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirny 
masa jabatan; 

b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui 
lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; 

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana denganancaman 
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan ' 

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. 
Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa ·melalui lelang kepada 
mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) un it  kendaraan bagi 1 (satu) 
orang mantan Pejabat Negara, untuk t iap pen jua lan yang dilakukan. 
Mantan Pejabat Negara mengajukan p e r m o h o n a n  Penjualan kendaraan 
perorangan dinas paling Jam a  1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa 
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.  

Pasal 2 7 9  

(4) 

(2) 

,� (2) 

- 
$ 

(3) 

$ 

l 

(1) Pegawai aparatur s i p i l  negara yang d a p a t  m e m b e l i  kendaraan perorangan 
dinas tanpa me la lu i  le lang harus memenuh i  persyaratan :  
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabd ian selama 15 (lima be las) 

tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal 
ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil; 

b. telah menduduki, Jabatan P imp inan Tinggi Madya paling s ingkat 5 
(lima) tahun baik dalam instansi yang sama atau pada instansi yang 
berbeda;dan 

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana penjara pa l ing singkat 5 (lima) tahun. 

(2) Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan clinas 
yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai 
aparatur sipil negara yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan 
ketentuan: 
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) 

tahun, harga jualnya adalah 40% ( em pat puluh persen) dari nilai wajar 
kendaraan; dan 

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya 
adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan. 
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(1) 

(2) 

(3) p 

ta:r;b�Yaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas 
a ' Ielang dilakukan dengan: Pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan " 
' }Ebavaran secara angsuran pa l i ng  l ama 2 (dua) tahun, bagi pegawai 

(9) P e m ' ,  
De, 'aran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lakukan melalui 

'Yet oran ke rekening Kas Umum Daerah: 
Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat 

. , " " ! i u a n  pejualan, untut pembayaran sekaligus; da ~ a1 mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara 'engguna 
(S) Apa:�rang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran. . 

set__ Pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas 
gaimana dimaksud pada ayat (4) belum lunas dibayar, maka: 

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD; 
b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas; 
C. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat 

Negara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai aparatur sipil negara; dan 
d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, 

dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain. 

Pasal 280 

Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) huruf a, Pasal 278 ayat 
(1) huruf a, dan Pasal 279 ayat (5), dicabut haknya untuk membeli 
kendaraan perorangan dinas. 
Pegawai aparatur sipil negara yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b, ayat ( 4) huruf b, 
dan ayat (5) dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas 
tersebut dan angsuran yang te lah d ibayarkan tidak dapat dikembalikan. 
Kendaraan perorangan dinas yang batal dibel i  oleh Pejabat Negara/mantan 
Pejabat Negara sebaga imana dimaksud pada ayat (1), dan oleh Pegawai 
aparatur sipil negara sebaga imana d imaksud pada ayat (2), digunakan 
kembali untuk pelaksanaan tugas. 

Pasal 281 

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli da lam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan 
Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang membeli 
kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan 
harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 79 ayat (2). 
Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan 
rutin atas kendaraan perorangan dinas. 
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(1) 

(2) 

Pasal  282  

Pejabat Negara atau Pegawat paratur  S i p l l  Negara yang pernah m e m b e l i  

kendaraan perorangan dinas,  dapa t  m e m b e l i  lag\ I (satu) u n i t  kendaraan  
perorangan dinas tanpa  mela lu l  l e l ang  setelah Jangka waktu 1 0  ( sepu l uh )  
tahun sejak pembel \an yang pertama, 
Pembelian kembali  a tas  kenda raan peroran gan d inas  s e b a g a i m a n a  
dimaksud pada ayat (I)  dapat  d i l akukan  sepanjang Pejabat Ne gara  terse but 
masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berke lan/utan .  

Pasal 283 

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang d i jua l  tanpa mela l u i  elang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275,  diawal i  dengan pengajuan 
permohonan penjualan oleh: 

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;  

b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya 
masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan ;  d a n  

c. Pegawai Aparatur Sipil  Negara. 
(2) Pengajuan p e r m o h o n a n  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  ayat (1) d i s a m p a i k a n  

oleh: 
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; 
b. Mantan Pejabat Negara kepada Walikota; dan 

c. Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Pengguna Barang. 

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m e m u a t  a n t a r a  
lain: 
a. data pribadi, berupa nama ,  jabatan ,  alamat, dan tempat/tanggal l a h i r ;  

dan 
b. alasan pennohonan pembelian k e n d a r a a n  perorangan d i n a s .  

Pasal 284 

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3) 
dilampiri dokumen pendukung, m e li p u t i :  
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat ·  Negara atau surat 

keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara; 
b. fotokopi kartu identitas; 
c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah 

membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat 
Negara; 

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan 
pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan 
perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan 
perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan 
menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan 

f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang a t a u  tidak pernah 
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana pen jara 
paling singkat 5 (lima) tahun. 
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(2) 
Pol.um ~ _ ~  0  A, 'en pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1 bagi pegawal P a r a t u r s ;. n  ·  
a. re ·ipil Negara, mel iputi :  ;P'Okopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah 
b. Tovinsi; · fotol '' l P, I N  ·· S i  ·il  opi surat keputusan pengangkatan C al o n  'egawai legeri ii p i ;  
•  fotokopi kartu identitas; 
• surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah 

embeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka 
e. �aktu 10 tahun sejak pembelian pertama; dan h 

' rat  pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak perna 
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 
Paling singkat 5 (lima) tahun. 

Pasal 285 
() Bera. , 13  asarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), P, . L  a  '  'engguna Barang melakukan persiapan permohonan penjua tan,  htara lain: 

:· dat� administrasi kendaraan perorangan dinas; dan 
· Denjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas 

(2) m_ , ' @ P p a  melalui lelang. 
a am hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang 
:;1engaJukan usulan penjualan kepada Walikota selaku pemegang 

ekuasaan pengelolaan BMD disertai: 
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; 

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan: 
c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 373 ayat (2) dan ayat (3); 
d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan 

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan 
pengganti. 

(3) Walikota melakukan penel it ian atas usulan permohonan penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam melakukan penelitian sebaga imana dimaksud pada ayat (3), 

WaJikota membentuk Tim untuk: 
a. melakukan penelitian kelayakan a lasan dan pertimbangan 

permohonan penjualan BMD; 
b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan 

perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif. 
(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam 

berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Walikota melalui Pengelola Barang. 

(6) Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 
penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai 
dasar penetapan nilai limit penjualan BMD. 
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P a s a l  2 8 6  

Pengelola B a r a n g  mengajulan permohonan persetuJuan p e n j u a l a n  
berdasarkan h a s i l  p e n e l l t l a n  d a n  p e n l l a l a n  sebagalmana d i m a s u d  d a l a m  
Pasal 285 ayat (5) d a n  ayat ( 7 )  k c p a d a  Wallkota ·esuai bata· 
kewenangannya.  
A p a b i l a  persetujuan Wal lk ota s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  pada ayat (1), 
melebihi  batas waktu h a s i l  pen i la i an ,  m a k a  s e b e l u m  d i l a k u k a n  p e n j u a l a n  
terlebih dahulu h a r u s  d i l a k u k a n  p e n i l a i a n  ulang. 

Walikota menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan d inas yang 
akan dijual berdasarkan hasi l  penel it ian dan peni la ian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) d a n  ayat (2), p a l i n g  s e d i k i t  memuat:  

a. data kendaraan perorangan d inas ;  
b. nilai perolehan;  
c. ni la i  buku; 
d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan 
e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan perorangan d inas yang akan dibeli  dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) untuk Pejabat Negara 
dan pegawai Aparatur Sipil  Negara . 

(3) Dalam hal Walikota tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan 
dinas tanpa melalui lelang Walikota memberitahukan secara tertulis 
kepada pemohon melalui Penggelola Barang .  

(4) Berdasarkan penetapan sebaga imana d imaksud pada ayat (3), Pengelola 
Barang melakukan penjua lan kendaraan perorangan d inas kepada Pejabat 
Negara/mantan Pejabat Negara .  

(5) Berdasarkan penetapan sebaga imana dimaksud pada ayat (3), Pengguna 
Barang menyiapkan per janj ian penjualan kendaraan perorangan d inas  
yang ditandatangani Walikota dengan pegawai Aparatur Sipi l  Negara. 

(6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling rendah memuat: 
a. identitas pegawai Aparatur S ip i l  Negara; 
b. data kendaraan perorangan dinas; 
c.  bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan 

d. hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Pasal 287 

(2) 

(1) 

(1) 

(2) 

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari: 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan 

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2); dan 
b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1). 

Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah 
sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 279 ayat (2). 

g Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


'J 

[3) P e a w a t  A p a r a t u  Sipil  Negara m e l a k l a n  p e m b a y a t a n  le Ka M u n  
Dae1ah ,  t e n d i r i  d a r t ,  

•  p e m b e l i a n  l e m u d a r a n  p w o r  a n y ; a n  d i n a s  sws u ia i  h a r p .  Jua l  endar .an 
p e r o r a m g ; a n  d i n a s  s e h a g a m m n a  d ima l e ut l  da lam  las,l  2 7 ' ( I ) ;  «dam 

b, biaya yang telah d i l e l r l a n  oleh p e m e i n t a h  daerah u n t u k  pe r ha ik  an 
enda taan  peroramgan inas yang alan dihe l i  da lam J a n k a  wak tn  I  
( s a t u )  t a h u n  s e b e h u m  adanya pwrsetu juan penJ ualan shagaiman. 
dimaksud d a l a m  Pasal 2 1  ayat ( I ) .  

(4) Serah t e r i m a  baran dilaksanakan setelah lnas dl bayar yang d ibukt i kan  
demgan surat keterangan pelmnasan pemhayaran dari Penelola  
Barang/Pengguna B a r a n .  

(5) Pengelola Barang/Penguna Barang mengajukan usulan penghapu·am 
B M D  sebagai t indak lan ju t  serah ter ima barang sebagaimana d imaksud 
pad.a ayat (). 

(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan 
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn. 

(7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak di lakukan penjualan dengan 
mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 276 serta tidak digunakan 
untuk penyelenggaraan tugas, dapat di lakukan penjualan secara lelang. 

Bagian Keempat 
Tukar Menukar 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

Pasal 288 

(1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD. 

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila 
pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan 
pengganti. 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar 
dapat dilakukan: 
a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai 

dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar; 

c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah 
pusat/pemerintah daerah; 

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar 
menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau hangunan; dan/atau 

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan, apabl la objek tukar menukar adalah 
BMD selain tanah dan/atau bangunan. 
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( 4 )  T h a r  menula D M D  da pat  d i l a k u l a n  de mgan p i h a l :  
• P e m e i n t a h  lusat ,  

b, P e m e r i n t a h  D a e r a h  l a i n n y ,  

e. a d a n  t s a h a  Mi l i k  N e g a r a / D a e r a h  a tau  hadan u k u m  mi l ik  p e m e r i n t .a h  

la in nya yang dimi l ik i  negara; a t a u  
d. S w a s t a .  

(5) S w a s t a  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 4 )  h u r u f  e  a d a l a h  p i h a k  wa,ta, 

b a i k  yang  b e r b e n t u k  b a d a n  h u k u m  maupun perorangan. 

Pasal 209 

( I )  Tukar m e n u k a r  B M D  d a p a t  berupa: 
a. t a n a h  d a n / a t a u  b a n g u n a n  yang t e l a h  diserahkan k e p a d a  W a l i k o t a ;  
b. t a n a h  dan/atau b a n g u n a n  yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah d a n / a t a u  b a n g u n a n .  

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah 
atau penataan kota. 

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang. 

(4) Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan: 

a. aspek teknis meliputi: 

1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan 

2. spesifikasi barang yang dibutuhkan; 
b. aspek ekonomis, meliputi kajian terhadap ni lai BMD yang dilepas dan 

ni lai barang pengganti; 
c. aspek yuridis meliputi: 

1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 
2. bukti kepemillkan. 

Pasal 290 

(1) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (4) 
terhadap BM D berupa tan ah dan/atau bangunan, Walikota dapat 
memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD atas permohonan 
persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang. 

(2) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa: 
a. barang sejenis; dan/atau 
b. barang tidak sejenis. 

(3) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa tanah, harus berupa: 
a. tanah; atau 
b. tan a h  dan bangunan. 

(4) Barang pengganti utama tukar menukar B M D  berupa bangunan, dapat 
bcrupa: 
a. tanah; 

b. tanah dan bangunan; 
c. bangunan; dan/atau 

d. selain tanah dan/atau bangunan. 
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(5) a . m y ;  e m g ; a n t i  sebagamama dimaloud pad ayat  ( A +  dan a y a t  ( 4 )  h a r t  
b e t , l a  dalam ondis i  s i a p  d igunaln p d a  t a n g 1 a l  penanda tan pan.  
p e r f a n j i a n  tukar menula t  atau H e i t  A u r a  S e r a h  T e i m a .  

( l )  N i l . ibarang pemyganti a tas tukar  menukar pal ing sed ik i t  se imban t d e n a n  
ni lai  wajar B M D  yang di le pas.  

(2) Apabila ni lai  barang pengganti lebih kecil dari  pada n i l a i  wajar B M D  yany 
dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas mum 

Daerah atas sejumlah sel is ih n i la i  antara n i la i  wajar B M D  yang di lepas 
dengan ni lai  barang pengganti. 

(3) Penyetoran selisih ni la i  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d i laksanakan 
pal ing lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) 
ditandatangani .  

(4) Sel is ih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) d ituangkan 
dalam perjanjian tukar menukar. 

Pasal 292 

( 

(2) 

(3) 

(4) 

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar 
membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar nenukar menunjuk 
konsultan pengawas dengan persetujuan Waliota berdasarkan 
pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait. 
Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi. 
Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnjadi 
tanggung jawab mitra tukar menukar. 
Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Paragraf 2 
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD Pada Pengelola Barang 

Pasal 293 

• 

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang 
dilakukan berdasarkan: 
a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau 

b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 288 ayat (4). 

Pasal 294 

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkar pada kebutuhan 
pengelola barang sebagaimana d i m a k s u d  d a l a m  Pasal 293 huruf a, d i a w a l i  
dengan pembentukan T i m  oleh Walikota untuk m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  
mengenai k e m u n g k i n a n  m e l a k s a n a k a n  tu k a r  menukar yang didasarkan 
pada pertimbangan s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  Pasal 288 ayat ( I )  d a n  
ayat ( 3 ) .  
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(2) Penehtan selagamama d i a l s u d  p a d  aya t  ( I )  m e l i p u t l  

•  pe nel i t in l e l a y a l a n  m u l a  m e n u l a t ,  ba i l  d i  p w l  t e k n ,  e o n o m ,  
m a u p n  y i d i s ,  

b.  pene h i t i an  data  a d m i n i s t r a t i t ,  dan 

t. pene h i t i an  f i s ik  

() Peneh i t i an  a d m i n i s t r a t i t  se bagammana d imalsud p a t l a  ayat ( 2Z )  h f  b  
ilakukan untuk mene l i t i :  

a. s t a t u s  p e m u n a a n  dan b u k t i  kepemil ikan ,  j a m b a r  s ituas i  t er m .s ul  
l o k a s i  t a n a h ,  l u a s ,  p e r u n t u k a n ,  kode Darangg ,  kode register, n a m  
barang. dan n i la f  p e r o l e h a n ,  u n t u k  data [ M D  berupa t a n a h ;  

b. t a h u n  p e m b u a t a n ,  k o d e  b a r a n g ,  kode register, n a m a  h a r a n ; ' ,  
k o n s t r u k s i  b a n g u n a n ,  l u a s ,  s t a t u s  k e p e m i l i k a n ,  l o k a s i ,  n i l a i  p e r o l e h a n ,  
d a n  n i l a i  b u k u ,  u n t u k  d a t a  B M D  b e r u p a  b a n g u n a n ;  

e, t a hun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, j u m l a h ,  
ni la i  perolehan, n i la i  buku, kondis i  barang, dan bukti kepemil ikan 
endaraan untuk data B M D  berupa selain tanah dan/atau bangunan.  

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di lakukan 
dengan cara mencocokkan fisik barang mil ik daerah yang akan d i tukarkan 
dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Hasil penelit ian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) d i tuangkan 
dalam berita acara penelitian. 

(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) kepada Walikota untuk penetapan B M D  menjadi objek tukar 
menukar. 

Pasal 295 

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (6), 
Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti meliputi :  
a. tanah meliputi luas dan  lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata 

ruang wilayah; 
b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan  serta sarana 

dan prasarana pen u njang; 
c. selain  tanah dan bangu nan  meliputi jumlah, jenis barang, kondisi 

barang dan spesifikasi barang. 
(2) Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 252 dan Pasal 253 terhadap BMD yang akan ditukarkan dan barang 
pengganti. 

(3) Hasil Penilaian  sebagaimana dirnaksud p a da ayat (2) disampaikan 
Pengelola Barang kepada Walikota. 

Pasal 296 

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat 
(3), Wa l ikota m e l a k u k a n  p e n e t a p a n  mitra tukar m e n u k a r ,  

(2) Walikota m e n e r b i t k a n  k e p u t u s a n  tukar m e n u k a r  p a l i n g  s e d i k i t  m e m u a t :  

a. mitra tukar m e n u k a r ;  

b. barang m i l i k  daerah yang a k a n  d i l e p a s ;  

c. n i l a i  wajar b a r a n g  m i l i k  daerah yang akan d i l e p a s  yang masih b e r l a k u  
pada tanggal keputusan d i t e r b i t k a n ;  dan 

d. r incian rencana barang pengganti.  
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() 

(5) 

(6) 

Pengelola Barang mengajukan pwrmohonan p e r  etujuan  t l a r  m e n u k a r  
epada Walikota.  
Dalam hal tukar menukar memerlulan persetu juan DPRD,  Wal ilo t.  
tet lebih dahulu mengajukan permohonan p e r s w t / n a n  t nkar  menukarke pala 

DPRD. 

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana d i m a k u u l  
pada ayat (3) dan ayat (4), Walikota dan mitra tukar  m e n u k a  
menandatangani perjanjian tukar menukar, 
Setelah menandatangani perjanj ian tukar menukar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan: 
a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 

perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang mil ik  
daerah berupa tanah dan/atau bangunan. 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti 
sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan 
pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar 
atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.  

Pasal 297 

(1) Walikota membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 
pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan 
konsultan pengawas dan penelitian lapangan. 

(2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang 
melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 
254 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang 
dalam perjanjlan tukar menukar. 

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (22) 

menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah 
barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar 
berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut. 

(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk 
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapt 
dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan 
selisih ni lai  barang milik daerah dengan barang pengganti ke rekening Kas 
Umum Daerah. 

(5) Walikota membentuk Timi untuk melakukan penelitian kelengkapan 
dokumen barang pengganti, antara la in  bukti kepemilikan, serta 
menyiapkan Berita Acara Serah Terima untuk ditandatangani oleh 
Pengelola Barang dan mitra tukar menukar. 

Pasal 298 

(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 296 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pad ayat 
( 1 ) ,  Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dlepas 
dari daftar barang Pengelola kepada Walikota serta Pengelola Harang 
mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
terhadap barang pengganti sebagai BMD.  

Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


d 
4 

P . a l  2 ' '  

P e l . k s a n a a n  t u k a r  menukar [ M D  yang didasarkan patda permohonan d a t i  
pihak sebagammana dimaksud d a l a m  P a s a l  2933 huruf b, dlawall  dengan 

memg;ajukan permohonan secara t e r t u l i s  kepada Wallkota. 
Permohonan sebagaimana d i m a k s u d  patda ayat ( 1 )  disertal data p e n d u k u n g  
berupa: 
a. rincian peruntukan;  

b. jenis/spesifikasi;  

c. lokasi/data teknis;  

d. perkiraan n i l a i  barang; pengganti ;  dan 

e. hal lain yang diperlukan. 
(3) Pelaksanaan tukar menukar B M D  yang didasarkan pada kebutuhan 

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 sampai dengan 
Pasal 298 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada Pelaksanaan 
tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Paragraf 3 

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang 

Pasal 300 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar 
kepada Walikota melalui Pengelola Barang, dengan disertai: 
a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar; 

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 
ditandatangani oleh Pengguna Barang; 

c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; 

d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan 

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti. 
(2) Data administratifBMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, meliputi: 
a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk 

lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan n i la i  
perolehan,  untuk BMD berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan 
nilai buku, untuk BMD berupa bangunan;  

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemil ikan 
kendaraan, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan. 
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Rin e + an  r e n e a n a  k e h u t u h a n  h a  amt p e n y ; a n t i  ehyaman. i m a s u t l  
p a d  v a t  [ I )  h u r u t  e, meiputl  
a. las dan l o l a s i  yang p e r u n t u l a n n y  esuat  t d e n g a n  t at  r u n g  wayah,  

untuk  [ M D  B e r u p a  t anah ,  
b, e n i s ,  l u a s ,  l a n  t e n e a n a  k o n s t r u l e i  b a n g u n a n ,  s e r t a  s a r a n »  t a n  

p w a s a r a n a  p e n u n [ a n y ,  m n t u l  [ M D  h w r p a  D a n g u n a n ;  d a n / a t a u  
t. mumlah,  jen i s  barang, londii B a r a n  t d a n  s p e i f i k a s i  harang u n t u l  

M D  b e r u p a  s e l a i n  t a n a h  t d a n / a t a u  bangunan. 
Pelak sanaan tukar  menukar D M D  pada Pengelola Harang w b a a i m · n .  
dimaksud dalam Pas.l 2933 sampai dengan P a s . l  299 ayat ( 1 )  b e r l a k u  
sesara mutat is  mutandis  terhat dap p e l a k s a n a a n  tukar  menukar  M D  p a d .  
Pemgguna Harang. 

(5) Berdasarkan Beri ta Acara Serah Terima, Pengguna Barang mengajukan 
u s u l a n  p e n g h a p u s a n  B M D  y a n g  d i l e p a s  d a r i  Daftar Barang Penguna 
epada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan 
mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap baran; 
pengganti sebagai BMD.  

Paragraf 4 
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima 

Pasal 301 

penggant i  

() 
(2) 

Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian. 
Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: 
a. identitas pihak; 
b. jenis dan nilai barang mil ik daerah; 

c. spesifikasi barang pengganti; 
d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang 

diatasnamakan pemerintah daerah; 
e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; 

f. hak d an kewajiban para pihak; 

g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure); 

h. sanksi; dan 
i. penyelesaian perselisihan. 

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar 
dengan Walikota. 

t 

Pasal 302 

(1) Penyerahan B M D  dan ba r ang pengganti d it u angkan  da lam Berita cara 
Serah Terima serta ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola 
Barang. 

(2) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
di lakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang penggenti yang telah s iap 
digunakan pada tanggal perjanj ian tukar menukar ditandatangani.  

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2 )  
di lakukan paling lama 2Z (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap 
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani. 
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( 4) Penanda tam'anan  H e i t .  l u a u  'e r  ah T v i m a  l a v a  la p,  t  i l a l u l  an d a l a n  
hal mitt  t u l t  m e n u l t  t e [ a h  m m w n h i  v l t h  t r t u u n  t h a n  e r  th 
lausu l  v a m  t e a n t u m  d. l am  p w p n / t a n  I u l o  m e n u l  

I 'asa l  tu 

A  

\4 'a hkot. b e w e n a m g  m e m b a t a l l a n  p w j n j i a n  T l  M e n k a r  s e a t  e p h .  
dalam hal B e n i t a  e a r a  Seah T e m a  t i d a l  d i t a n d a t a n g a n +  a m p a t  d e n a n  h a t ,  
w .a k t u  se baga mmana d imakud da lam  I a a l  0  avat  () « d a n  yat ( 4 )  

H a a n  K e l i m .  
H i b a h  

P a r a g r a f  1  
Prins ip mum 

P a s a l  33 0 4  

( 1 )  H ibah B M D  d i l akukan deng;an p e r t i m b a n a n  un tuk  le pent ingan :  

a. sosial; 

b. budaya; 

c. keagamaan; 

d. kemanusiaan; 

e. pendidikan yang bersifat non komersial; 

f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf f termasuk hubungan antar negara, hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah 
daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan 
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah. 

Pasal 305 

(1) BMD dapat dih ibahkan apabi la memenuh i  persyaratan: 
a. bukan merupakan barang rahasia negara; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat h idup orang banyak; 

atau 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan funsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan h ibah  ditanggun; 
sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.  
BMD yang dih ibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang 
ditetapkan da lam naskah h ibah .  
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laksanakan oleh Penge l ola  
Baran. 
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Phak yang  dapat m e n e i m a  hibah m e l i p u t t .  

a. lembaya sosial ,  le m b a t a  budaya, l e m b a a  k e a a m a a n ,  lemhay, 
emanusiaan,  atau l e m b a a  pend id ikan  yang oersifat non k o m e r i a l  

berdasarkan akta pendir ian ,  a m g a r a n  dasar/rumah t a m ' a ,  · t a t  

pernyataan tertu l is  dari i ns tans i  tekn is  yang kompeten bahwa l e m h a g ,  
yang b e r s a n k u t a n  adalah se baai  lemhag;a d imaksud ;  

b. pemerintah pusat;  

e. pemerintah daerah la innya;  

d. perorang;an atau masyarakat yang terkena bencana alam den;an 
kriteria masyarakat berpenghasi lan rendah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 

e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
I  

Pasal 307 

( 

(2) 

d 

' - (3) 

\ 

(4) 

Hibah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 

c. selain tanah dan/atau bangunan .  

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada engguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan 
sesuai yang tercantum da lam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
B M D  selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana di naksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi: 

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 
untuk dih ibahkan ; dan 

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang leb ih optimal apabi la 
d ihibahkan .  

BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapkan 
oleh Walikota. 

Paragraf 2 

Tata Cara Hibah BMD Pada Pengelola Barang 

Pasal 308 

(1) Pelaksanaan hibah B M D  yang berada pada Pengelola Barang di lakukan 
berdasarkan: 
a. inisiatif Walikota; atau 

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 306. 

(2) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf a, diawali  dengan pembentu «an 'Tim oleh Walikota 
untuk melakukan penelitian. 
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( 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

P e n e h t t a n  sebagamana d imak sud pauda  yat ( ' )  mwh ipu tt  
• penel i t ian data admin i s t r a t i f  d i lakulan ntuk menel i t t ;  

I .  s tatus dan bukt i  kepemil ilan ,  gambar i ttas i  t e r m a u k  l o a d  
tanah,  luas ,  ode barang, kode regis te r ,  nama h a r a n g ,  n i l a f  
perolehan,  dan perunt ukan ,  n t uk dat, [ M D  herupa tanah; 

'. tahun pembuatan,  kons t r uks i ,  l u a s ,  kode Brang,  kode register, 
nama barang, ni la t  pe ro lehan ,  n i l a i  buku ,  tan status kepemil ikan 
untuk data M D  berupa banyunan; 

3. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis ,  hukti kepemi l ikan ,  
ode barang, kode register, n a m a  barang, n i la i  perolehan, m i l a i  
buku, dan jumlah untuk data BMD berupa sela in  tanah dan/a tau  
bang'unan; dan 

4. data calon penerima hibah,  
b.  penelitian fisik yang di lakukan dengan cara mencocokkan fisik baran 

milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administ rat ive 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. 

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, Tim da pat  
melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompetem 
mengenai kesesuaian data calon penerima h ibah. 
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 
berita acara penelitian. 
Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Walikota untuk 
menetapkan BMD menjadi objek hibah. 
Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) Hibah dapat dilaksanakan, Walikota melalui Pengelola Barang 
meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada ca lon 
penerima hibah. 

e Pasal 309 

4 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada 
Walikota. 

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu 
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 

(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Walikota sebagaimana dimaksud 
ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana d:maksud pada ayat 
(2), Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang pal ing 
rendah memuat: 
a. penerima h ibah; 
b. objek hibah; 
c. ni la i  perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; 
d. nilai perolehan dan ni la i  buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan 
e. peruntukan hibah. 

«d  
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(3) 

() 

Pasal 1 0  

Berdasarkan eputusan pelaksanaan H ibah  swbagaimana dimaksud dalam 
Pas.al 309 ayat (33), Walikota dan pi hak penerima hibah menandatanganl 
nask.ah hibah. 
Naskah hibah sebagaimana dimaksud pat da ayat ( I )  pa l ing rendah memuat: 
a, identitas para pihak; 
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan peruntukan hibah; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak 

penerima hibah; dan 
f. penyelesaian perselisihan. 
Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola 
Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang tc lah 
dihibahkan. 

Pasal 311 

Pelaksanaan hibah BMD pada pengelola barang yang didasarkan pada 
permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana 
dimaksud Pasa\ 308 ayat (1) huruf b, diawali dengan penyampaian 
permohonan oleh pihak pemohon kepada Walikota. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. data pemohon; 

b. alasan permohonan; 
c. peruntukan hibah; 

d. jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan; 
e. jumlah/luas/volume BMD di mohonkan untuk dihibahkan; 
f. lokasi/data teknis; dan 
g. surat pernyataan kesediaan menerima hi bah. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota 
membentuk Tim untuk melakukan penelitian. 

(4) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanan serah terima pada 
pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Walikota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 308 sampai dengan Pasal 3 1 0  berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan 
pe laksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada 
permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(1) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Walikota melalui Pengelola 
Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan 
hibah, disertai dengan alasannya. 
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P ' a u ; a t  

T a t a  t a  Pelak  s a m a a n  H i b a h  I H M +  
P a d a  l e m m a  Hat  a n y !  

(+) 

( 

t. 

... 

• (3) 

Pelak s a n a a n  hibah IA MD  p l a  Pengyuna Hara ng d iawa l i  d eny ;an  
pewmbentukan T i m  I n te rna l  p a d a  P e r ,a n l a t  Dae rah o l e h  en p u n a  H a u  a n '  
u n t u k  melakukan p e n e i t i a n  
Penehtan sebagaumana d m m a k s u d  pad ayat ( I )  m e l i p u t . :  

•  penel i t ian data adminis t ra t i fmel ipu t i :  

I .  status dan bukti  kepemil ikan ,  gambar s i tuas i  termauk lokai 
tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, n i l .  
perolehan, dan peruntukan, untuk data MD berupa t a n a h ,  

• tahun pembuatan, konstruksi ,  luas,  kode b a r n ,  kode r e · t e r ,  

nama barang, ni la i  perolehan,  n i l a i  buku,  dan status kepemi h ilan  
untuk data B M D  berupa bangunan;  

3. tahun perolehan, spesif ikasi/ identitas teknis, bukti ke pemilk,an ,  
kode barang, kode register, nama barang, n i la i  perolehan,  n i l a  
buku, dan jumlah untuk data B M D  berupa se la in  tanah dan/a t.u  
bangunan; dan 

4. data calon penerima Hibah. 

b. penelitian fisik dilakukan dengan cara mencookkan fisik B M D  yang 
akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) huruf a. 

Hasi l  penel i t ian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan da lam 
berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan T i m  kepada P e n g g u n a  
Barang.  
Berdasarkan berita acara h a s i l  p e n e l i t i a n  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  
ayat (3), Pengguna Barang mengajukan permohonan h i b a h  kepada 
Pengelola Barang yang m e m u a t :  
a. data calon p e n e r i m a  h i b a h ;  

b. alasan u n tu k  m e n g h i b a h k a n ;  

c. data d a n  d o k u m e n  atas tanah d a n / a t a u  b a n g u n a n ;  

d. p e r u n tu k a n  h i b a h ;  

e. ta h u n  perolehan; 

f. status dan bukti kepemil ikan;  

g. nilai perolehan; 

h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk 
dihibahkan; dan 

i. lokasi .  

(5) Penyampaian surat permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat ( ·4 )  
disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.  

(6) Tata cara penelit ian barang mil ik  daerah yang akan dihibahkan van;; 
berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 1  
ayat (4) berlaku mutatis mutandis  terhadap ta ta  cara penel i t ian at.s 

permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Peng;elol 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .  

- 
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P a s . l  1 I  

( I  e n e l o l a  H a r  am m e m g a f u n  p w m o h o n a n  p e r s e j u a n  h i h a h  e p u l  

Wahkot. 
Dalam hal  bah m e m e l u l a n  p e s e t u j u a n  D P ' R D ,  W a i k o t .  t e r l e h i h  d a h l u  
m e m ; a l .a n  p e m o h o n a n  pet  e t j u u a n  I i bah  epada  D P [ R D  
\pall p e m o h o n a n  Hi bah d i s e t j u t  o leh Wal iko ta  cha a i m a n a  d i m a l · l  
pad a v a t  ( I )  atau d i se tu ju i  DP 'RD « e h a g a m m a n a  « d m m a k s u d  pau da ayat ( Z ) ,  
Wahkota  menetaplan pw laksanaan  h i b a h ,  yang pa l i ng  rndah memu.t 

•  p e n e r i m a  h ibah ;  

b. obek hibah;  

(7) 

(6) 

(5 

e. mla i  perolehan dan n i l a i  buku t e rha t d ap  barang yang dapat  d i l akukan  
pe nyusu tan ,  u n t u k  t anah dan/a tau  bangunan ;  

d. mlai  perolehan dan n i l a i  buku terhadap barang, yang dapat d i l akukan  
penyusutan ,  untuk se la in  tanah dan/atau bangunan ;  dan 

e. peruntukan hibah. 

Apati la  permohonan Hibah t idak disetujui ,  Walikota me la lu i  Pen;elola 
Barang, menerbitkan surat penolakan kepada Pengpuna Barang yang 
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. 
Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada 
yat (3) ,  Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangant  
naskah hibah yang pal ing rendah memuat: 
a. identitas para pihak; 

b. jenis dan ni la i  barang yang dilakukan hibah; 

c. tujuan dan peruntukan hibah; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

c. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajihan kepada p ihak 
pener ima hibah; dan 

f. penyelesa ian perselisihan . 

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola 
Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang 
dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima. 
Serdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah 
dih ibahkan .  

(8) Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain 
tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan 
untuk dihibahkan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 307 ayat (2)  dan 
ayat (3) huruf a sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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H a t a n  e e m m  

e n v e t a a n  Modal  P e m w i n t a h  D a e 1 a l  

P a t a g a t  I  

P i n s i p  mum 

(1 

(3) 

(4) 

" 

Penyertaan modal pemerintah daerah at as B M D  d i l ak ukan  da l am  r a n g ,  

pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja B a d a n  Usaha M i l i l  
Negara/Daerah atau badan hukum la in nya yan d imi l i k i  Negara e » u a i  

dengan ketentuan peraturan perunt lang-unt dang ;an 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pa«la a y t  

(1) dilakukan dengan pertimbangan: 
a. B M D  yang dari awal pengadaannya sesuai d o k u m e n  p e n g a n g i a r a n  

diperuntukkan bagi Badan Usaha M i l i k  Negara/Daerah atau batdan 

hukum lainnya yang d i m i l i k i  Negara d a l a m  rangka p e n u g a s a n  
pemerintah; atau 

b. B M D  lebih optimal a p a b i l a  dikelola oleh Ballan Usaha M i l i k  
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki  Negara baik 

yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 
Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 
BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan d.lam 
penyertaan modal Pemerintah Daerah kepadc Badan Usaha M i l i l  
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi 
kekayaan yang dipisahkan sesuai ketentuan perauran perundang­ 
undangan . 

Pasal 315  

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Walikota; 

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan .  
(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan, oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Walikota, sesuai batas kewenangannya. 

(3) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota, sesuai batas 
kewenangannya . 

(4) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara la in meliputi tanah 
dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk 
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam 
dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
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(5) B M D  sela in t anah  dan/a tau  b a n y u n a n  yany h e t a d a  p a d a  lengyuna I a t a n  

sebagaimana d imaksud pat da  a y a t  ( I )  h u r u l  t  a n t . r a  l a i n  m e l i p u t f :  
a. MD sela in tanah dan/atau bangunan y a n g  d a r t  awal p e n g a t d a a n n y .  

untuk diser takan sebagai modal P e m e r i n t a h  D a e r a h ;  
b, B M D  sela in t a n a h  dan/atau  banyunan y a n g  l ob ih  o p t i m a l  u n t u l  

d i s e r t a k a n  s e b a a i  modal Pemerin tah  Daerah,  
(6) P e n y e r t a a n  modal Pemerintah D a e r a h  di laksanakan hert d asarkan ana l i % . t  

kelayakan investasi  m e n e n a i  penyertaan modal  s e s u i a i  l e t e n t u a n  
peraturan perun«dang-undang;an. 

P a r a g r a f  2 

Tata Cara Penyertaan M o d a l  P e m e r i n t a h  D a e r a h  Atas B M D  p a d a  P e n g e l o l a  
B a r a n g  

Pasal 3 1 6  

(1) P e n g e l o l a  B a r a n g  m e l a k s a n a k a n  p e n i l a i a n  d e n g a n  m e n u g a s k a n :  
a. P e n i l a i  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  Pasal 252, u n t u k  tanah 

dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; 
b. Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan Pen i l a i  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, untuk selain tanah 
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal .  

Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota. 
Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: 
a. hasil anal is is kelayakan investasi yang di lakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. data administrative meliputi: tahun perolehan, spesifikasi/identitas 

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, 
dan nila i  perolehan atau nilai buku; 

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, 
sebagaimana dimaksud, d a lam Pasal 314 .  

Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal 
pemerintah daerah dan/atau Perangkat Daerah cerkait, yang dituangkam 
dalam dokumen ha s i l  kaj i a n .  
Apabila berdasarkan hasi l  kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 )  
penyertaan modal Pemerintah Daerah layak di iaksanakan, maka ca lon 
penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah menyampaikan surat 
pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah 
yang berasal dari B M D .  

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota. 

Pasal 3 1 7  

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal 
Pemerintah Daerah kepada Walikota. 

(2) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan 
DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan 
kepada DPRD. 
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(3) 

(4) 

(5) 

( 

(2) 

(3) 

Apabila permohonan tidak d isetu ju l  oleh Wa l i k ota  sebagaimana d imakutl 
pada ayat ( 1 )  atau t idak d isetu ju t  oleh DPRD sehagaimana dimaksut l  pa«la 
ayat (2 ) ,  Wal ikota melalui  Pengelola arang member i tahukan pada ca lon 
penerima penyertaan modal d iser ta i  dengan a la s » an .  
Apabila permohonan penyertaan modal pemerin tah  daerah atas 1 M D  
disetujui oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  atau dietujui 
oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mene tapkan  
keputusan atas BMD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal .  
Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentan 
penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai tahapan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 318  

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah 
Daerah berpedoman pada keputusan Walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 317 ayat ( 4). 
Berdasarkan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota sebaga imana 
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan 
penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan cla lam 
Berita Acara Serah Terima. 
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah 
dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah. 

Paragraf 3 
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas BMD Pada Pengguna 

Barang 

Pasal 319 

f  

() 

(2) 

Dalamhal BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 
dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna 
Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usu! kepada Walikota 
disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa: 
a. data administratif, meliputi: 

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya; 
2. nilai realisasi pe laksanaan anggaran; dan 
3. keputusan penetapan status penggunaan. 

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan 
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Da lam hal penyertaan moda l  pemerintah daerah yang diarahkan untuk 
optimalisasi BMD, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang kepada Walikota discrtai pertimbangan dan kelengkapan 
data berupa :  
a. data administratif, antara la in mcliputi : tahun perolchan , 

spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode 
register, nama barang, dan nila i  perolehan atau n i l a i  buku; 

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan m o d a l  
sesuai ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .  
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(33) Tata cara p e n v e r t a a n  moda l  P e m e i n t a h  D a e r a h  m e n g e n a i  p e n i l a i a n  
sampai lemgan e r a h  t e r i m a  h a t  a n y  v a n  t i e r t .a l  an w h a g a i  p e n y e r t a a n  
modal p e m e n t a h  d a e r a h  yamg b e r a d a  pada  l e n g e l o l a  H a r a n g  e b a g a n a n .  
dimaksud d a l a m  Pasal  1 o  s a m p a i  d e n a n  P a · a l  1  b e r l a k u  m u t a t i  

mutand i s  pau da  pen i l a i an  sampa i  t lengan e r a h  t e r i m a  h a r a n g  y· Any aka 
d i s e r t a k a n  sebaga p e n v e r t a a n  modal  p e m e i n t h  dae rah yang hera t d a  pal 

pemtg;una baram 
(4 )  Berdasa rkan  eri ta  eara Serah Ter ima lengpuna Hara ng m e n g a j u k a n  

usulan penghapusan M D  yang t e l a h  d i j a t d i k a n  p w n y e r t a a n  modal 

Pemerintah D a e r a h ,  

BAI XI  

P E M U S N A H A N  

Bagian Kesatu 
Pr ins ip  Umum 

Pasal 320 

( 1 )  Pemusnahan B M D  dilakukan apabi la :  
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkar, dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan; atau 
b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan Walikota, untuk BMD pada Pengguna Barang. 
(3) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 

persetujuan Walikota, untuk BMD pada Pengelola Barang. 
(4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) 

dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Walikota. 
(5) Pemusnahan dilakukan dengan cara: 

a. dibakar; 
b. dihancurkan; 
c. ditimbun; 
d. ditenggelamkan; atau 
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang 

Pasal 321 

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahn B M D  kepada 
Walikota. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pal ing sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasan pemusnahan ;  dan 
b. data BMD yang diusu lkan pemusnahan ,  mel iput i :  

1. kode barang; 
2. kode register; 
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d 

, nama b a r a m s  

4 .  t a h u n  p w r o l e h a n .  

'i. spesi fiasi b a t  a m t  
o o n d i s i  bar  an y '  

umlah b a 1 a n y '  
•  b u k t i  k e p e m i l i a n  u n t u l  I M D  van h a w s  d i l e n g l a p i  dengan b k t r  

epemih ilan ;  
o, n il  p e r o l e h a n ;  dan  

0. ni l. i  buku un tuk  M D  yang dapa t  d i l a k u k a n  p e n y u u t a n .  
(3) P e m a m u a n  pe rmohonan sebagaimana dimaksud p a t d a  a y a t  ( I )  d i lengkap i  

dokumen pendukung mel ipu t i :  
•  s u r a t  p e r n y a t a a n  d a r i  P e n g ; u n a  H a r a n g / K u a s a  P e n g u n a  B a r a n ;  van 

pal ing rendah memuat:  
•  i d e n t i t a s  Pengguna Barang/Kuasa P e n g p u n a  B a r a n g ;  dan 

•  p e r n y a t a a n  b a h w a  B M D  t i d a k  d a p a t  d i g u n a k a n ,  t i d a k  d a p a t  
d i m a n f a a t k a n ,  d a n / a t a u  t i d a k  d a p a t  d i p i n d a h t a n g a n k a n  a t a u  
a l a s a n  l a i n  s e s u a i  d e n g a n  ketentuan peraturan perunda ng­  
undang;an. 

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk B M D  yang harus di lengkapi den; ;an 
bukti kepemilikan; 

c. kartu identitas barang, untuk B M D  yang harus dilengkapi dengan kartu 
identitas barang; dan 

d. foto B M D  yang diusulkan pemusnahan .  

Pasal 322 

() 

(3) 

'" • 

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 321. 
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pcn e l it ia n  kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
pemusnahan BMD; 

b. penel it ian data administratif; dan 

c. penelitian fisik. 

Penelitian data administratif s e b aga ima n a  dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan untuk meneliti a ntar a  l a i n :  
a. kode barang; 

b. kode register; 

c. nama barang; 

d. tahun perolehan; 

e. spesifikasi barang; 

f. kondis i  barang; 

g. jumlah barang; 

h. bukti kepemil ikan untuk B M D  yang harus di lengkapi  dengan bukti  
kepemil ikan; 

i. ni la i  perolehan; dan/atau 

j .  ni lai  buku, untuk B M D  yang dapat d i lakukan penyusutan. 

t  +  
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[4) Pene ht ian  t i s i k  sebaga imana d i m a k  sud p u d a  ayat ( Z )  h u r n f  « d i l a k u k a n  
dentan v a r a  m e n e o o k l a n  f i s ik  b u  any mi l i!  d aeah yang alan 
d imusnahkan  deng tan d a t a  a d m i n i s t a t i f  ebagaimwna « d i m a l t d  path. yl 
t.) 

[5) Pengelola B a r a m  menvampa ikan  h a i l  p e n e l i t i .a n  w b a  g a i m a n a  d i m . u u d  

pala ayat [ .' )  le pada Wallo t .  e h a y a i  D a h a n  p e r t i m b a n p a n  p e r · e t j u n  
pemusnahan ba ran mil ik daerah,  

Pas.al 32 

( l )  Apabila permohonan pemusnahan B M D  t idak d isetuju i ,  Wahkot. 
memberitahukan kepada Pengguna Barang melalu i  Pengelola Barang yan; 
mengajukan permohonan disertai dengan a lasan .  

(2) Apabi la permohonan pemusnahan B M D  disetujui, Walikota menerbtkan 
surat persetujuan pemusnahan B M D  yang pa l ing rendah memuat:  
a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan meliputi :  kode barang, 

kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, 
kondlsi barang, jumlah barang, ni la i  perolehan, dan ni la i  buku untul  
BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
Pemusnahan kepada Walikota. 

(3) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMD.  

(4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan pal ing lama 
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan 
BMD oleh Walikota. 

(5) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang 

Pasal 324 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan pemusnahan B M D  kepada 
Walikota. 

(2) Ketentuan mengenai permohonan permohonan pemunahan B M D  pada 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap permohonan pemusnahan B M D  pada 
Pengelola Barang. t 

Pasal 325 

(1) Walikota melakukan penelit ian terhadap permohonan usulan pemusnaham 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penel i t ian terhadap permohonan 
pemusnahan B M D  pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud da lam  
Pasal 322 berlaku secara mutat i s  mutand is  terhatap t ta cara penel i t ian 
terhadap permohonan pemusnahan B M D  pada Penge lola Barang. 

' 
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(3) Apalla p e r m o h o n a n  pe m u n a h a n  [ M D  t i d a l  d e e t u j u i ,  W.lot 

member i t a h u k a n  le pada engelola H a a n  d i e 1 t a  den gan  a l . n  
(4)  \pall pe rmohonan  p w m s n a h a n  M D  ie t u j u i ,  Wlikota  m e n e r b t k a  

sur  at p e r s e t m u a n  pwmusnahan  [ M D  y a n g  pa l i ng  t e n d a h  memtat :  
•  data [ M D  yang d i s e t u j u i  u n t u k  d i m u s n a h k a n  mel ipu t i :  k o d e  b a r n ,  

ode r eg i s ter ,  nama barang, t a h u n  pw ro leh  mi ,  peifikas i  barang, 
ondis i  barang, jumlah barang, n i l a i  perolehan ,  d a n  n i l a i  b u k u  untuk  

M D  yang dapat  d i l a k u k a n  penyusu tan ;  dan 
b. kewan iban P e n e l o l a  B Harang untuk melaporkan pe laksana.an  

pemusnahan kepada Wal iko ta .  
(5) Berdasarkan persetujuan pemusnahan B M D  scbagaimana d imaksud  pad. 

ayat (4) ,  Peng;elola Barang melakukan  pemusnahan  B M D .  
(6) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1  

dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan d i laksanakan pa l ing l a m .  

I  (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan B M D  dari Wal ikota 
(7) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD. 

BAB XII 
PENGHAPUSAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 326 

(1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: 
a. penyerahan BMD;  

b. penga l ihan status penggunaan BMD ;  
c. pemindahtanganan atas BMD ;  

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum t2tap dan sudah 
tidak ada upaya hukum lainnya ;  

e. menja lankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pemusnahan; at.au 

g. scbab lain .  
(2) Sebab la in sebagaimana d imaksud pada ayat (2) huruf g merupakan sebab 

yang secara normal dipert imbangkan wajar menjadi penyebab 
penghapusan, seperti, h i lang karena kecurian, terbakar, susut, menguap,  
mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (/orce 
majeure). 

Pasal 327 

(1) Penghapusan B M D  mel iput i :  
a.  penghapusan dari Daftar Barang Pengguna lan/atau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna d i l a k u k a n  dalam hal  B M D  sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; 

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola d i l a k u k a n  d a l a m  hal  B M D  

sudah tidak berada dalam penpuasaan Pengelola Barang;  dan 
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e pemg thapusan d a i  D a t t a  [ 1 M D  d i l a k l a n  da lam  hal terjadl  p e n g h a p a n  
ebagammana imaksud pau la  h u u l  a  dan h u t  h  d i s · h a h k a n  k a t e n .  
I pemindahtanganan a t , s  I H M D ;  

. . p u t u s a n  p e m a d i l a n  yang te lah b e r k e k u a t a n  hukum  tetap « d a n  dah 
t idak ada upaya hukum la innya;  

3, menfalankan k e t e n t u a n  un« dang-unt da ny;  

4 .  pemusnahan;  atau 

5. sebab l a in .  

(2) Peng;hapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  untuk B M D  pad 
Peng'guna Barang di lakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  untuk B M D  pad. 
Pengelola Barang di lakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan 
oleh Walikota. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk BMD yang dihapuskan 
karena: 

a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 45 
sampai dengan Pasal 48; 

b. pernindahtanganan ; atau 
c. pemusnahan. 

(5) Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan BMD berupa 
barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna 
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(6) Pelaksanaan atas penghapusan B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
<  dan ayat (5) dilaporkan kepada Walikota. 

d 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penghapusan BMD Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa 

Pengguna Barang 

Pasal 328 

(1) Penghapusan karena penyerahan B M D  kepada Walikota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf a di lakukan oleh Peng;gun. 
Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengeloa Barang menerbitkan 
keputusan penghapusan BMD ,  

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pa l ing lama 1 (satu) bu lan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang terhitung sejak tanggal Berita Acara 
Serah Terima penyerahan kepada Walikota. 

(3) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD sebagaimana dimaksued 
pada ayat (1 )  kepada Walikota, dengan melampirkan: 
a. keputusan penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Walikota. 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayU 

(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan B M D  pada d.at tar  
MD. 

Dipindai dengan Cam Scanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


( I )  Pe rubahan  D a t t a r  a r a n g  Pengyuna dan/a tau  Daf t.r  H a r a n g  K u s .  
Peng'guna sebagait aki bat  d a r t  pe nyera han D M D  kepada Wal ikota harus  
die antumkan da lam La poran  Semesteran t dan Laporan Tahunan  Peng'una 
Barang dan/atau Kuasa Pengptuna Harang 

(2) Pe rubahan  Dattar M D  sebagai ak i hat  pe nyerahan B M D  dari  P e n ; u n a  
Barang epada al iko ta  harus t d i can tumkan «dalam laporan s e m e s t e r a n  
dan laporan tahunan.  

Pasal 330 

( 

(-) 

(3) 

(5) 

Penghapusan karena pengal ihan status penggunaan B M D  kepada 
Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud da lam Pasal 326 aya ( 1 )  
huruf b di lakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan setelah 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD. 
Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pa l ing 
lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang terhitung sejak 
tanggal Berita Acara Serah Teri ma pengalihan status penggunaan BM D. 

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Wal ikota 
dengan me lamp irkan :  
a. keputusan penghapusan; dan 
b. Serita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan BMD.  
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar 
BMD. 

Pasal 331 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan 
BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan 
tahunan .  

Pasal 332 

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 326 ayat (1) huruf  c  d i lakukan oleh P ngguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pa l ing lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima. 

(4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD 
disampaikan kepada Penguna Barang disertai dengan: 
a. Risalah Lelang; cdan Beri ta  Acara Serah Terima, da lam hal 

pemindahtanganan di lakukan da lam bentuk penjualan secara le lang; 
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(6) 

b. Derita Aera Serah Terima, dalam h a l  pemindah tan ganan d i lak ukan 
dalam bentuk p e n j u a l a n  t anpa le la ny,  t u k a r  menukar ,  dan pwnye r t aan  
molal pemerintah daerah; dam 

e. B e r i t a  Aeara Serah ' T e r i m a  dan naskal  h i b i h ,  dalam hal  
pemindahtang;anan d i lakukan dalam b e n t u k  h i b + a h ,  

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (·4) kepada Walikota dengan melampirkan: 
a. Keputusan Penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hi bah.  
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapus B M D  dari Daftar BMD.  

Pas.al 333 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtang;anan 
harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang; 
Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/tau 
Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan karena 
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporaa semesteran dan 
laporan tahunan. 

Pasal 334 

" 0  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang­ 
Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan B M D  kepada 
Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi 
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, ni la i  buku, dan/atau ni lai perolehan. 

Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling randah harus dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan 

oleh pejabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
Pengelola Barang melakukan penelit ian terhadap permohonan 
penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 
Penelit ian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) met iput i :  
a. penelitian data dan dokumen BMD;  
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek 

putusan pengadilan yang telah memperoleh keluatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lain nya; dam 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperluk, n. 
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P e n e h t i a n  l a p a m a n  sebagammana d i m . l e d  path a y a t  () h u r f  «  

h l a k u h a n  u n t u l  m e m a t i k a n  k e s e s u a i a n  anta ra 1HD y n g; m e n j a d i  obe 

p u t u s a n  p e n g a d i l a n  dengan B M D  y a n y  m e n j a t d i  o h j e k  permohonan 

penghapusan. 
B e r d a s a r k a n  ha s il  p e n e l i t i a n  sebagaimana d i m a k s u d  pad ayat ( 5 ) ,  

Peng;elola B a r a n  mengajukan p e r m o h o n a n  persetu j u a n  k e p a t d a  W a l i k o t a .  

( 1 )  A p a b i l a  p e r m ohonan penghapusan B M D  sebagaimana dimaksud da l am  
Pas.al 334 ayat (2) t idak disetujui ,  Walikota mela lu i  Pengelola Baran, 
memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.  

(2) Apabila permohonan penghapusan B M D  disetujui ,  Walikota menerb i tkan 
surat persetujuan penghapusan BMD.  

(3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, diantarany.a 
meliputi: 
a. kode barang; 

kode register; 

nama barang; 

tahun perolehan; 

spesifikasi/identitas teknis; 

kondisi barang; 

jurn lah ; 

n i la i  perolehan ; 

nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan 

kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
Penghapusan kepada Walikota melalui Pengelola Barang. 

Pasal 336 

(1) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

335 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang. 

(2) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan 
penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 
Kuasa Pengguna. 

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang terhitung sejak tanggal 
persetujuan penghapusan BMD dari Walikota. 

(4) Pengguna Baran melaporkan penghapusan kepada Walikota dengan 
melampirkan keputusan penghapusan BMD.  

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapuskan B M D  dari Daftar BMD.  
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( 1  P e n h a p s a n  sebagamana l i m a l e a d  da lam  I ' a l  ,  4  a m p a l  den  
Pasal Ao hamya d i l a l l a n  l a e n a  a t l a n y a  pu t t wan  p e n g a u i l a n  yang t e l a h  
memper oleh Iekua tan  h l m  ttap  dan  lah t i d a l  la u p.ya h u k u m  
l a m v a .  

[.) P e r u b a h a n  D a t t a  aran P e n g u n a  t d a n / a t a u  D a t t . r  Harang K u . .  

Pemtuna sebagait a l i b a t  dar t  p u t t » a m  p e n g a d i l a n  any t e l a h  m e m p e o l e h  
kekuatan h u k m  t e t a p  h a r s  iean tumlan  da lam  lpur n s e m e s t e r a n  t d a n  
laporan tahunan Peng' y 'una H a r a n g  t d an/a t au  Kua»a  Per4yuna Iarany 

(3) Perubahan Dattar M D  sebayai a k i b a t  dari  p u t u s a n  pen;adi lan yang t e l .a h  
memperoleh kekuatan h u k u m  t e t a p  harus d ieantumlan da lam  l a p o t  an 
semesteran dan laporan tahunan .  

penel it ian terhadap permohonan 
Barang sebagaimana dimaksud pad. 

(4) 

[ I )  P e n g h a p u s a n  arena melaksanakan k e t e n t u a n  p e r a t u r a n  perundan;­  
undangan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 33 2 6  ayat ( I )  huruf e d iaw.a l i  
dengan pengajuan permohonan penghapusan B M D  oleh Penguna Baran 
kepad.a Walikota melalui Pengelola Barang. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pa l ing rendah memuat :  

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan,  yang seku rang­  
kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nam. 
barang, jenis, identitas, kondisi ,  lokasi ,  n i la i  buku, dan/atau n i l a i  
perolehan. 

Pengelola Barang melakukan 
penghapusan BMD dari Pengguna 
ayat ( 1 ) .  
Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola 
Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota. 

(3) 

Pasal 339 

(1 )  Apabila Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 338 ayat (4), Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapus.an.  

(2) Surat persetujuan penghapusan B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat:  

a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan,  yang pal ing rendah 
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang. 
spesifikasi/identitas teknis, jenis ,  kondis i ,  jumlah, n i la i  buku ,  
dan/atau ni la i  perolehan; dan 

b. kewajiban Pengpuna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Wal ikota .  

(3) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
Pengguna Barang melakukan penghapusan B M D  dari  Daftar P e n g ; u n a  
B a r a n g  d a n / a t a u  Daftar B a r a n g  K u a s a  Penguna dengan b e r d a s a r k a n  
k e p u t u s a n  p e n g h a p u s a n  P e n g e l o l a  B a r a n g .  

(4) K e p u t u s a n  p e n g h a p u s a n  B M D  sebaaimana d i m a k s u d  pada ayat (33) 
d i te r b i t k a n  p a l i n g  l a m a  I  ( s a t u )  D u l a n  o l e h  P e n e l o l a  B a r a n g  t e r h i t u n g  
sejak tan;pal p e r s e t u j u a n  W a l i k o t . .  
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Pas .al  4 0  

P e n g ' u n a  H a r a n g  m e l a p o l o a n  pw mghapu w ·an  M D  ke pada W a l i k o t a ,  
den;tan m e l a m p l a n  k v p u t u w s a n  pwnphapus »an  y a n g  « d ile luarkan o leh  
Pengelola au any  ebagaimana d imaloud d a l a m  P a · a l  ' 1J9  ayat (4) .  
e r d a s a r a n  e p u t u s a n  penghapusan whagamnana d i m a  sud da l am asa l  
.39 avat ( 4 ) ,  Pengelola H a r a n g  m e n g h a p u k a n  M D  dar i  D a f t . r  M D .  

P e u b a h a n  Da t tar  Hara ng P e n g u n a  d a n / a t a u  Dafar  B a r a n  K u a .  
Pemgs'una sebagai ak ih at  t d ar i  melaksa nakan  ketentuan pwraturan  
pe run « d ang-unu damtan  har ts  t d i e a n t u m k a n  « d a l a m  L a p o r a n  semesteran « d a n  
l aporan t a h u n a n  Pengyuna H a r a ng  « d a n / a t a u  K u a s  Peng;una B a r a n .  

Perubahan D a t t a r  B M D  sebagai a k i b a t  dar i  m laksanakan  k e t e n t u a n  
peratu ran perun « d ang-nda ngan haru t s ,  d icantumkan  da lam l p o r a m  
semesteran d a n  l a p o r a n  tahunan .  

P a s a l  3 4 1  

P e n g h a p u s a n  B M D  k a r e n a  p e m u s n a h a n  p a d a  P e n g g u n a  B a r a n ,  
sebagaimana d i m a k s u d  d a l a m  P a s a l  3 2 6  ayat ( 1 )  h u ruf  f  d i lakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.  
Penghapusan BM D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i lakukan sctelah 
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.  
Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan terh i tun; ;  
sejak tanggal berita acara pemusnahan. 
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota 
dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksua d  
pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang me nghapu ska n  B M D  pada Daftar BMD. 

Pasal 342 

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Dafar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam 
Japoran semesteran dan laporan  tahunan pengguna arang atau kuasa 
pengguna barang. 
Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahan harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 343 

(1) Penghapusan karena sebab l a i n  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 
ayat (1) huruf g di lakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada 
Walikota melalu i  Pengelo l a  B a r a n g  yang sedikitnya memuat: 
a .  p e r t i m b a n g a n  d a n  alasan p e n g h a p u s a n ;  d a n  

b. data B M D  y an g  d i m o h o n k a n  u n t u k  d i h a p u s k a n ,  d i a n t a r a n y a  m e l i p u t i  
ta h u n  pe r o le ha n ,  kode barang, kode register, n a m a  b a r a n g,  j e n i s .  
identitas, k o n d i s i ,  l o k a s i ,  n i l a i  b u k u ,  d a n / a t a u  n i l a i  p e r o l e h a n .  

f  
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P e r m u h o n a n  pen;haps.an  M D  e h . m a m a  i m . l a d  p.la aya t  ( 2 J  
dapat  d ia mulan a e n a  a l a  
a. lam a e n a  k e « f a n ,  

h. t e h l a r ,  s u s n t ,  mwny 'na p,  m e n u a n ,  a u d a l u w a t ' a ,  m a t i  n t u l  
h e w a n / i k a n / t a n . m a n ,  au 
eadaan laha r  ( / or e  mafeur e) 

( 4 )  P e r m o h o n a n  p e m h a p u s a n  H M D  den;an a l a a n  h i l a n g  a r e n a  k e t u r a n  
seb agaimana d i m a k s u d  pada ayat  () h u u t  a  h a m ,  d i l e n k a p i  
a. s u r a t  k e t e r a n a n  d a i  K e p o l i s i a n ;  « dan 
b. s u r a t  heteramgan d a r i  Peng;una H a r a n g / K a s a  lengyuna a r a n g  yn; 

sehurany-uram'nya m e m u a t  

I .  iden t i tas  Pengguna arang/Kuasa Penguna  B a r a n ;  

•  pernyataan m e m e n a i  atas k e h e n a r a n  p e r m o h o n a n  « dan M D )  
t e r s e b u t  h i lang  k a r e n a  k e c u r i a n  serta ti dak  d a p a t  d i k e t e m u k a n ;  
dan 

33. pernyataan apabi la  di k e m u d i a n  h a r i  d i t e m u k a n  bukti  b a h w a  
p e n h a p u s a n  B M D  d i m a k s u d  d i a k i b a t k a n  adanya u n s u r  k e l a l a i a n  
d a n / a t a u  kesen gajaa n d a r i  Pejabat yang mengunakan / 
penangpung jawab B M D  /  Pengurus Barang tersebut, maka t idak 
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan d ikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Permohonan penghapusan B M D  dcngan  a las a n  tcrbakar, susut, rncnguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) huruf b harus di lengkapi:  
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengcn ai  
kebenaran permohonan yang diajukan. 

c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa 
BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati  
untuk hewan/ikan/tanaman ;  dan 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c di l a mp ir i  has ii 
laporan pemeriksaan/penelitian. 

(6) Permohonan penghapusan BMD dengan a lasan keadaan kahar (force 
majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus d i l engkapi :  
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 

1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau 

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (/orce 
majeure); dan 

b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kanar (force majeure) 
dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

Pasal 344 

(1) Pengelola Barang melakukan penel it ian terhadap permohonan 
penghapusan B M D  dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud da lam 
Pasal 343 ayat (3) .  

(2) Penelitian sebagaimana d imaksud pada ayat (1 )  meliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 
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h p e n e h i t i n  t  lmim«t r  t i t  « e l i k i t m  t e t h d p  lode B a n g ,  ode 
r v g m e t e r  r m  b i n s  t h u n  pw t o leha n ,  p w i f i k a i / i d e n t i t .  [ I M ,  
w n w t p n  s t t u  p w n s n n a n ,  h k t i  e p w m i l i l n  n t u  [HMD) yam' 

h r s  h l e n p i  e n a n  b k t i  kepemi l ikan ,  n Ii b u ,  da mn/tau n i l  i  

p e r v l e h a n  l n  

p e n e h t i a n  h i s i k  n t h  p w m u h w n n  p w n h p s a n  a r e n a  a l a .  
e c b a n a  mad sud d. l a m  las,l  4 t  .at () h u r u f  b  d a n  h r  f  

n  l i p w h k .  
t 3 )  R e n d s k a n  h a s t l  p e n e h t i a n  s w h a a i m . n a  d i m a k s u d  pad ayat ( I ) ,  

Penelola R a r a n g  memgam ukan p w m o h o n a n  p w s v t j u a n  kepad Wal iot.  

untuk p e m s h a p u s a n  M D  I r e n a  sebab l a i n  

( I )  Apabila p e r m o h o n a n  p en gh a p us a n  s e b a ga i m a n a  d i m a k s u d  «dalam as . l  
3 4 3  ayat ( .3) ti dak d i s e tu ju i ,  Wa l ikota  memberi tahukan kepada Peng;pun. 
Barang; melali Pengelola Barang diser ta i  dengan a lasan .  

[.} Apabla pe rmohonan  peng thapusan se baga imana d imaksud da lam .s. l  

3 4 3  ayat ( 3 )  diset ujui ,  Wal ikota menerb i tkan surat perse tupan 
penghapusan B M D .  

(3) Surat persetujuan penghapusan B M D  sebaga imana d imaksud pad ayat 

(2) memuat data B M D  yang disetu jui  untuk d ihapuskan,  yang s e k u a n g ­  
kurangnya meliputi: 
a.  kode barang; 

kode register; 

nama barang; 

tahun perolehan; 

spesifikasi/identitas teknis; 

kondisi  b a r a n g ;  

jumlah;  

ni lai  perolehan; 

n i la i  buku u n t u k  B M D  yang dapat di lakukan penyusutan; dan 

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Walikota. 

(4) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana d imaksud pada ayat ( 3 )  
Pengelola Barang menetapkan keputusan penglapusan pal ing lama I  
(satu) bu lan terhitung sejak tanggal persetujuan. 

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan B M D  dari Daftar Barang 
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdas.ark.an 
Keputusan Pen;hapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) .  

Pasal 3 4 6  

( 1 )  Pengguna arang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikot. 
dengan melampirkan keputusan penghapusan B M D  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 345  ay.at (4) .  

(2) Berdasarkan keputusan penphapuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  Pengelola Baran menghapuskan D M D  dari  Daftar B M D .  

(3) Perubahan Daftar Barang Pengpuna dan/atau Daft.ar Barang Kua5a 

Penppuna s e b a a t  ak ibat  dari sebab l a i n  harus  diea tumkan dalam l a po ran  
semnesteran dan laporan t ahunan  Pen gpuna  Harang dan/atau K u.s.a  
Penguna B a r a n .  
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(4) Perubahan Dattar  [ M D  ehagal  ak tha t  d a r t  bah l a in  h a r t s  d icantumkan 
da lam  l apo ran  semester  an t d an  l a p o r n  t a h u n a n  

( I )  Penhapusan ka rena  penyerahan B M D  kepada Pengguna arang 

sebagaimana dimaksud da lam  Pasal 26 ayat ( I )  huruf  a  d i lakukan oleh 
Pengelola Harang setelah Walikota menerbitkan keputusan penghapusan 

MD. 
[.) Keputusan penghapusan B M D  sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  pa l ing 

lambat I (sa tu)  Dulan di terb i tkan oleh Walikota terhitung sejak tang;al 
Beri ta Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang. 

(3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Wal ikota 
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah 
Terima penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana dimaksud 
pad.a ayat (2). 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2),  Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan B M D  pada 
Dattar BMD. 

(5) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD 
kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan pengelola barang. 

(6) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kcpada 
Pengguna Barang harus dicantumkan da lam laporan semesteran dan 
Iaporan tahunan .  

Pasal 348 

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada Pihak Lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf c d i lakukan oleh 
Pengelola Barang setelah Walikota menerbitkan keputusan penghapusan 
BMD. 

(2) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Walikota terhitung sejak tanggal 
Berita Acara Serah Terima. 

(3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota 
dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, apabi la 

pemindahtanganan di lakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; 
b. Berita Acara Serah Terima, apabi la pemindahtanganan dilakukan 

dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan 
modal pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabi la  
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana imaksud pada ay.at 
(3), Pengelola Barang menghapuskan M D  dari Daftar BMD.  

(5) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat  dari pemindahtanganan 
BMD harus dicantumkan dalam laporan barang emesteran dan tahunan 
Pengelola Barang. 
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[6) P e r u b a h a n  D a t t .  M D  rbagai al 1 hat  d a t  pemtm r l ah targann H M D  h a r t  

le a n t u m a n  la lam  I a p o t  an [ M D  e n w t e t  an t d a n  t a h u n a n  

( I )  Penhapusan arena audanya p t u s a n  pengadi lan yang telah memperoleh 
ekuatan hukum te tap t d an  sudah t i « d ak  atda pay hukum L a i nny 
sebagaimana imaksud dalam Pasal 126 ayat ( I )  huruf d d i l akukan olel 
Peng;el ola arang 

t.) Pemelo la  Rarang men;ajukan permohonan penghapusan kepada Wal ikot 
yang sekurang-kurannya mwemuat:  
a. pertimbangan dan alasan penghapusan;  dan 
b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurang,nya 

meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, 
jenis, identitas, kondisi ,  lokasi, ni la i  buku, dan/atau ni lai  perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan B M D  sebagaimana dimaksud pada aya1 ( 2 )  
sekurang-kurangnya di lengkapi dengan: 
a. sal inan/fotokopi putusan pengadi l a n  yang telah d i l e g a l i s a s i / d i s . a h k a n  

oleh pejabat b e r w e n a n g ;  d a n  
b. fotokopi dokumen k e p e m i l i k a n  atau d o k u m e n  setara. 

Walikota melakukan p e n e l i t i a n  t e r h a d a p  p e r m o h o n a n  p e n g h a p u s a n  B M D  
d ari Pengelola Barang s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  pad a ayat (3). 
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) m e l i p u t i :  

a. penelitian data dan dokumen B MD ;  

b. p e n e l i t i a n  terhadap isi putusan pengadilan terkait B M D  sebagai objek 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap d an  
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan 
kesesuaian antara B M D  yang menjadi objek putusan p e n g a d i l a n  
dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan. 

Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Walikota 
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan .  
Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Walikota 
menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD yang sekurang­ 
kurangnya memuat: 
a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya 

meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, 
dan/atau ni lai  perolehan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Walikota. 

Pasal 350 

( I )  Berdasarkan persetujuan Wal ikota sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 
349 ayat (7), Walikota menerbitkan keputusar penghapusan barang. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  Penelola  Barang melakukan penghapusan BMD dari Daft.ar 
arang Pengelola pal ing lama 1 (satu) bvlan terhitung sejak tanggal 
persetujuan. 
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() P e m e l o l a  R a r a n g  menvampailan l a pu t  an pwnphapuwan kepad.a Walikot. 
e m a n  m e l a m p i r l a n  e p t s a n  p w n g h a p a n  I H M [ )  

( 4 )  e r d a s a l a n  l e p t w s a n  penghapu r san  w h g a i m a n a  i m a u t d  pal y·l 

[ . ) .  engelola I a t a n  menyhapuslan [ M D  d . i  I. ltr I H M [ )  

.al 4 ! L  

( I )  P e n h a p u s a n  sebagaimana d imalsud da lam Pas.l  3349 dan Pasa l  0 
hamya d i lakukan karena adanya putwsan pen gad i l an  yang, telah 
memperoleh kekuatan hukum te tap  dan sudah t idak ada upaya h u k u n  
la innya.  

[.) Perubahan dattar barang P e n e l o l a  sebagai ak i bat  dari putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan da lam 
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

(3) Perubahan Dattar BMD sebagai akibat dari putusan pengadi lan yang tel.ah 
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan da lam laporan 
semesteran dan laporan tahunan .  

Pasal 352 

(1)  Penghapusan B M D  karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1)huruf e d iawal i  
dengan mengajukan permohonan penghapusan BMD dari Pengelola 
Barang kepada Walikota. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang­ 
kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama 
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, ni lai buku dan/atau ni lai  
perolehan. 

(3) Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BM D 
dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. penel it ian data dan dokumen B M D ;  

b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD;  dan 
c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan 

kesesuaian antara barang mil ik daerah yang menjadi objek peraturan 
perundang-undangan dengan B M D  yang menjadi objek permohonan 
penghapusan. 

Pasal 353 

( 1 )  Apabila Walikota menyetujui  has i l  penel i t ian sebagaimana dimaksud 
dalam asal 335Z ayat (4), Walikota menerbtkan surat persetu j u a n  
p e n g h a p u s a n .  

(2) Surat pe rs e t u j u a n  penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
p a l i n g  se d i k i t  m e m u a t :  

a. d a ta  B M D  yang d i s e t u j u i  u n t u k  d i h a p u s k a n ,  yang s e k u r a n g - k u r a n g n y .  
m e l i p u t i  kode barang, kode register, n a m a  b a r a n g ,  s p e s i f i k a s i / i d e n t i t a s  
teknis,  k o n d i s i ,  j u m l a h ,  n i l a i  b u k u ,  d a n / a t a u  n i l a i  p e rolehan; 

b. ewajiban e n e l o l a  Haran untuk melaporkan pelaksanaan 
penhapusan  epada Wal ik ota .  
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[.l) B e n d a s a r l a n  pet se tu fuan  Wa l l ko ta  whagaimana dimasud pad. yat ( I ) ,  
Pengelola H a r a n g !  melakulan p e n g h a p s w a n  barang mil ik  daerah d a r i  
Dattar Pemgelola Harang. 

(4) e d a s a r k a n  pesetujuan Wal iko ta  sw hagaimana d imaksud pada ayat ( I ]  

Walikota meneta pkan keputusan p e n h a p u s a n  b a r a n g  pal ing lama I ( a t u )  
bulan tehitung sejak tan;gal pe rse tu j uan ,  

(5)  Pengelola B a r a n g  melakukan penghapusan D M D  dari Daftar M D  
bedasarkan Keputusan Wal ikota swhagaimana dimaksutl pada ayat (4) .  

(6) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walkot. 
dengan melampirkan keputusan penghapusan. 

Pasal 354 

( l )  Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai ak ibat dari melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Mi l ik Daerah sebagai akibat dari  melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 355 

(1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf f dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah Walikota menerbitkan keputusan penghapusan 
BMD. 

(2) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh Walikota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak 
tanggal berita acara pemusnahan . 

(3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota 
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD. 

(5) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan 
harus dicantumkan dalam ' laporan semesteran clan laporan tahunan 
pengelola barang. 

(6) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahan BMD harus 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 
ayat ( 1 )  huruf g di lakukan oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan B M D  kepada 
Walikota yang paling rendah memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data B M D  yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya 

meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, 
tahun perolehan, spesifikasi, identi tas,  kondis i  barang, lokasi, n i l a i  
buku, dan/atau ni la i  perolehan. 
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Permohonan pemghapus,an M D  e h a a m a n .  dim.kud p u l a  ay.t ( ' )  
dapat h u l a  l . t e n .  a las.n 
a, hilams A a e n a  h e r i a n ,  

b. t e b a h . ,  susut ,  m e m y ' u p ,  m e n e a r ,  l a u d a l w a r s ,  matt u n t u  
hewan/kan / tanaman,  dan/at 

keadaan kahar  (/orve m a t e u u r e )  

k [4) Pe rmohonan pemghapusan [ M D  demgan a lasan  h i l an g  karena kecur.n 
sebagaimana dimaksud pada ayat () hurut  a  h a r u s  di lengkapi .  
• Surat KNeteramtan dari Ke pol i s i an ;  

b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang ;  yang s e k u c a n - k u r a n g n y a  
memuat:  

I .  dent i tas  Pengelola B a r a n ;  

(6) 

(5) 

l 

' pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD 
tersebut hi lang karena kecurian serta ti dak dapat d ike temukan ;  
dan 

33. pernyataan apabila di kemudian hari  ditemukan bukt i  bahw. 
penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur ke la la ian  
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan 
/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka t idak 
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut,  m e n u .a p .  
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:  
a. identitas Pengelola Barang; 

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran p e r m o h o n a n  
yang diajukan; 

c. pernyataan bahwa B M D  telah, terbakar, susut, menguap, mencair, 
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasi l  
laporan pemeriksaan/penelitian. 

Permohonan penghapusan B M D  dengan alasan keadaan kahar (force 
majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus di lengkapi :  
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 

5. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 
6. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force 

majeure); dan 
b. pernyataan bahwa B M D  telah terkena keadaan kahar (/once 

majeure). 
(7) Walikota melakukan penel it ian terhadap permohonan penghapusan BMD 

dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(8) Penel it ian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :  

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 

b. penelitian data administrat if  sediki t nya terhadap tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas B M D ,  penetapan status penggunaan, bukt i  
kepemilikan untuk  B M D  yang harus di lengkapi  dengan bukt i  
epemil ikan, n i l a i  buku,  dan/atau n i la i  perolehan; dan 

c. penelit ian fisik untuk  permohonan penghapusan karena a las.an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e pk. 
diperlukan. 
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pabila permohonan penghapusan s e h a g a i m a n a  dimalsud da lam Pas.a l  
356 awat ( 3 )  ti dak  d i se tu ju i ,  W a l i k o t a  m e m h e r i t a h u k a n  kepada Pen gelo la  
arang d iser ta i  dengan a lasan .  

Apab i la  permohonan pemgha pusan  s w h a g a i m a n a  imaksud «da lam  asal  

356 yat [ . 3 )  d i s e t u j u i ,  Wal ik ota  m e n r b i t k a n  urat p e r · w t u m 1 a n  
penghapusan B M D  yang m e m u a t  da ta  B M D  yang disetu ju i  untul  
d ihapuskan ,  p a l i n g  rendah m e l i p u t i :  
a. kode barang;  

b. kode register; 

e. nama barang; 

d. tahun perolehan; 

e. spesifikasi/identitas teknis; 

t. kondisi  barang; 

gt iumlah; 

h. nilai  perolehan; 

i. nilai buku untuk B M D  yang dapat di lakukan penyusutan; dan 

j .  kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Walikota. 

(3) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bu lan  
terhitung sejak tanggal persetujuan. 

(4) Pengelola Barang melakukan penghapusan B M D  dari Daftar Barang 
Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 4 ). 

(5) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota 
dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD .  

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD .  

(7) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan 
da lam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

BAB XIII 
PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

Pasal 358 

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan B M D  
yang berada di bawah penguasaannya ke da lam Daftar Barang Pengelola 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran 
dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Penggun.a 
Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan 
kodefikasi barang. 

(3) Pengelola Barang menghimpun dattar barang Pengguna/daftar barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana d imaksud pada ayat (2). 
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( n  Pengelola I a r a m  menyusun  da f t . r  I H M D  h e r d . s k a n  h impunan  d a f t . r  
b a t a n g  Pemgsuna/da t tar  h a t  an Kuasa  l ' e n g u n a  se bagaimana d i m . s u d  
pala ayat [ . I)  dan d a t t a r  baran Pe ngelo la  menu ru t  pen gpolonan da n  
odef ikas i  barang. 
Dalam da t t a  M D  sebagaimana d i m a l » u d  p a t d a  ayat (4)  termasuk 1 M D  
yang d iman taa tlan  oleh p i h a k  l a i n  

Bagian Kedua 
Inventar isas i  

Pasal 359 

( 1 )  Pengruna Barang melakukan inventarisasi BMD pal ing sedikit 1 (satu) kal i  
dalam 5 ( l ima) tahun. 

(2) Dalam hal B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  berupa persediaan 
dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi di lakukan oleh Pengguna 
Barang setiap tahun. 

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang pal ing lama 
3 (tiga) bulan setelah selesainya lnventarisasi. 

Pasal 360 

Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau 
bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

+ Pasal 3 6 1  

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa 
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Penggun 
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  sebagai 
bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk 
disampaikan kepada Pengelola barang. 

Pasal 362 

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran 
dan laporan barang Pengelola tahunan.  

(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Peng;gun 
semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 6 1  ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaian,a 
dimaksud pada ayat ( 1 )  sebagai Dahan penyusunan laporan BMD .  

(3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 
bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 

k 
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HAI X I V  

P E M I I N A A N ,  P E N G E N D A L I A N ,  DAN PENGAWASAN 

Hagian Kesatu 
P e m b i n a a m  

Walikota berwenang melakukan pembinaan pengelolaan BM D dan meneta pkan 
kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 364 

(1) Pegawasan dan pengendalian pengelolaan BMD di lakukan oleh: 
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 
(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di dalam 
penguasaannya. 
Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa 
Pengguna Barang . 
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat 
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasi l  
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil 
audit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 365 

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang 
milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan .  

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dit indaklanjuti  oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan 
intern pemerintah untuk melakukan audit  atas pelaksanaan Penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD. 

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengelola Barang untuk dit indaklanjut i  s e s u i  cengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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B A I  XV 

PENGELOLAAN BARANG M I L I K  D A E R A H  PADA PERANGKAT D A E R A H  Y A N G  
MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN HADAN L A Y A N A N  U M I M  

D A E R A H  

( 1 )  M D  yang digunakan oleh Badan L ayanan mum Daerah meru pakam 
kekayaan daerah yang tidak d ip i sahkan untuk menyelenggarakan kegiatan 
Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan 

(2) Pengelolaan B M D  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mempedomani  
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai  pengelolaan B M D ,  
eeuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya 
untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tug,as 
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani  ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah. 

BAB XVI 

BMD BERUPA RUMAH NEGARA 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 367 
A 

4 (1) Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal 
atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas 
pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 

(2) Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. 
(3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 3 (tga) 

golongan, yaitu: 
a. rumah negara golongan I; 

b. rumah negara golongan II; dan 
c. rumah negara golongan Ill. 

(4) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didasarkan pada pemohonan penetapan status perggunaan yang dia jukan 
oleh Pengguna Barang. 

Pasal 368 

(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud calam Pasal 367 ayat (3) 
huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan 
tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah 
tersebut serta hak penghuniannya terbatas sela na pejabat yang 
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 

(2) Rumah negara golongan I I  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat 
(3) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak 
dapat dipisahkan dari  suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan 
u n tu k  didiami oleh pegawai negeri s ipi l  pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 
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Termasuk dalam rumah n e a r  golongan I H  ada lah  rumah negara yang 

berada dalam satu awasan d e n ; a n  l 'evangkat D a r r a h  atau U n i t  Kerj, 
mah susun t dan mess/as rama pwmer in tah  t d a e r a h ,  

Rumah negara o l o n a n  I l l  sebagaimana d imaksud da lam  a a l  3367 ayat 

( 2)  h u r u t  e, adalah rumah negara yang t i d a k  termasuk polonpan I  d a n  
golongan l H  yang dapat di jua l  k e p a d a  penjhuninya. 

Pasal 3369 

B M D  berupa rumah neg;ara hanya dapat  d igunakan sebagai tempat tiny;al 
pejabat atau peg;awai negeri s ip i l  pemerintah daerah yang bersangkutan 
y a n g  memiliki Surat l z in  Penghun ian .  
Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan B M D  berupa rumah 
negara Golongan I dan rumah negara golongan I I  da lam menun jan 
pelaksanaan tugas dan fungsi. 
Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan I I  
wajib menyerahkan BMD berupa rumah negara yang tidak digunakan 
kepada Walikota. 
Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah 
negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang. 
Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah 
negara golongan II dan golongan Ill ditandatangani Penguna Barang. 

Pasal 370 

Suam i  dan istri yang masing-masing berstatus pepawai negeri sip i l  
pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah 
negara. 

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diberikan apabila suami dan istri cersebut bertugas dan 
bertempat tinggal di daerah yang berla inan .  

Bagian Kedua 
Penggunaan 

Pasal 371 

(1) BMD berupa rumah negara dapat di lakukan alih status penggunaan 
meliputi alih status :  
a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara go longan I  dan rumah 

negara golongan II; 
b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara 

golongan HI, untuk rumah negara golongan I I  yang akan d ia l ihkan 
statusnya menjadi rumah negara golongan I; atau 

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan I H I  kepada Pengguna 
Barang, untuk rumah negara golongan H I  yang telah dikembal ikan 
status golongannya menjadi rumah negara golongan I I .  
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(2) Pemgahihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )J  
hlakukan setelah telebih dahulu mendapatkan persetujuan dari  Walikota. 

(3) Ahih s tatus pemggunaan sebagaimana dimaksud patda ayat (Z)  huruf b, 
hanya dapat di lakukan apabila B M D  berupa rumah ne para telah berusi 
paling; singkat 1 0  (sepuluh) tahun sejak dimi l i k i  oleh p e m e r i n t a h  d a c r a h  
. t a u  sejak d i t e t a p k a n  p e r u b a h a n  fungsinya sebagai r ur a h  n e g a r a.  

(4) U s u l a n  a h i h  s t a t u s  penggunaan s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  pada ayat ( 1 )  h u r u f  
b, harus disertai s e k u a ng - k u r ang; n y a  d e n g a n :  
•  persetujuan t e r t u l i s  d a r i  Walikota m e n g e n a i  p e n g a l i h a n  status 

golongan rumah negara dari rumah negara golongan I I  menjadi  rumah 
negara golongan HI ;  

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang 
rumah negara golongan HI ;  

c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan H; 

d. salinan Surat lzin Penghunian (SIP) rumah negara golongan I; dan 

e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. 

(5) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan 
keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dclam rangka pengajuan 
usu lan pengalihan status penggunaan. 

(6) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan 
mengikuti ketentuan mengenai alih status per ggunaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal SO. 

Pasal 372 

Dalam hal diperluk a n  Walikota dapat melakukan alih fungsi BMD berupa 
rum ah negara golongan I dan rumah negara golongan II, menjadi bangunan  
kantor. 

(2) Alih fungsi BMD berupa rumah negara golongan I dan  rumah negara 
golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Walikota. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Ne;ara 

Pasal 373 

(1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat 
di lakukan terhadap BMD berupa rumah negara golongan I H I .  

(2) Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  di lakukan kepada penghuni yang sah. 

(3) Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  dilakukan d e n a n  mekanisme t idak secara le lang,  

(4) Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  hanya dapat d i lakukan terhadap rumah near yang tidak dalam 
eadaan sengketa. 
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Pen jua lan  r u m a h  neyawa olonjan I H I  d i l a k u k a n  o l e h  P e n g e l o l a  Harang 
se te lah t e l e b i h  dahu lu  menda patkan  perse tu j uan  dar i  Wa l i ko t. .  
P e n j u a l .a n  M D  Berupa r u m a h  n e a w a  g olo ngan HI  s e b a g a i m a n a  d i m a l s u d  
pada ayat ( I )  d i l a k u k a n  d a l a m  b e n t u k  p e n a l i h a n  h a k  rmah n e a r .  
golongan I H I ,  

D a l a m  hal u s u l a n  p e n j u a l a n  B M D  h e r u p a  rumah negara polongan I l l  
d i s e t u j u i ,  maka Walikota m e n e r b i t k a n  s u r a t  persetujuan p e n j u a l a n  [ M D  
berupa rumah negara golongan I H I .  
D a l a m  hal  u s u lan penjualan BMD berupa rumah negara golongan I tidak 
disetujui ,  maka Walikota menerbitkan surat penolakan usulan penjua lan 
B M D  berupa rumah negara golongan H I  disertai a lasannya.  

Pasal 375 

Pengajuan usul penjualan B M D  berupa rumah negara golongan I 

dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan I H I  kcpada 
Walikota, yang sekurang-kurangnya disertai dengan daa dan dokumen:  
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan II  

yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk d i jua l  
tidak dalam keadaan sengketa; 

b. keputusan penetapan status rumah negara golongan HI ;  

c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan BM D; 

d. Surat ljin Penghunian rumah negara golongan III; 

e. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan 
rumah negara golongan 111; dan 

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan II 

dari Pengguna Barang rumah negara golongan Ill. 

Pengguna Barang rumah negara golongan HI bertanggung jawab penuh 
atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

Pasal 376 

(1) Rumah negara yang dapat dial ihkan haknya adalah rumah negara 
golongan l yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun a:au lebih dan t idak 
dalam keadaan sengketa. 

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1 ) .  
diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengal ihan status oleh 
Walikota. 

(3) Rumah negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) hanya 
dapat dia l ihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni 
melalui  Penguna Barang/ Kuasa Pengguna Baran}. 

(4) Penphuni rumah negara polongan H I  dapat mengajukan permohonan 
pengal ihan apabi la  yan bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10  
(sepuluh) tahun a tau  le bih sebapai pegawai negeri s ipi l  pemerintah daerah 
yang bersangkutan. 
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(  

D.lam hal suami dan i s t r i  mains-main m e n t d a p a t  S u r a t  zin  Penghuntan 
untuk menghuni r u m a h  neg ;a wa po l on gan  I l l ,  mak p e n a l i h a n  h a l  

sebagtamana dimaksud pau da  ayat  ( I )  ha ny t d a p a t  d i h e r i k a n  kepada sa lah  
satu dari suami dan istr i  yang bersangkutan dan b w l u m  pe rnah  membel i  
a tau memperoleh fasi l i tas rumah dan/atau t anah  darl  p e m e i n t a h  
bendasarkan ketentuan p e r u n d a n g - u n d a n a n ,  
Pegawai neg;eri s ipi l  pemerintah daerah yang tel h m e m p e r o l e h  umah 

dan/atau tanah dari pemerintah,  ti dak da pat  l agi  m e n a j u k a m  
permohonan pengalihan hak atas rumah negara olongan I H I  
Pengal ihan hak rumah negara polongan H I  kepada penghuninya ditetapkan 
oleh Walikota.  

Pasal 377 

(I) Penghuni rumah negara go longan I H I  yang d a p a t  m e n g a j u k a n  p e r m o h o n a n  
pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus m e m e n u h i  persyaratan: 
a. Pegawai negeri s i p i l  pemerintah daerah yang bersangkutan: 

I. mempunyai masa kerja paling rendah 10 (sepuluh) tahun; 

2. memiliki Surat l z i n  P e n g h u n i a n  yang sah; dan 

3. b e l u m  pernah membeli  atau m e m p e r o l e h  fasilitas r u m a h  d a n / a t a u  
tanah dari p e m e r i n ta h  berdasarkan peraturan p e r u n d a n g ­  
undangan yang berlaku. 

Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan ;  
1 .  menerima pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat Iz in Peng hunian yang sah; dan 
3 .  belum pernah m e m b e l i  atau m e m p e r o l e h  fasilits rumah d a n / a t a u  

tanah dari p e m e r i n t a h ,  berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan :  
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang :  

a) almarhum suaminya / isterinya paling re dah mempunyai  
masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau 

b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan 
jangka waktu sejak yang besangkutan mnjadi janda/duda 
berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepaluh) tahun; 

2. memil iki  Surat lz in Penghunian yang sah; dan 

3. belum pernah membel i  atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau 
tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterirya dinyatakan sebagai 
pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 

2. memil iki  Surat Iz in Penghunian yang sah; dan 

3. belum pernah membeli atau memperoleh fas i l i t  s rumah dan/atau 
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

b. 

d 

4 

' % 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(5) 

(6) 

(7) 

c. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara: 
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat lzin Penghunian yang sah; dan 
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilits rumah dan/atau 

tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak 
atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghun i  
yang bersangkutan. 
Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, n aka rumah negara 
kembali ke pemerintah daerah. 
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang 
mengajukan usu lan penjualan rumah negara golongan I ' I  kepada Walikota. 
Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan Wal ikota atas permohonan yang diajukan 
penghuni rumah negara golongan Ill sebaga imana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 378 

Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Peni la i  untuk melakukan 
penilaian atas rumah negara golongan HI  yang akan d ia l ihkan dan hasi l  
penilaian dilaporkan kepada Walikota. 
Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 377 ayat (5), Walikota dapat membentuk Tim. 
Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan 
disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan 
penjualan rumah negara golongan I l l.  
Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara 
golongan HI berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3). 
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  dilakukan dengan 
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat 
keputusan. 
Pelaksanaan penjualan BMD berupa rumah negara golongan III dalam bentuk 
pengalihan hak harus dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan 
salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga 
rumah negara golongan I H I  setelah penerbitan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5). 
Dalam hal Walikota tidak menyetujui atas pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) Walikota 
memberitahukan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan III 
disertai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara 
golongan III. 
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e r d a s a r k a n  pe r setjuan  sebagammana dimaksud da lam al A7 aya1 ( 5 )  

'alikota meneta pkan h a r p  r u m a h  I we s e r t a  tanahnya berdasarkan has i l  

peni la tan 
Hargta r umah neg;a ra  polongan H I  sebaa imana  d imaksud  pada ayt ( 1 )J  
dtetapkan sebesar 50 ( l i ma pu luh persen)  d a r i  n i l a i  wajar. 

Pasal 380 

( I )  Pengah ihan rumah negara golongan H I  di lakukan dengan cara sewa bel i .  
(2) Walikota menandatangani  surat perjanjian sewa b: l i  rumah negara 

£olong;an I I .  
(3) Pembayaran harga rumah negara golongan H I  dapat dlaksanakan secara 

angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah. 
(4) Apabila rumah yang dia l ihkan haknya terkena rencana tata ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  pembayarannya dapat di lakukan 
secara tunai. 

(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan pal i n g  sedikit 5% ( l i m a  p u l u h  
p e rs e n )  dari harga rumah negara Golongan H I  dan dibayar p e nuh p a d a  saat 
p e r j a n j i a n  sewa beli d i ta n d a ta n g a n i ,  sedang sisanya d i a n g s u r  d a l a m  jangka 
waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan p a l i n g  l a m a  20 (dua puluh) ta h u n  
da n sesuai dengan k e t e n tu a n  peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .  

Pasal 3 8 1  

Penghun i  yang telah membayar lunas harga rumah negara go longan I I !  

beserta tanahnya, memperoleh: 
a. penyerahan hak mil ik rumah ;  dan 
b. pelepasan hak atas tanah. 

(2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak mi l ik  dan pelepasan hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  vajib mengajukan 
permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undan gan yang berlaku. 

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan nak milik rumah serta 
penghapusan dari daftar barang mi l ik  daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. ' 

(4) Walikota menyerahkan surat keputusan penyerahan hak mi l ik  rumah dan 
pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas 
harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sew.a beli 
·ebagaimana dimaksud dalam Pas.al 380 ayat (22) .  

(5) Penhuni yang telah memperoleh surat keputus,n penyerahan hak mil ik 
rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (+ )  
wajib mengajukan permohonan hak un tuk  memperoleh serti fikat hak at.s  
tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai  dengan ke tentu.n  
peraturan perundang-undangan. 

(6) Surat keputusan penyerahan hak mil ik rumah dan pelepasan hak a tas tanah  
untuk di t indaklanjut i  dengan penghapusan  dari Dat tar [ M D  
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agfan Keempat 
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara 

Pasal 3382 

(1 

() 

(3) 

(4) 

e '  

>  

(5) 

Penghapusan BMD berupa rumah negara di lakukan berdasarkan 
keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh: 
a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan 
b. Walikota untuk penghapusan dari Daftar BMD Pengelola Barang. 

Penghapusan B M D  berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. penghapusan B M D  berupa rumah negara golongan I dan rumah negara 

golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada 
Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya; 

b. penghapusan B M D  berupa rumah negara golongan I I I  dari daftar 
barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan Ill; atau 

c. penghapusan BMD berupa rumah negara dari Daftar BMD. 

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari :  
a. penyerahan kepada Walikota; 

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain; 

c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; ztau 

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirzkan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, antara lain terkena ber.cana alam atau terkena 
dampak dari terjadinya force majeure. 

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari: 
a. penyerahan kepada Walikota; 

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang lain; 

c. penjualan rumah negara golongan Ill; 

d. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena 
dampak dari terjadinya force majeure. 

Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c dilakukan sebagai tindak lanjut dari: 
a. penjualan rumah negara golongan HI ;  atau 

b. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau 
terkena dampak dari terjadinya force majeure. 

Pasal 383 

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
382 dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan oleh: 
a. Pengelola Barang untuk BMD berupa rumah negara gob ngan I dan rumah 

negara golongan l, untuk penghapusan dari dattar barang 
Penguna/Kuasa Penguna; 
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b. Pengelola Baran rumah negara golongan I l l ,  untuk penghapusan dari 
Dattar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan I l l ;  
atau 
Walikota, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang. 

Pasal 384 

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 
kepada Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar 
barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
383 huruf a dan huruf b. 

(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 
karena penjualan rumah negara golongan Ill kepada Walikota dcngan 
melampirkan: 
a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kasa 

Pengguna rumah negara golongan Ill; 

b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah 
rumah negara golongan III; clan 

c. perjanjian sewa beli .  

Pasal 385 

Nilai BMD berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum 
dalam: 
a. Daftar Harang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa 

Pengguna; atau 
G .  Daftar BMD. 

(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Kelima 

Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara 
Pasal 386 

Penatausahaan BMD berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan. 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang 
melakukan penatausahaan BMD berupa rumah negara. 
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pelengkap dari penatausahaan BMD meliputi: 
a. alih status penggunaan; 

b. alih status golongan; 
c. alih fungsi; 
d. penjualan rumah negara golongan Ill; dan 
e. penghapusan . 

Pasal 387 

() 

(2) 

Jnventarisasi dalam rangka penatausahaan BMD berupa rumah negara 
dilakukan paling rendah sekali dalam 5 (lima) tahun. 
Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik BMD berupa rumah 
negara paling rendah meliputi: 
a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan; 

b. status penggunaan; 
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

c, status penghunian; 

d. nilai dan luas tanah dan bangunan; 

e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan 

f. kondisi bangunan 

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh 
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
kepada Walikota. 

Pasal 388 

Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMD berupa rumah negara 
dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. 
Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas BMD 
berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan BM D. 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap 
kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMD berupa rumah negara. 

Bagian Keenam 
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara 

Pasal 389 
Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa 
rumah negara yang berada dalam penguasaannya .  

BAB XVII 
GANTI RUGI DAN SANKSI 

Pasal 390 

< '  
(  

(2) 

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran 
hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XVIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 391 

Ketentuan mengenai: 
a. Struktur pejabat pengelola barang milik daerah; 
b. Format perencanaan kebutuhan barang m i l ik daerah; 

• c. Format penggunaan barang milik daerah; 

d. Format laporan hasil penelitian pemeliharaan barang milik daerah; 

e. Format penghapusan barang milik daerah;dan 

f. Format surat persetujuan; 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .  
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KETENTUAN E U A L I H A N  

P a s .a l  92 

( I )  P e j a b a t  Pengelola [ M D  sebagaimana d imaksud dalam Peraturan Daer.ah 
i n i  d i t e t a p k a n  p a l i n g  l a m b a t  I  (satu) t a h u n  t e r h i t u n g  se jak P e r a t u r a n  
Daerah i n i  diundangkan. 

(2) Penggolongan dan k o d e fi k a s i  B M D  yang t elah ad a m a s i h  tetap b e r l a k u  
s e p a n j a n g  t i d a k  b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  P e raturan P e r u n d a n g - u n d a n g a n  
t e n t a n g  penggolongan dan k o d i f i k a s i .  

(3) P e m b u k u a n ,  i n v e ntarisasi dan pelaporan B M D  yang telah ada masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 
undangan tentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 393 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kupang 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Mil ik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Ku pang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Ku pang Nomor 189) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Mil i k  Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Ku pang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Ku pang Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 394 

Pada saat Peraturan Daerah i n i  mulai berlaku, semua peraturan perundang­ 
undanga n  yang merupa k a n  pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kupang 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah (Lembar a n  
Dacrah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
KotaKu pang Norn or 189) sebagiamana telah diubah dcngan Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2011  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Mi l ik  Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Kupang Tahun 2011  Nomor 10,  Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Kupang Nomor 230), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .  

g Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


r e +  t u r n  D e r  h  i n i  m l i  B e l k  p d  t a n 1 p l  timmdngk n  

g r  e t p  r a n g  m e n t h u i n v a ,  m e m w r i n t . h k n  pwngnntdnpan For turn 

[ e r h  mni  lengan pwnempatannya dalm L e m h a w  an D e r  ah Kot Kpan! 

Ditetapkan di Kupang 

p,ul., 1.,ng1:,1I U,Jun l  2 0 2 3 1  

hr wu. T A, au w c,  

Diundangkan di Kupang 
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